
3. Undang-Undang . 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 
Kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah 
Kabupaten Boyolali; 

Menimbang 

BUPATI BOYOLALI, 

DENG AN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI 
SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR 21 TAHUN 2017 

BUPATI BOYOLALI 
PROVINSI JAWA TENGAH 



9. Peraturan Pemerintah . 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tam bah an Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494): 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 
Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 ten tang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam 
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4194); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri 
sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
22); 
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16. Peraturan Menteri . 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeti 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5258); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 7 Tahun 93) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Nomor 176); 

14. Peraturan Daera.h Kabupaten Boyolali Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daera.h (Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daera.h Kabupaten Boyolali Nomor 183); 

15. Peraturan Daera.h Kabupaten Boyolali Nomor 23 
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Boyolali {Lembaran 
Daera.h Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 
23); 
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BAB I . 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN 
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI 
NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN 
BOYOLALI TAHUN 2017. 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Serita Daerah Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036); 

18. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan lnstansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1845); 

19. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Boyolali (Serita Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2016 Nomor 37); 

20. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2016 
tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada 
Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali (Serita 
Daerah Ka.bu paten Boyolali Tahun 2016 Nomor 
52); 

21. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penata Usahaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 201 7 Nomor 
6); 
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10. Pengawasan . 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali. 
2. Bupati adalah Bupati Boyolali. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap 
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan pada Pemerintah Daerah. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada 
Pemerintah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat TPP 
adalah penghasilan di luar gaji menurut ketentuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 
tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 
Sipil, dan tunjangan lain yang diberikan kepada Pegawai Negeri 
Sipil yang diberikan guna meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan PNS, 
meningkatan disiplin, kinerja, dan integritas PNS, dan 
meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan 
daerah. 

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali 
selanjutnya disingkat SK.PKO adalah Perangkat Daerah pada 
Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna 
barang, yang j uga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 
pengguna anggaran/pengguna barang. 

9. Inspektorat adalah lnspektorat Daerah Kabupaten Boyolali. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 
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20. Layanan Pengadaan .. 

10. Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah 
yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah PNS yang diberi 
tugas, tanggungjawab, kewenangan dan hak penuh oleh pejabat 
yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas 
penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah, di luar 
pengawasan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

11. Sadan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD 
adalah Sadan Keuangan daerah Kabupaten Boyolali. 

12. TPP Statis adalah tambahan penghasilan berupa bobot risiko 
dan tanggung jawab jabatan dengan mempertimbangkan 
kedisiplinan pegawai bagi masing-asing namajabatan. 

13. TPP Dinamis adalah tambahan penghasilan berupa hasil atau 
capaian kinerja (performance index) sesuai dengan jabatan 
struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungisonal 
urn um. 

14. TPP Peran tertentu adalah tambahan penghasilan yang memuat 
peran dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, 
pengadaan barang/jasa, dan peran koordinasi seluruh 
Perangkat Daerah dan kewilayahan dan/ atau tugas percepatan 
pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah. 

15. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat 
PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan. 

16. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat SMD adalah 
BMD Pemerintah Kabupaten Boyolali. 

17. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disebut Simda adalah sistem informasi 
terkomputerisasi yang berbasis data (data base) yang dapat 
berjalan di atas jaringan komputer milik Pemerintah Daerah 
dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah secara terintegrasi. 

18. Sistem Informasi dan Manajemen Obyek Pajak yang selanjutnya 
disebut SISMIOP adalah sistem administrasi yang 
mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan Perkotaan berbasis komputer, mulai 
dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemprosesan, 
pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran. 

19. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah 
kelompok kerja yang bertugas melaksanakan pengadaan 
barang/jasa pemerintah yang dibentuk oleh Kepala Perangkat 
Daerah. 
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b. TPP Dinamis . 

Pasal 4 
(1) Besa.ran pemberian tambahan penghasilan berdasarkan: 

a. TPP Statis berupa bobot risiko dan tanggung jawab jabatan 
dengan mempertimbangkan kehadiran pegawai bagi 
masing-masing nama jabatan; 

BAB III 
BESARAN TAMBAHAN PENGHASII.AN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Pasal 3 
Ruang lingkup TPP diberikan kepada PNS. 

Pasal 2 
Pemberian TPP bertujuan untuk: 
a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 
b. meningkatkan kesejahteraan PNS; 
c. meningkatan disiplin, kinerja, dan integritas PNS; dan 
d. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan 

daerah. 

BAB II 
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

20. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya 
disingkat LPSE adalah layanan pengadaan barang/jasa 
pemerintah yang dilakukan dengan sistem elektronik. 

21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan 
sebagian tugas pokok dan fungsi SKPD. 

23. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah 
unsur pelaksana teknis yang mela.ksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu pada 
Dinas Daerah. 
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(7) Besaran TPP Sta tis . 

b. TPP Dinamis berupa bobot risiko dan tanggung jawab 
jabatan dengan mempertimbangkan hasil atau capaian 
kinerja (performance index) untuk masing-masing PNS; dan 

c. TPP Peran tertentu berupa Peran Penatausahaan Keuangan 
dan Barang, dan Peran Tertentu pada beberapa SKPD. 

(2) Pemberian TPP Statis dan TPP Dinamis dilakukan dengan 
mempertimbangkan bobot risiko dan tanggungjawab PNS. 

(3) Bobot risiko dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dinilai berdasarkan kelas jabatan dan nilai jabatan. 

(4) Besa.ran TPP Statis dan TPP Dinamis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) untuk masing-masing kelas jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) adalah: 
a. Kelas Jabatan 3 sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima 

puluh ribu rupiah); 
b. Kelas Jabatan 5 sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus Lima 

puluh ribu rupiah); 
c. Kelas Jabatan 6 paling sedikit sebesar Rpl .050.000,00 (satu 

juta Hrna puluh ribu rupiah); 
d. Kelas Jabatan 7 paling sedikit sebesar Rp 1.400.000,00 (satu 

juta empat ratus ribu rupiah); 
e. Kelas Jabatan 8 paling sedikit sebesar Rpl.900.000,00 (satu 

juta sembilan ratus ribu rupiah); 
f. Kelas Jabatan 9 paling sedikit sebesar Rp2.000.000,00 (dua 

juta rupiah); 
g. Kelas Jabatan 10 paling sedikit sebesar Rp2.900.000,00 

(dua juta sembilan ratus ribu rupiah); 
h. Kelas Jabatan 11 paling sedikit sebesar Rp3.000.000,00 

(tiga juta rupiah); 
i. Kelas Jabatan 12 paling sedikit sebesar Rp3.500.000,00 

(tiga juta lima ratus ribu rupiah); 
J. Kelas Jabatan 13 paling sedikit sebesar RpS.000.000,00 

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah); 
k. Kelas Jabatan 15 paling sedikit sebesar Rp8.000.000,00 

(delapan juta rupiah). 
(5) Besaran TPP Statis dan TPP Dinamis untuk masing-masing 

nilai jabatan pada kelas jabatan tertentu tercantum dalam 
Larnpiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(6) Ketentuan besaran TPP Statis dan TPP Dinamis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi jabatan fungsional 
tertentu. 
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(7) Pengurangan . 

Pasal 5 
( 1) Indikator TPP Statis adalah kehadiran PNS dalam jam kerja 

yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dinilai dengan 
prosentase kehadiran PNS selama 1 (satu) bulan. 

(3) Ketidakhadiran PNS mengurangi TPP Statis. 
(4) Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 

ketidakhadiran PNS dalam jam kerja. 
(5) Dalam hal PNS meninggalkan tugas pada jam kerja bukan 

karena menjalankan tugas kedinasan, maka lama waktu 
meninggalkan tugas pada jam kerja tersebut diperhitungkan 
secara kumulatif setiap 7 ,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 
(satu) bulan dihitung tidak masuk kerja 1 (satu) hari. 

(6) Pengurangan TPP Statis karena ketidakhadiran PNS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperhitungkan sebagai 
berikut: 
a. pengurangan 5°/o (lima perseratus) dari TPP Statis untuk 

setiap 1 (satu) hari ketidakhadiran bagi Perangkat Daerah 
atau UPr yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja; 

b. pengurangan 4°/o (empat perseratus) dari TPP Statis untuk 
setiap 1 (satu) hari ketidakhadiran bagi Perangkat Daerah 
atau UPr yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja; 

BAB IV 
BESARAN TPP 
Bagian Kesatu 

TPP Statis 

(7) Besaran TPP Statis adalah 500/o (lima puluh perseratus] dari 
Besaran TPP Sta.tis dan TPP Dinamis untuk masing-masing 
nilai jabatan pada kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5). 

(8) Besaran TPP Dinamis adalah 50 % (lima puluh perseratus) dari 
Besaran TPP Sta.tis dan TPP Dinamis untuk masing-rnasing 
nilai jabatan pada kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5). 

(9) Pemberian TPP Peran Tertentu sebagairnana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf c, hanya dapat dilakukan jika terdapat kegiatan 
yang berkaitan dengan peran tertentu pada bulan itu. 

(10) Besaran TPP Peran Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(9) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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I) 

a. Kepala Perangkat . 

Pasal 6 
( 1) lndikator TPP Dinamis adalah hasil atau capaian kinerja 

(perfonnance index) untuk masing-masing PNS. 
(2) Hasil atau capaian kinerja iperformance index) untuk masing­ 

masing PNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dinilai 
dengan predikat dan kriteria selama 1 (satu) bulan yang diatur 
se bagai beriku t: 
a. predikat Sangat Baik, dengan kriteria rata-rata capaian 

kinerja lebih dari atau sama dengan 91 % (sembilan puluh 
satu perseratus), diberikan TPP sebesar 100% (seratus 
perseratus); 

b. predikat Baik, dengan kriteria rata-rata capaian kinerja 
lebih dari atau sama dengan 760/o (tujuh puluh enam 
perseratus) sampai dengan kurang dari 91 % (sembilan 
puluh satu perseratus), diberikan TPP sebesar 100% 
(seratus perseratus); 

c. predikat Cukup, dengan kriteria capaian kinerja lebih dari 
atau sama dengan 61°/o (enam puluh satu perseratus) 
sampai dengan kurang dari 76°/o (tujuh puluh enam 
perseratus), diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima 
perseratus); 

d. Predikat Kurang, dengan kriteria capaian kinerja lebih dari 
atau sama dengan 51 % (lima puluh satu perseratus) 
sampai dengan kurang dari 61 % (enam puluh satu 
perseratus), diberikan TPP sebesar 500/o (lima puluh 
perseratus); 

e. predikat Sangat Kurang, dengan kriteria capaian kinerja 
kurang dari 51 % (lima puluh satu perseratus), diberikan 
TPP sebesar 25°/o (dua puluh lima perseratus). 

(3) Untuk rnenentukan hasil atau capaian kinerja iperformance 
index) untuk masing-rnasing PNS maka: 

Bagian Kedua 
TPP Dinamis 

(7) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
diperhitungkan paling banyak 100°/o (seratus perseratus) dari 
besaran TPP Statis. 

(8) Pengurangan TPP Statis bagi PNS yang tidak masuk kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku pada hari 
yang ditetapkan sebagai cuti bersama oleh Pemerintah dan PNS 
yang turun piket. 
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a. peran perencanaan .. 

Pasal 7 
( 1) TPP Peran Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

( 1) huruf c, meliputi: 

Bagian Ketiga 
TPP Peran Tertentu 

a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, berkewajiban 
menyusun Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dan 
memfasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja bawahan. 

b. Pejabat Struktural membuat Perjanjian Kinerja Eselon II, 
Eselon 111, dan Eselon IV; 

c. Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional 
Tertentu membuat Perjanjian Kinerja Pegawai; 

d. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, dalam menyusun 
Perjanjian Kinerja Pegawai diawali dengan Perjanjian Kinerja 
Kelompok. 

(4) Perjanjian Kinerja masing-rnasing PNS dibuat 1 (satu) tahun 
sekali. 

(5) Dalam hal tertentu Perjanjian Kinerja dapat dilakukan 
perubahan. 

(6) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
meliputi: 
a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat; 
b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian 

tujuan dan sasaran yaitu program, kegiatan, dan alokasi 
anggaran;dan/atau 

c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara 
signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. 

(7) Sebagai tindak. lanjut Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dibuat rencana aksi kinerja Perangkat Daerah dan 
kelompok Jabatan Fungsional Tertentu setiap 1 (satu) tahun 
sekali. 

(8) Dalam hal terdapat perubahan Perjanjian Kinerja dapat 
dilakukan perubahan Rencana Aksi Kinerja. 

(9) Format Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

( 10) Format Rencana Aksi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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(4) Peran Pengadaan . 

a. peran perencanaan; 
b. peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang 

Daerah; 
c. peran pengadaan barang dan jasa; 
d. peran koordinasi kebijakan Daerah; 
e. peran tata kelola kewilayahan; 
f. peran visi strategis; 
g. peran layanan dasar kesehatan; atau 
h. peran layanan dasar pendidikan. 

(2) Peran Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dilaksanakan oleh Perencanaan di Perangkat Daerah. 

(3) Peran Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Peran 
yang dilaksanakan oleh: 
a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan 

daerah; 
b. Badan Keuangan Daerah selaku SKPKD yaitu Bendahara 

Umum Daerah, Kuasa BUD, PPK SKPKD, Kepala Sub 
Bidang/Kepala Sub Bagian, Pembantu PPK SKPKD, 
Bendahara Pengeluaran SKPKD, Pembantu Bendahara 
Pengeluaran SKPKD, Bendahara Penerimaan SKPKD, 
Pembantu Bendahara Penerimaan SKPKD, Admin Simda 
Keuangan SKPKD, Admin SIMDA BMD SKPKD, Admin 
Pengelola Jaringan, Admin SIMDA Gaji SKPKD, Admin 
Simda Pendapatan, Admin SISMIOP, Pembantu Admin 
SIMDA Keuangan, Pembantu Admin Simda BMD, Pembantu 
Admin Simda Pendapatan, Pembantu Admin SISMIOP, 
Penyimpan Barang SKPKD, Pengurus Barang SKPKD, 
Koordinator Penitis, Penitis; dan 

c. SKPD dan UPT Kabupaten Boyolali yang melaksanakan 
Peran Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang 
Daerah yaitu Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna 
Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu 
Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan, Pembantu Administrasi Keuangan, Bendahara 
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara 
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara 
Penerimaan Pembantu, Pengurus Barang Pengguna, 
Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang 
Pembantu. 
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a) Auditor Utama . 

Pasal 8 
Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (6) yaitu: 
a. Jabatan fungsional tertentu pada Inspektorat meliputi: 

1. Auditor, meliputi : 

Bagian Keempat 
TPP Jabatan Fungsional Tertentu 

(4) Peran Pengadaan Barang dan Jasa. sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c meliputi peran yang dilaksanakan oleh: 
a. SKPD dan UPT Kabupaten Boyolali yang melaksanakan 

Peran Pengadaan yaitu PPKom, Pejabat Pengadaan, Panitia 
Penerima Hasil Pekerjaan 

b. Kepala ULP, Ketua Pokja Konstruksi, Ketua Pokja 
Barang/Konsultansi/Jasa lainnya, Anggota Pokja, Kepala 
LPSE, Sekretaris LPSE, Admin PPE, Admin Agency, Trainer, 
Help Desk dan Verifikator. 

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu PPTK 
Konstruksi, Tim Teknis, Pengawas Lapangan, Staf 
Administrasi, dan PPHP Konstruksi 

(5) Peran koordinasi kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf d meliputi peran yang dilaksanakan oleh: 
a. Sekretariat Daerah; 
b. Sadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 
c. lnspektorat Daerah; dan 
d. Sadan Perencanaan, Pembangunan, dan Penelitian Oaerah. 

(6) Peran tata kelola kewilayahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e meliputi peran yang dilaksanakan oleh: 
a. Kecamatan; 
b. Kepala U PT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah pada Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan; dan 
c. Kelurahan. 

(7) Peran visi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
adalah peran yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

(8) Peran layanan dasar kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf g adalah peran yang dilaksanakan oleh Dinas 
Kesehatan. 

(9) Peran layanan dasar pendidikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf h adalah peran yang dilaksanakan oleh Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
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6. Penyuluh Keluarga .. 

a) Auditor Uta.ma; 
b) Auditor Madya; 
c) Auditor Muda; 
d) Auditor Pertama; 

2. P2UPD, meliputi: 
a) P2UPD Madya; 
b) P2UPD Muda; dan 
c) P2UPD Pertama. 

b. Jabatan fungsional tertentu pada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan meliputi: 
1. Parnong Belajar, meliputi: 

a) Pamong Belajar Madya; 
b) Pamong Belajar Muda; 
c) Pamong Belajar Pertarna; 

2. Penilik, meliputi: 
a) Penilik Utama; 
b) Penilik Madya; 
c) Penilik Muda; 
d) Penilik Pertarna. 

c. Jabatan fungsional tertentu Unit Pelaksana Teknis 
Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan 
meliputi: 
1. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil, meliputi: 

a) Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan; 
b) Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana; dan 
c) Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula. 

2. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli, meliputi: 
a) Pranata Laboratorium Kesehatan Madya; 
b) Pranata Laboratorium Kesehatan Muda; 
c) Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia; 
d) Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama. 

d. Jabatan fungsional tertentu pada Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, 
dan Perlindungan Anak, meliputi: 
1. Penyuluh Keluarga Berencana Madya; 
2. Penyuluh Keluarga Berencana Muda; 
3. Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia; 
4. Penyuluh Keluarga Berencana Pertama; 
5. Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Lanjutan; 
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2) Pustakawan Mad ya .. 

6. Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana; dan 
7. Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Pemula. 

e. Penguji Kendaraan Bermotor Terampil pada Dinas 
Perhubungan, meliputi: 
1. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia; 
2. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan; 
3. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana; dan 
4. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula; 

f. Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Koperasi dan 
Ketenagakerjaan, meliputi: 
l. Pengantar Kerja, meliputi: 

a) Terampil, meliputi: 
1) Pengantar Kerja Penyelia; 
2) Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan; dan 
3) Pengantar Kerja Pelaksana. 

b) Ahli, meliputi: 
1) Pengantar Kerja Madya; 
2) Pengantar Kerja Muda; dan 
3) Pengantar Kerja Pertama. 

2. Mediator Hubungan Industrial, meliputi: 
a) Mediator Hubungan Industrial Madya; 
b) Mediator Hubungan Industrial Muda; dan 
c) Mediator Hubungan Industrial Pertama. 

3. lnstruktur Balai Latihan Kerja, meliputi: 
c) Terampil, meliputi: 

4) Instruktur Penyelia; 
5) Instruktur Pelaksana Lanjutan; dan 
6) Instruktur Pelaksana. 

d) Ahli, meliputi: 
4) lnstruktur Madya; 
5) Instruktur Muda; dan 
6) Instruktur Pertarna. 

g. Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Arsip dan 
Perpustakaan, meliputi: 
1. Pustakawan, meliputi: 

a) Terampil, meliputi: 
1) Pustakawan Penyelia; 
2) Pustakawan Pelaksana Lanjutan; 
3) Pustakawan Pelaksana; 

b) Ahli, meliputi: 
1) Pustakawan Utarna; 
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b) Penyuluh Perikanan . 

2) Pustakawan Madya; 
3) Pustakawan Muda; dan 
4) Pustakawan Pertama. 

2. Arsiparis, meliputi: 
a) Terampil, meliputi: 

1) Arsiparis Penyelia; 
2) Arsiparis Pelaksana lanjutan; dan 
3) Arsiparis Pelaksana. 

b) Ahli, meliputi: 
1) Arsiparis Utama; 
2) Arsiparis Madya; 
3) Arsiparis Muda; dan 
4) Arsiparis Pertama. 

h. Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pertanian, meliputi: 
1. Penyuluh Pertanian Ahli, meliputi: 

a) Penyuluh Pertanian Utama; 
b) Penyuluh Pertanian Madya; 
c) Penyuluh Pertanian Muda; dan 
d) Penyuluh Pertanian Pertarna. 

2. Penyuluh Pertanian Terampil, meliputi: 
a) Pertanian Penyelia; 
b) Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan; 
c) Penyuluh Pertanian Pelaksana; dan 
d) Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula. 

i. Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Petemakan dan 
Perikanan, meliputi: 
1. Medik Veteriner Ahli, meliputi: 

a) Medik Veteriner Utama; 
b) Medik Veteriner Madya; 
c) Medik Veteriner Muda; dan 
d) Medik Veteriner Pertama. 

2. Penyuluh Perikanan, meliputi: 
a) Penyuluh Perikanan Terampil, meliputi: 

1) Penyuluh Perikanan Penyelia; 
2) Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan; 
3) Penyuluh Perikanan Pelaksana; dan 
4) Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula. 

- 16 - 



3. Auditor Muda . 

Pasal 9 
TPP bagi jabatan fungsional tertentu pada Inspektorat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diatur sebagai berikut: 
a. Auditor, meliputi: 

1. Auditor Utama paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan 
Auditor Utama dengan perincian paling tinggi sebesar 2 
(dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) 
kali untuk TPP dinamis; 

2. Auditor Madya paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan 
Auditor Madya dengan perincian paling tinggi sebesar 2 
(dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) 
kali untuk TPP dinamis; 

b) Penyuluh Perikanan Ahli, meliputi: 
1) Penyuluh Perikanan Utama; 
2) Penyuluh Perikanan Madya; 
3) Penyuluh Perikanan Muda; dan 
4) Penyuluh Perikanan Pertama. 

J. Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian, meliputi: 
1. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Terampil, 

meliputi: 
a) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Penyelia; 
b) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana 

lanjutan; dan 
c) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana. 

2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli, meliputi: 
a) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya; 
b) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda; dan 
c) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama. 

k. Jabatan Fungsional Tertentu pada Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan Daerah, dan Dinas Kesehatan 
meliputi: 
1. Analis Kepegawaian Terampil, meliputi: 

a) Analis Kepegawaian Penyelia; 
b) Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan; dan 
c) Analis Kepegawaian Pelaksana. 

2. Analis Kepegawaian Ahli, meliputi: 
a) Analis Kepegawaian Madya; 
b) Analis Kepegawaian Muda; dan 
c) Analis Kepegawaian Pertarna. 
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b. Penilik . 

Pasal 10 
TPP bagi jabatan fungsional tertentu pada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diatur 
sebagai berikut: 
a. Pamong Belajar: 

1. Pamong Belajar Madya paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali 
tunjangan Pamong Belajar Madya dengan perincian paling 
tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi 
sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; 

2. Pamong Belajar Muda paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali 
tunjangan Pamong Belajar Muda dengan perincian paling 
tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi 
sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; 

3. Pamong Belajar Pertama paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali 
tunjangan Pamong Belajar Pertama dengan perincian paling 
tinggi sebesar 2 (dua) ka1i untuk TPP statis dan paling tinggi 
sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis. 

3. Auditor Muda paling tinggi sebesar 3 (tiga} kali tunjangan 
Auditor Muda dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) 
kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
untuk TPP dinamis; 

4. Auditor Pertama paling tinggi sebesar 4 (empat) kali 
tunjangan Auditor Pertama dengan perincian paling tinggi 
sebesar 3 (tiga) kali untuk TPP statis dan paling tinggi 
sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis. 

b. P2UPD, meliputi: 
1. P2UPD Madya paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan 

P2UPD Madya dengan perincian paling tinggi sebesar 2 
(dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) 
kali untuk TPP dinamis; 

2. P2UPD Muda paling tinggi sebesar 3 [tiga] kali tunjangan 
P2UPD Muda dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) 
kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
untuk TPP dinamis; 

3. P2UPD Pertama paling tinggi sebesar 4 (empat) kali 
tunjangan P2UPD Pertama dengan perincian paling tinggi 
sebesar 3 (tiga) kali untuk TPP statis dan paling tinggi 
sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis. 

- 18 - 



b. Pranata . 

Pasal 11 
TPP bagi jabatan fungsional tertentu Unit Pelaksana Teknis 
Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diatur sebagai 
berikut: 
a. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil: 

1. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan paling 
tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Pranata Laboratorium 
Kesehatan Pelaksana Lanjutan, dengan perincian paling 
tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi 
sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; 

2. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana paling tinggi 
sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Pranata Laboratorium 
Kesehatan Pelaksana dengan perincian paling tinggi sebesar 
2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 
(satu) kali untuk TPP dinamis; 

3. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula paling 
tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Pranata Laboratorium 
Kesehatan Pelaksana Pemula dengan perincian paling tinggi 
sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi 
sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis. 

b. Penilik: 
1. Penilik Uta.ma paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan 

Penilik Utama, dengan perincian paling tinggi sebesar 2 
(dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) 
kali untuk TPP dinamis; 

2. Penilik Madya paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan 
Penilik Madya dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) 
kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
untuk TPP dinamis; 

3. Penilik Muda paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan 
Penilik Muda dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) 
kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
untuk TPP dinamis; 

4. Penilik Pertama paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan 
Penilik Pertama dengan perincian paling tinggi sebesar 2 
(dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 
(satu) kali untuk TPP dinamis. 
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d. Penyuluh Keluarga . 

Pasal 12 
TPP maksimal bagi jabatan fungsional tertentu pada Dinas 
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf d diatur sebagai berikut: 
a. Penyuluh Keluarga Berencana Madya paling tinggi sebesar 2 

(dua) kali tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana Madya 
dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP 
statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; 

b. Penyuluh Keluarga Berencana Muda paling tinggi sebesar 2 
(dua) kali tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana Muda 
dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP 
statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; 

c. Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia paling tinggi sebesar 2 
(dua) kali tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia 
dengan perincian paling tinggi sebesar I (satu) kali untuk TPP 
statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; 

b. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli: 

1. Pranata Laboratoriurn Kesehatan Madya paling tinggi 
sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Pranata La.boratorium 
Kesehatan Madya dengan perincian paling tinggi sebesar 2 
(dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar I (satu) 
kali untuk TPP dinarnis; 

2. Pranata Laboratorium Kesehatan Muda paling tinggi sebesar 
3 (tiga) kali tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan 
Muda dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 
untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar l (satu) kali 
untuk TPP dinamis; 

3. Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia paling tinggi 
sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Pranata La.boratorium 
Kesehatan Penyelia dengan perincian paling tinggi sebesar 2 
(dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar l (satu) 
kali untuk TPP dinamis; 

4. Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama paling tinggi 
sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Pranata La.boratorium 
Kesehatan Pertama dengan perincian paling tinggi sebesar 
sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi 
sebesar I (satu) kali untuk TPP dinamis. 
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Pasal 14 . 

Pasal 13 
TPP maksimal bagi jabatan fungsional tertentu pada Dinas 
Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e diatur 
sebagai berikut: 
a. Penguji Kendaraan Bennotor Penyelia paling tinggi sebesar 4 

(empat) kali tunjangan Penguji Kendaraan Bennotor Penyelia 
dengan perincian paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali untuk TPP 
statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; 

b. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan paling tinggi 
sebesar 4 (empat) kali tunjangan Penguji Kendaraan Bennotor 
Pelaksana Lanjutan dengan perincian paling tinggi sebesar 3 
(tiga) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
untuk TPP dinamis; 

c. Penguji Kendaraan Bennotor Pelaksana paling tinggi sebesar 4 
(empat) kali tunjangan Penguji Kendaraan Bennotor Pelaksana 
dengan perincian paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali untuk TPP 
statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinarnis; 

d. Penguji Kendaraan Bennotor Pelaksana Pemula paling tinggi 
sebesa.r 4 (empat) kali tunjangan Penguji Kendaraan Bennotor 
Pelaksana Pemula dengan perincian paling tinggi sebesar 3 [tiga] 
kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
untuk TPP dinamis. 

d. Penyuluh Keluarga Berencana Pertama paling tinggi 2 (dua) kali 
tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana Pertama dengan 
perincian paling tinggi sebesar I (satu) kali untuk TPP statis 
dan paling tinggi sebesar I (satu) kali untuk TPP dinamis; 

e. Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Lanjutan paling tinggi 
sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana 
Pelaksana Lanjutan, dengan perincian paling tinggi sebesar 1 
(satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) 
kali untuk TPP dinamis; 

f. Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana paling tinggi sebesar 2 
(dua) kali tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana, 
dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP 
statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; 
dan 

g. Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Pemula paling tinggi 
sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana 
Pelaksana Pemula, dengan perincian paling tinggi sebesar I 
(satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) 
kali untuk TPP dinamis. 
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c. Instruktur Balai . 

Pasal 14 
TPP maksimal bagi jabatan fungsional tertentu pada Dinas Koperasi 
dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f 
diatur sebagai berikut: 
a. Pengantar Kerja : 

1. Pengantar Kerja Madya paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali 
tunjangan Pengantar Kerja Madya dengan perincian paling 
tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi 
sebesar I (satu) kali untuk TPP dinamis: 

2. Pengantar Kerja Muda paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali 
tunjangan Pengantar Kerja Muda dengan perincian paling 
tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi 
sebesar I (satu) kali untuk TPP dinamis; 

3. Pengantar Kerja Pertama paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali 
tunjangan Pengantar Kerja Pertama dengan perincian paling 
tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi 
sebesar I (satu) kali untuk TPP dinamis; 

4. Pengantar Kerja Penyelia paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali 
tunjangan Pengantar Kerja Penyelia dengan perincian paling 
tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi 
sebesar l (satu) kali untuk TPP dinamis; 

5. Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 3 
(tiga) kali tunjangan Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan 
dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk 
TPP statis dan paling tinggi sebesar I (satu) kali untuk TPP 
dinamis; 

6. Pengantar Kerja Pelaksana paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali 
tunjangan Pengantar Kerja Pelaksana dengan perincian 
paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling 
tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis. 

b. Mediator Hubungan Industrial: 
1. Mediator Hubungan Industrial Madya paling tinggi sebesar 2 

(dua) kali tunjangan Mediator Hubungan Industrial Madya 
dengan perincian paling tinggi sebesar l (satu) kali untuk 
TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP 
dinamis; 

2. Mediator Hubungan Industrial Muda paling tinggi sebesar 2 
(dua) kali tunjangan Mediator Hubungan Industrial Muda 
dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk 
TPP statis dan paling tinggi sebesar I (satu) kali untuk TPP 
dinamis; 

3. Mediator Hubungan Industrial Pertama paling tinggi sebesar 
2 (dua) kali tunjangan Mediator Hubungan Industrial 
Pertama dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
untuk TPP dinamis. 
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b) Pustakawan Pelaksana .. 

Pasal 15 
TPP bagi pejabat fungsional tertentu pada Dinas Arsip dan 
Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g 
diatur sebagai berikut: 
a. Pustakawan, meliputi: 

1. Pustakawan Terampil, meliputi: 
a) Pustakawan Penyelia paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 

tunjangan Pustakawan Penyelia dengan perincian paling 
tinggi sebesar 1 (satu] ka1i untuk TPP statis dan paling 
tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; 

c. Instruktur Balai Latihan Kerja: 
1. Instruktur Balai Latihan Kerja Terampil, meliputi: 

a) Instruktur Balai Latihan Kerja Penyelia paling tinggi 
sebesar 4 (empat) kali tunjangan Instruktur Penyelia 
dengan perincian paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali untuk 
TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk 
TPP dinamis; 

b) Instruktur Balai Latihan Kerja Pelaksana Lanjutan paling 
tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Instruktur 
Pelaksana Lanjutan dengan perincian paling tinggi 
sebesar 3 (tiga) kali untuk TPP statis dan paling tinggi 
sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; 

c) lnstruktur Balai Latihan Kerja Pelaksana paling tinggi 
sebesar 3 (tiga)kali tunjangan lnstruktur Pelaksana 
dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk 
TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk 
TPP dinamis. 

2. lnstruktur Balai Latihan Kerja Ahli, meliputi: 
a) Instruktur Balai La.tihan Kerja Madya paling tinggi 

sebesar 3 [tiga) kali tunjangan Instruktur Madya dengan 
perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP 
statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP 
dinarnis; 

b) Instruktur Balai Latihan Kerja Muda paling tinggi 
sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Instruktur Muda dengan 
perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP 
statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP 
dinamis; 

c) Instruktur Balai La.tihan Kerja Pertama paling tinggi 
sebesar 3 (tiga) kali tunjangan lnstruktur Pertama 
dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk 
TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk 
TPP dinamis. 

- 23 - 



._L 

2. Arsiparis Ahli . 

b] Pustakawan Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 2 
(dua) kali tunjangan Pustakawan Pelaksana Lanjutan 
dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
untuk TPP dinamis; 

c) Pustakawan Pelaksana paling tinggi sebesar 2 (dua} kali 
tunjangan Pustakawan Pelaksana dengan perincian 
paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan 
paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis. 

2. Pustakawan Ahli, meliputi: 
a) Pustakawan Utama paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 

tunjangan Pustakawan Utama, dengan perincian paling 
tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling 
tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; 

b) Pustakawan Madya paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 
tunjangan Pustakawan Madya, dengan perincian paling 
tinggi sebesar l(satu) kali untuk TPP statis dan paling 
tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; 

c) Pustakawan Muda paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 
tunjangan Pustakawan Muda dengan perincian paling 
tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling 
tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; dan 

d) Pustakawan Pertama paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 
tunjangan Pustakawan Pertama dengan perincian paling 
tinggi sebesar 1 (satu ) kali untuk TPP statis dan paling 
tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis. 

b. Arsiparis, meliputi: 
1. Arsiparis Terampil, meliputi: 

a) Arsiparis Penyelia paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 
tunjangan Arsiparis Penyelia dengan perincian paling 
tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling 
tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; 

b) Arsiparis Pelaksana lanjutan paling tinggi sebesar 2 (dua) 
kali tunjangan Arsiparis Pelaksana lanjutan dengan 
perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP 
statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP 
dinarnis; dan 

c) Arsiparis Pelaksana paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 
tunjangan Arsiparis Pelaksana dengan perincian paling 
tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling 
tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis. 
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b. Penyuluh Pertanian . 

Pasal 16 
TPP bagi pejabat fungsional tertentu pada Dinas Pertanian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h diatur sebagai 
berikut: 
a. Penyuluh Pertanian Ahli, meliputi: 

1. Penyuluh Pertanian Utama paling tinggi sebesar 2 (dua)) kali 
tunjangan Penyuluh Pertanian Utarna, dengan perincian 
paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan 
paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; 

2. Penyuluh Pertanian Madya paling tinggi sebesar 2 (dua)kali 
tunjangan Penyuluh Pertanian Madya, dengan perincian 
paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan 
paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; 

3. Penyuluh Pertanian Muda paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 
tunjangan Penyuluh Pertanian Muda, dengan perincian 
paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan 
paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; dan 

4. Penyuluh Pertanian Pertama paling tinggi sebesar 2 (dua) 
kali tunjangan Penyuluh Pertanian Pertama dengan 
perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis 
dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis. 

2. Arsiparis Ahli, meliputi: 
a) Arsiparis Utama paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 

tunjangan Arsiparis Utama, dengan perincian paling 
tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling 
tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; 

b) Arsiparis Madya paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 
tunjangan Arsiparis Madya, dengan perincian paling 
tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling 
tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; 

c) Arsiparis Muda paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 
tunjangan Arsiparis Muda, dengan perincian paling tinggi 
sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi 
sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; dan 

d) Arsiparis Pertama paling tinggi sebesar 2 (dua) kali 
tunjangan Arsiparis Pertama dengan perincian paling 
tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling 
tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis. 
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b. Penyuluh Perikanan . 

Pasal 17 
TPP maksimal bagi pejabat fungsional tertentu pada Dinas 
Petemakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf i diatur sebagai berikut: 
a. Medik Veteriner Ahli, meliputi: 

1. Ahli Utarna paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Ahli 
Utama, dengan perincian paling tinggi sebesa.r 1 (sa.tu) kali 
untuk TPP statis dan paling tinggi sebesa.r 1 (satu) kali 
untuk TPP dinamis; 

2. Ahli Madya paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Ahli 
Madya, dengan perincian paling tinggi sebesa.r 1 (sa.tu) kali 
untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
untuk TPP dinamis; 

3. Ahli Muda paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Ahli 
Muda, dengan perincian paling tinggi sebesa.r 1 (satu)kali 
untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar I (satu) kali 
untuk TPP dinamis; dan 

4. Ahli Pertama paling tinggi sebesa.r 2 (dua) kali tunjangan 
Ahli Pertama dengan perincian paling tinggi sebesa.r 1 (satu) 
kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
untuk TPP dinamis. 

b. Penyuluh Pertanian Terampil, meliputi: 
1. Penyuluh Pertanian Penyelia paling tinggi sebesar 2 (dua) 

kali tunjangan Penyuluh Pertanian Penyelia dengan 
perincian paling tinggi sebesar I (satu) kali untuk TPP statis 
dan paling tinggi sebesar 1 (satu) ka1i untuk TPP dinamis; 

2. Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan paling tinggi 
sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Pertanian 
Pelaksana l..anjutan dengan perincian paling tinggi sebesar 
1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar I 
(satu) kali untuk TPP dinamis; 

3. Penyuluh Pertanian Pelaksana paling tinggi sebesar 2 (dua) 
kali tunjangan Penyuluh Pertanian Pelaksana dengan 
perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis 
dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; 
dan 

4. Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula paling tinggi sebesar 
2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Pelaksana 
Pemula dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
untuk TPP dinamis. 
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Pasal 18 . 

b. Penyuluh Perikanan, meliputi: 
1. Penyuluh Perikanan Terampil, meliputi: 

a) Penyuluh Perikanan Penyelia paling tinggi sebesar 2 
(dua) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Penyelia 
Penyelia dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) 
kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar I (satu) 
kali untuk TPP dinamis; 

b) Penyuluh Perikanan Pelaksana La.njutan paling tinggi 
sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Perikanan 
Pelaksana La.njutan dengan perincian paling tinggi 
sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi 
sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; 

c) Penyuluh Perikanan Pelaksana paling tinggi sebesar 2 
(dua) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Pelaksana 
dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
untuk TPP dinamis; dan 

d) Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula paling tinggi 
sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Perikanan 
Pelaksana Pemula dengan perincian paling tinggi sebesar 
1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 
(satu) kali untuk TPP dinamis. 

2. Penyuluh Perikanan Ahli, meliputi: 
a) Penyuluh Perikanan Utama paling tinggi sebesar 2 (dua) 

kali tunjangan Penyuluh Perikanan Utama, dengan 
perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP 
statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP 
dinamis; 

b) Penyuluh Perikanan Madya paling tinggi sebesar 2 (dua) 
kali tunjangan Penyuluh Perikanan Ahli Madya, dengan 
perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP 
statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP 
dinamis; 

c) Penyuluh Perikanan Muda paling tinggi sebesar 2 (dua) 
kali tunjangan Penyuluh Perikanan Muda, dengan 
perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP 
statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP 
dinamis; dan 

d) Penyuluh Perikanan Pertama paling tinggi sebesar 2 
(dua) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Pertama 
dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
untuk TPP dinamis. 
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a. Analis Kepegawaian . 

Pasal 19 
TPP bagi pejabat fungsional tertentu pada Sadan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan Daerah, dan Dinas Kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k diatur sebagai 
berikut: 

Pasal 18 
TPP maksimal bagi pejabat fungsional tertentu pada Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 huruf j diatur sebagai berikut: 
a. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Terampil, meliputi: 

1. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Penyelia paling 
tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh 
Perindustrian dan Perdagangan Penyelia dengan perincian 
paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan 
paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; 

2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana 
lanjutan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan 
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana 
lanjutan dengan perincian paling tinggi sebesar l (satu) kali 
untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali 
untuk TPP dinamis; dan 

3. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana paling 
tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh 
Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana dengan 
perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis 
dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis. 

b. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli, meliputi: 
1. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya paling 

tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh 
Perindustrian dan Perdagangan Madya, dengan perincian 
paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan 
paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; 

2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda paling 
tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh 
Perindustrian dan Perdagangan Muda, dengan perincian 
paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan 
paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; dan 

3. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama paling 
tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh 
Perindustrian dan Perdagangan Pertama, dengan perincian 
paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan 
paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinarnis. 
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b. Sekretaris Daerah .. 

( 1) Untuk mendapatkan TPP, berlaku ketentuan sebagai berikut: 
a. pada awal Tahun paling larnbat tanggal 10 Januari setiap 

PNS wajib membuat perjanjian kinerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Rencana Aksi Kinerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7); 

Bagian Kelima 

Pemberian TPP 

Pasal 20 

a. Analis Kepegawaian Terampil, meliputi: 

1. Analis Kepegawaian Penyelia paling tinggi sebesar 3 (tiga) 
kali tunjangan Analis Kepegawaian Penyelia dengan 
perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis 
dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; 

2. Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan paling tinggi 
sebesar 2 (dua) kali tunjangan Analis Kepegawaian 
Pelaksana Lanjutan dengan perincian paling tinggi sebesar 
2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 
(satu) kali untuk TPP dinamis; dan 

3. Analis Kepegawaian Pelaksana paling tinggi sebesar 2 (dua) 
kali tunjangan Analis Kepegawaian Pelaksana dengan 
perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis 
dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis. 

b. Analis Kepegawaian Ahli, meliputi: 

1. Analis Kepegawaian Madya paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali 
tunjangan Analis Kepegawaian Madya, dengan perincian 
paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan 
paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; 

2. Analis Kepegawaian Muda paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali 
tunjangan Analis Kepegawaian Muda, dengan perincian 
paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan 
paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; 

3. Analis Kepegawaian Pertama paling tinggi sebesar 3 (tiga) 
kali tunjangan Analis Kepegawaian Pertama, dengan 
perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis 
dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinarnis. 
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(8) Bagian Pem bangunan . 

b. Sekretaris Daerah wajib membuat Rekapitulasi Capaian 
Kinerja Kepala SKPD pada setiap bulan paling lambat 
tanggal 15. 

c. pada setiap bulan paling lambat tanggal 15 Kepala SKPD 
wajib membuat: 
1. Rekapitulasi Capaian Kinerja Pegawai 
2. Rekapitulasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah 
3. Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran TPP; 
4. Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran TPP 

Statis; 
5. Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran TPP 

Dinamis; 
6. Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran TPP 

Peran Tertentu; 
7. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak. 

d. Untuk jabatan fungsional tertentu pada setiap tahun 
membuat rekapitulasi capaian kinerja kelompok tahun 
sebelumnya paling lambat tanggal 15 Januari. 

(2) Pencermatan/penelitian dan verifikasi kehadiran, hasil atau 
capaian kinerja iperformance index), dan Peran Tertentu 
dilaksanakan oleh atasan langsung setiap bulan paling lambat 
tanggal 5. 

(3) Format Rekapitulasi Capaian Kinerja Kepala SKPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, Rekapitulasi 
Capaian Kinerja Pegawai dan Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf c angka 1 dan angka 2 serta 
Rekapitulasi Capaian Kinerja Kelompok sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf d tercantum dalam Lampiran V 
yang merupa.kan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(4) Format Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran 
TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 
sampai dengan angka 6 tercantum dalam La.mpiran VI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

(5) Format Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c angka 7 
tercantum dalarn La.mpiran VII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(6) Rekapitulasi Capaian Kinerja Kepala SKPD dinilai oleh 
Sekretaris Daerah yang dikoordinasikan oleh Bagian 
Sekretariat Daerah sesuai Pembagian berdasarkan Rumpun 
Koordinasi. 

(7) Rekapitulasi Capaian Kinerja staf ahli dinilai oleh Sekretaris 
Daerah yang dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah 
sesuai dengan bidangnya. 
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o. PNS yang . 

Pasal 21 
(1) Pemberian TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 tidak diberikan kepada: 
a. PNS yang melaksanakan tugas di Rumah Sak.it Umum 

Daerah; 
b. PNS yang melaksanakan tugas di Unit Pelaksana Teknis 

Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. 
c. PNS yang melaksanakan tugas di Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Boyolali yakni Pejabat Fungsional 
Tertentu Guru/ Pengawas. 

d. PNS yang menjalankan tugas belajar; 
e. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun; 
f. PNS yang berstatus Peenerima Uang Tunggu; 
g. PNS yang mengambil hak cuti di luar tanggungan negara 

dan cu ti besar; 
h. Calon Pegawai Negeri Sipil; 
i. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 
J. PNS yang tidak membuat perjanjian kinerja Pegawai 

dengan Bupati, rencana aksi dan target kinerja bulanan; 
k. PNS yang diberhentikan sementara; 
I. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh aparat 

penegak hukum; 
m. PNS yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat 

penegak hukum; 
n. PNS yang menjalani hukuman pidana penjara; 

(8) Rumpun Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(9) PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, TPP mulai diperhitungkan 
pada bulan PNS tersebut membuat perjanjian kinerja dan 
Rencana Aksi Kinerja. 

( 10) Dalam hal Sekretaris Daerah tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b maka tidak 
diberikan TPP pada bulan dimaksud. 

(11) Dalam hal Kepala SKPD tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c maka tidak 
diberikan TPP pada bulan dimaksud. 
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l 

Pasal 24 

Pasal23 
( 1) Kepala Perangkat Daerah selaku PA a tau Kepala UPT selaku 

KPA mengajukan surat permohonan pembayaran TPP setiap 
bulan yang ditujukan kepada Kepala BKD sesuai dengan 
mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung dilampiri 
Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran TPP, dan 
Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf c angka 7. 

(2) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala UPT selaku KPA 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertanggung jawab 
dalam pembayaran TPP sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(3) Pengajuan permohonan pembayaran TPP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 15 
pada bulan berikutnya. 

(4) Pembayaran TPP bulan Desember pada tahun berjalan, 
dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya. 

(5) Guna keperluan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud 
pad a ayat ( 4), maka Kepala Perangkat Daerah mem perhatikan 
penganggarannya pada tahun beriku tnya. 

Pasal22 
PNS yang mutasi dari luar Daerah, TPP diberikan sejak PNS 
tersebut secara nyata melaksanakan tugas, yang dibuktikan 
dengan Surat Keterangan Melaksanakan Togas dari Kepala 
Perangkat Daerah di mana pegawai tersebut melaksanakan tugas. 

o. PNS yang menjalankan tugas pada instansi di luar 
lingkungan Pemerintah Daerah yang memperoleh 
tambahan penghasilan atau yang sejenis dengan TPP dari 
instansi yang bersangkutan. 

(2) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak diberikan TPP 
Dinamis 1 (satu) bulan. 

(3) TPP Statis tetap diberikan untuk PNS yang mengambil cuti 
tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting 
sesuai ketentuan perundang-undangan. 

(4) Ketentuan pada ayat (1) huruf l dan huruf m, dikecualikan 
bagi PNS yang ditahan oleh aparat penegak hukum dengan 
status tahanan kota dan kemudian secara nyata 
melaksanakan tugas kedinasan setelah mendapatkan izin dari 
Bupati. 

- 32 - 



(7) Ketentuan sebagaimana . 

Pasal 25 
( 1) PNS yang berprestasi dapat diberikan TPP bonus atas 

prestasi sebesar sebagai berikut: 
a. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk prestasi 

tingkat Nasional; 
b. Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk prestasi 

tingkat Provinsi; dan 
c. RpS.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk prestasi tingkat 

Kabupaten. 
(2) Unit atau kelompok atau Perangkat Daerah yang berprestasi 

dapat diberikan TPP bonus atas prestasi sebesar sebagai 
berikut: 
a. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk prestasi 

tingkat Nasional; 
b. Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk prestasi 

tingkat Provinsi; dan 
c. RpS.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk prestasi tingkat 

Ka bu paten. 
(3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

prestasi di bidang yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Daerah. 

(4) Pemberian TPP bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diberikan jika prestasi 
tersebut dibuktikan dengan piagam dan/atau piala. 

(5) Pemberian TPP bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan setiap kali memperoleh 
piagam dan/ atau piala. 

(6) Pihak-pihak yang berhak menerima TPP bonus atas prestasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan 
oleh Bupati atas pertimbangan dari Tim yang dibentuk oleh 
Bupati. 

Bagian Keenam 
TPP Bonus Atas Prestasi 

Pasal 24 
(1) PNS yang mengampu sebagai Penjabat, Pelaksana Tugas, atau 

Pelaksana Harlan besaran TPP yang diberikan adalah besaran 
TPP jabatan yang bersangkutan ditambah besa.ran TPP 
Dinamis jabatan yang diampu. 

(2) Pembayaran TPP Dinamis jabatan yang diampu sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dibebankan pada SKPD yang diampu. 
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BAB VII . 

Pasa127 
Penghitungan . pemberian TPP bagi PNS dilakukan dengan 
menjumlahkan TPP Sta tis, TPP Dinamis dan/ atau TPP Peran 
Tertentu. 

BAB VI 
CARA PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 

Pasal 26 
(1) Monitoring dan evaluasi penerapan pemberian TPP di 

lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim yang 
dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diketuai oleh 
Sekretaris Daerah dengan anggota terdiri dari: 
a. unsur Inspektorat Daerah; 
b. unsur BKD; 
c. unsur BKP2D; 
d. unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan 
e. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah. 

(3) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf d memfasilitasi pembentukan Tim 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. menyusun pedoman monitoring dan evaluasi pemberian 

TPP; 
b. melakukan monitoring dan evaluasi pemberian TPP; 
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati. 

BABV 
MONITORING DAN EVALUASI 

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat 
(2)tidak berlaku bagi peraih prestasi yang telah mendapatkan 
penghargaan dalam bentuk uang. 

(8) Pos anggaran untuk pemberian TPP bonus atas prestasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dibebankan 
pada anggaran SKPD sesuai bidang prestasi. 
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BABX . 

Pasal 30 

(1) Penerapan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 20 ayat (1) huruf a, secara bertahap dilaksanakan 3 (tiga) 
bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan pembuatan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 20 ayat (9) dan ketentuan mengenai kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (10) dan ayat (11) 
mulai diberlakukan pada Tahun 2018. 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 29 
( 1) Kepala SKPD yang tidak memproses dan menerbitkan 

keputusannya terkait dengan Peran Tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c, 
diberikan sanksi tidak diberikan TPP pada bulan dimaksud 
sampai dengan terbitnya keputusan tersebut. 

(2) Kepala SKPD membuat Rekapitulasi Surat Keputusan Peran 
Tertentu dengan Format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Xl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB Vlll 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

BAB VII 
AWKASIANGGARAN 

Pasal 28 

( l) Alokasi anggaran TPP PNS dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali. 

(2) Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dalam agenda penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, 
Prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara serta dalam 
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Boyolali. 

- 35 - 



Diundangkan di Boyolali ~ 
pada tanggal ~ , A(;\A.'.>"t-\..\.~ 2017 • _ __.........,......___, 
Pl!)...SEKBE ARIS DAERAH 

1,.;\~.U '·~ ,~ .. BOYOLALI, 
//,~)" 1 ~'~. 

f:l »->: - ·,~-= f:~, -:f1~ ~ · 
'\\ ,.:r..\_-=--~ I -1, I 

-S,·""' s . NTO ,d> .. ...____ t \, ~I :-:- .. 0 .... ' 110 ,, ..... ~ ·-~ , .. 
BERftr*.:EfAERAH KABUPATEN BOYOLALJ TAHUN 2017 NOMOR 

~' ~M_jB~~ATI BOYOLALI, 

(
~~,,.,;:,_ - ":··i ,'f'_. / ~ I -- l '' ... · ~, \'. ~ 

{ . . ; ·': \\ - I . · · I - ·~'i· \;; • _(j, j 
··.\· \ -<: • • - SE O SAMODRO 

.\ ,·· . . /.., 

2017 
Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal '>, A~IA. s, Lu 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bu pati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Boyolali. 

Pasal 32 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BABX 
KETENTUAN PENUTU P 

Pasal 31 
Pacla saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 
Kepada Pegawai Negeri Sipi1 Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 
Nomor I) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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a 

Sekretariat/ Bagian/ Kelaa Nilai BeaaranTPP 
NO SKPD NamaJabatan Statia dan TPP Statis TPP Oinamia Biclanc/ UPTD Jabatan Jabatan Dinamis 
I Sekretariat Daerah Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah 15 3165 8.000.000 4.000.000 4.000.000 

Aaisten 13 2665 5.658.174 2.829.087 2.829.087 
Stal Ahli 13 2355 5.000.000 2.500.000 2.500.000 

Bagian Tata Ke....Ja Bmrian 12 2155 3.541.080 1.770.540 1.770.540 
Pemerintahan Ke.,.la Sub"-ian 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 

Penyusun Bahan Kebijalcan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
If PemerintAhanl 
Pengelola Monitoring dan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Evaluasi (Kebijakan 
Pemerintahanl 
Penyusun Bahan Pembinaan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
(Penyelenggaraan 
Pemerintahan) 

Pengelola Kegiatan (La,yanan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Administrasi Pemerintahan) 

Penyusun Laporan Keuangan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 

Bagian Kerjasama dan Keno,IA BAJriAn 12 2155 3.541.080 1.770.540 1.770.540 
Otonomi Daerah Kellllla Su~an 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 

Penyusun Bahan Kebijalcan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(Penunjang Urusan 
Pemerintahanl 
Pengelola Monitoring dan 6 805 1.'.290.458 645.229 645.229 
Evaluasi (Penunjang Urusan 
Pemerintahan) 
Pengelola Kegiatan (IA,yanan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Administrasi Penunjang 
Urusan Pemerintahanl 

Pengelola Penyelenggaraan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Otonomi Daerah (dan 
Keriasamlll 
Pengelola Laporan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 
Pengelola Kegiatan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
(Adminitraai Kewilayahanl 
Penyusun Laporan Keuangan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 

~an Keaejahtera.an Ke-1A Ba.ian 12 2155 3.541.080 1.770.540 1.770.540 
Rakyat Kepala SutJt.man 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 

Penyusun Bahan Kebijakan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(Kt!t<ejahteraan Rakyat) 

Pengclola Monitoring dan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Evaluasi (Kebijakan 
Ke~teraan Rakvatl 
Pengelola Kegiatan (Layanan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Adminiatraai Kesejahteraan 
IRakvatJ 
Penyuaun Laporan Keua.ngan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 

Bagian Pembe.ngunan Kepala Bagian 12 2155 3.541.080 1.770.540 1.770.540 
Ke-la Suhlmman 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 
Penyusun Bahan Kebijalcan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(Pem.,_...,..,an) 
Pengelola Monitoring dan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Evaluasi (Kebijakan 
PemhA,,....•nanl 
Pengelola Kegiatan (Layanan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Administraai Pembangunan) 

Penyusun Laporan Keuangan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 

~an Perekonomian Kc...,. Batrian 12 2155 3.541.080 1.770.540 1.770.540 
1<-1asu~an 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 
Penyusun Bahan Kebijakan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
IPerekonomianl 
Pengelola Monitoring dan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Evaluaai (Kebijakan 
Perekonomianl 
Pengelola Kegiatan (Layanan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Adrnini&trasi Perekonomian) 

Penyusun Laporan Keuangan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 

I.AMPIRAN I 
l'ERATURAN BLIPATI ROYOLALI 
NOMOR 'l-1 TAHUN 2017 
'l'Effl'ANO 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENOHASILAN KEPADA 
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN 
BOYOLAU 



n 

Sekretariat/ Bagian/ Kelu Nilai Beaal'1l11TPP 
NO SKPD Nama Jabatan Statia dan TPP Statia TPP Dlnamia 

Bldang/ UPTD Jabatan Jabatan Dinamia 
Bagian Pei,pdaan K-i., .,.__;.ft 12 2155 3.541.080 1.770.540 1.77n IYO 
Barang/Jua Ke,_1,, Subtmman 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 
Pemerin1ah Pl!,.elola Layanan Penpdun 6 805 1.290.458 645.229 645.:229 

l(Konatrulcail 
Penplola Layanan Penpdaan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
(8arang. Jua Lainnya Dan 
Jaaa Konaultan1ij 

Pe .. lola Layanan Pengadaan 6 805 1.290.458 645.229 6'45.:229 
Secan1 Elektronik 

Penyuaun Laporan Keuangan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 

Pe.....tminiatrui Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 
8-gian Orpniaui K..._IAR..uon 12 2290 3.762.911 1.881.455 1.881.455 

Kepala Subblligian 9 1475 2.161.172 1.080.586 1.080.586 
Kelem......_." 
Kepul Subblligian Tata 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 
Lakaana clan Peleyanan 
Publik 
Kepala Subbigian 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 
Pendayllgunaan Apa,-tur 
Daerah 
Anali& Jabatan 7 1015 1.605.650 """.825 am 825 
Penyuaun Bahan Kebijakan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Kelemhmoaanl 
Penyusun Bahan Pembinaan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(Pelayanan Publik) 

Penyuaun Bahan Kebijakan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(Ketalalabanaan) 

f'9N91o1A Akuntabilitaa 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Pengelola Penilalan Kinerja 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Plmtwai 
Ptmyuaun Laporan Keuangan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 

Bagian Hukum K-la Ra.ian 12 2155 3.541.080 1.770.540 1.770.540 
Kepala Subbegian Bantuan 9 1475 2.161.172 1.080.586 1.080.586 
Hukum 
Kepala Subblligian l'Maturan 8 1340 1.966.0'23 983.012 983.012 
Penmd.,. · UndaJl&an 

Kepala Su~ Evaluasi 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 
Dan Dokumentui PeratWlln 
Perund.,.·UdangAn 

Analia Hukum 7 1015 1.605.650 802.825 llln.8:l5 
Penyuaun Rancangan 6 835 t.338.550 669.275 669.275 
Perundano-Und. .. wan 
Pmgelola ~kajian dan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Penelaahan Hukum 
~yuaun Bahan Bantuan 6 805 1.290.458 645.229 645.2:19 
Hukum 
Penyuaun Bahan Penyuluhan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Hulcum 
f'enaelola lnfonnui Produk 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Hukum (Evaluaai Produk 
Hukuml 
P9nyuaun Laporan Keuanaan 6 790 l.266.412 633.206 633.206 

Pengolah Data Siatem 6 740 1.186.260 593.130 593.130 
Jnfonnasi dan Dimeminasi 
Hukum 

Bagian Urnuru KenAIAR..ian 12 2155 3.541.080 1.770.540 1.770.540 
Ke-t.. Subt.a.lan 8 1340 1.966.0'23 983.012 QA.~ 012 
Bendahara 6 835 1.338.550 669.275 669 275 
Penyusun Procram Anggaran 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
dan Pel•""ran 
Penyuaun Laporan Keu.anpn 6 790 1.:166.412 633.206 633.206 

Penyuaun Kebuluhan Baran& 6 790 1.266.412 633.206 633.206 
lnventaria 
Penyuaun Laporan Keuanpn 6 790 1.266.412 633.206 633.206 

Aiudan 6 755 1.210.305 605.153 ~153 
Pengolah Data Apllkui De.n 6 740 1.186.260 593.130 593.130 
Pengelolaan Dala Si11tem 
Keu.anaan 
Pengelola Siatem lnformui 6 740 1.186.260 593.130 593.130 

l~Protokol 6 735 1.178.244 589.122 SIN, 122 
Pengelola Pemanfaatan 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
ea- Milik 0.,-ti 
~laK-waian 6 720 1.154.198 577.099 577.099 



Sekretarial/ BaciM/ Kela. Nilai 
Beaaran TPP 

NO SKPD Nam• Jat.tan Statia dan TPPStatia TPPOlnamla 
BidMlf UPTO Jabatan Jabatan Dinamia 

Pengelola Saran& Pruarana 6 705 1.130.153 565.076 565.076 
Rumah Tanga Dinu 

Verifiklltor O.ta laporan 6 690 1.106.107 553.053 553.053 
Keuaniran 
Perwolah Daftar Caji 6 690 1.106.107 553.053 553.053 
Operator Radio (audio/ 5 555 850.000 425.000 425.000 
80undaystemJ 
Sekn:taria (Pimninanl 5 555 850.000 425.000 425.000 

I ()penltor Telekom unikaai 5 555 850.000 425.000 425.000 
PetuoAA Keamanan 5 545 850.000 425.000 425.000 
Pe,wemudi 5 470 850.000 425.000 425.000 
Peniladminiatrui Umum s 455 850.000 425.000 425.000 
1--.!miniabaai Umum s 455 850.000 425.000 425.000 
Pramu Bakti 3 305 850.000 425.000 425.000 

2 SEKRETARJAT DEWAN Sekn:taria Sekretaria 13 2530 5.371.550 2.685.775 2.685.775 
PERWAKl~N RAKYAT Baaian PeraidaJwan KenalA Raaian 12 2155 3.541.080 1.770.540 1.770.540 
DAE RAH danPeru~ Kr-.!& Su.,._;_.n 8 1340 I. 966. CY.23 983.012 983.012 

Undanaan Penvuaun Riulah 6 835 1.338.SSO 669.275 669.275 
Pfflyuaun R~ 6 835 1.338.550 669.275 669.:n5 
Perundazlll.-U ndmwan 
Pltngelola Dokumentui 6 755 1.210.305 605.153 605. \53 
(infonnui dan dokument~ 

Notulia RaD&t 6 740 1.186.260 593.130 593.130 
PetUl!.as Protokol 6 735 I. 178.244 589.122 589.122 

Bagian Keunngw, KeD8.la 811lrian 12 2155 3.541.080 1.770.540 1.770.540 
KenAla SubhlMrian 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 
Bendahara 6 835 1.338.550 669.:275 669.275 
Penyuau n f>rcgT'am Anganm 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
dan Pelaporan 
Pe~lola Siatem lnformui 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Penyuaun Laporan Keuanpn 6 790 1.266.412 633.:206 633.206 

Pengolah Data Aplikaai dan 6 740 1.186.260 593.130 593.130 
Pengelolu.n Data Siatem 
Keuan«nn 
Penitolah Dalw Oaii 6 690 1.106 107 553.053 553.053 
Verifikator Data Laporan 6 690 1.106.107 553.053 553.053 
Kcu.,.an 

Bagian Umum K..-J&BMian 12 2155 3 541.080 1.770.540 1.770.540 
Ke..Ja Subbwan 8 1340 I. 966. CY.23 983.012 983.012 
Perw.elola Ke,-,.waian 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Pe"clola Pemanf-tan 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
le..n.n. Milik Daerah 
Pengelola Sarana Praaarana 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Rumah Tanga Dinu 

Operator Radio (Audio/Sound 5 555 850.000 425.000 425.000 
Syateml 
Pet....a Keamanan 5 545 850.000 425.000 425.000 
Penacmudi 5 470 850.000 425.000 425.000 
P9n,iadminiatrui Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 
Pramu Bhakti 3 305 850.000 425.000 425.000 

3 INSPEKTORAT lnapektur lnapektoral lnapektur lnapektorat 13 2665 5.658.174 2.829.087 2.829.087 
DAE RAH 

Sckrelaria lnapeklorat Sekretaria 12 2155 3.541.080 1.770.540 1.770.540 
l\e..i& Subt..ian 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 
Bendahanl 6 835 1.338.~ 669.275 669.275 
Penyuaun Program Angp.ran 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
dan Laporan 
Penyuaun Rencana 6 805 1.290458 645.229 645.229 
Penaawaaan 
Pengclola Dala Temuan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Perurawaaan 
Pen&elola Evaluasi 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Tindaklanjut Laporan Huil 
Pemerikaaan 
Penyu11un Laporan Keuangan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 

Pengolah data Aphltui dan 6 740 1.186.260 593.130 593.130 
Pengelolaan Data Siatem 
Keuarwan 
Pltngelola Pw,manfaatan 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Swan.a Milik Oaerah 
Penaelola KenMawaian 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Verifikator Kcu.a,,.,.., 6 690 1.106.107 553.053 553.053 
Plmjaga Keamanan Kantor 5 545 850.000 425.000 425.000 
f"enaem udi 5 470 850.000 425.000 425.000 
~miniatrui Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 
Pengadminiatraal Perauratan s 455 850.000 425.000 425.000 

lnapektur Pembantu lnapektur Pembantu Wilayah 12 2290 3.762.911 1.881.455 1.881.455 
Wilayah 



Semtariat/ S.Cian/ Kelu Nilai Beaaran TPP 
NO SKPD Nama Jabatan Stati1 den TPP Statia TPP Dinami, 

Bidanaf U Pl'O Jabatan J&batan Dinamia 
4 DINAS PENDIDIKAN K--•• Keoala 13 2665 5.658.174 2.829.087 2.ll'>9.087 

DAN KEBUDAYMN Sekretariat Semtaris 12 2155 3.541.080 1.770.540 1.770.540 
Keaala Subhouiian 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 
Bcmdahara 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Penyuaun Pragram. Angaran 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
dan Pelaooran 
Pengelola Si•tem lnfonnaai 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Penyu•un Laporan Keu.ansan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 

Pengelola clatabue 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Pendidilcan 
Plmgolah data Aplilcasi dan 6 740 1.186.260 593.130 593.130 
Per«elol&an Data Siatem 
KeuaJ11tan 
Pe.--lola K...-awaian 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Pengelola Pemanfaatan 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Barana Milik Durah 
Verifikator Data Laponut 6 690 1.106.107 553.053 553.053 
KeuAnoan 
Pe.--.1ah Daftar Gaii 6 690 1.106.107 553.053 553.053 
Pet~u Keamanan 5 545 850.000 425.000 425.000 
Pe.,...mudi 5 470 850.000 425.000 425.000 
Penmodmini•traai Umum s 455 850.000 425.000 425.000 
Ptamu Bakti 3 305 850.000 425.000 425.000 

Bidan& Pembinaan Ker>Ala Bid&N 11 2CY.25 3.214.286 1.607.143 1.607.143 
Pendidik dan Tene&a Kee.al.a S.ksi 9 1475 2.161.172 1.080.586 1.080.586 
Kependidikan Analla Kebutuhan 7 1015 1.605.650 802.825 802.825 

Pendidik/Tenega 
Ker:iendidikan 
Analla Kebutuhan 7 1015 1.605.650 802.825 802.825 
Pendidik/Tenaga 
Kecendidikan 
Analia Kebutuhan 7 1015 1.605.650 802825 802.825 
Pendidik/Ten113a 
Keoendidikan 
Pengelola Peningkatan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Kompetensi Pendidik dan 
Ten&Ra K1!11endidikan 
Pergelola Peningkatan 6 835 1.l38.550 669.275 669.275 
Kompetensi Pendidik dan 
Tenao KeDendidikan 
Pengelola Peningb.tan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Kompeten•i Pendidik dan 
Tenap. Keoendldikan 
Pengelola Data Tenaga 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Keoendidikan 
Pengelola Data Tenqa 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Kependidikan 
Pengelo1a Data Tenaga 6 755 t.210.305 605.153 605.153 
Kei>endidikan 

Bidang S.kolah Daaar Kepa)a Bldang II 2025 3.214.286 1.607.143 1.607.143 
KeDIWI Sekai 9 1455 2.131.868 1.065.934 1.065.934 
Anali1 Kurikulum dan 7 1015 1.605.650 802.825 802.825 
Pembelaiaran 
Analia Mutu Pendidikan 7 1015 1.605.650 802.825 802.825 
Perancana Sarana dan 7 910 1.439.548 719.774 719.774 
Prwaarana Pendidilcan 
Pl!nyusun Kurikulum, Modul 6 820 1.314.504 657.252 657.252 
dan Bahan Aiar 
Perwelola Kuriltulum 6 805 1.:290.458 645.229 645.229 
Penplola Data Sarana 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
~ Pendiclikan 
Pengelola Data Mutu 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Ptndidikan 

Bidang Sekolah Ke""'1a Bidana 11 2025 3.214.286 1.607.143 1.607.143 
Menengah Penama Keoala Sekei 9 1455 2.131.868 1.065.934 1.065.934 

Anali• Kurikulum clan 7 1015 1.605.650 802.~5 802.825 
Pembelaiaran 
AnaJis Mulu Pendidikan 7 1015 1.605.650 802.825 802.825 
Perancan& Sanna clan 7 910 1.439.548 719.774 719.774 
~ Pendidikan 
Penyuaun Kurikulum, Modul 6 820 1.314 504 657.252 657.252 
clan Bahan Aiar 
Penaelola Kurikulum 6 805 l.290.458 645.229 645.229 
Pengelola Data Sarana 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
l'nuiarwla Pendidilcan 
Pengelola Da1a Mutu 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Pendidikan 

BidaJlc Pendidikan Keoala Bidarur 11 1890 3.000.000 t.500.000 1.500.000 
Anak Uaia Dini, Non KenAla Sekai 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Fonnal, clan Informal Penyuaun Prosram 6 820 1.314.504 657.252 657.252 

Pem binaan Pendidikan 
M..varaka1 



Sekntariat/ Bagian/ Kelaa Nilai BeaaranTPP 
NO SKPO Name Jeblltan Statia clan TPP Statia TPPDinamis 

Bidarc/ UPTD Jabatan Jabatan Dinamia 
l'etwelola f>rqp'.in Dan 6 805 1.290.458 645.~ 645.229 
Evaluui Pengem~ 
Pendidikan Anak Usia Dini 
Pengelola Data Kelembegaan 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Kurau• dan Pelatihan 

Bidang Kebudayaan KMlllla Bidanlr 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Ke.,.laSebi 8 13'20 1.936.680 968.340 968.340 
~Iola Data Keaenian dan 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Perfilman 
Pengelola Data Kebahaaaan 6 755 1.210.305 605.153 605.153 

Pengelola Data Nilai Budaya 6 755 1.210.305 605.153 605.153 

f'en&elola Dokumen Cacar 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Budava. dan Mu.eum 

Unit P91alcaana Teknia Kepala Unit Pelabana Tekni• 9 1390 2.036.630 1.018.315 1.018.315 
Pendidikan Duar dan 
Luer Sekolah Kepala Subbiijpan Tata Ueaha 8 1295 1.900.000 950.000 950.000 

Unit Pelakaana Telmis 

Bendahara 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Pengolah Data (Pendidikan) 6 705 1.130.153 565.076 565.076 

Pengadminiatrasi 5 455 850.000 425.000 425.000 
Ke-waian 
-ministrui umwn 5 455 850.000 425.000 425.000 
Pnunu Bhakti 3 305 850.000 425.000 425.000 

Unit Pelabana Teknia Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1.900.000 950.000 950.000 
Sekolah Mmengah Unit Pelakaana Teknis 
Per1&ma jSMP) 

Bendahara 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
~lah Data (Pendidikan) 6 705 1.130.153 565.076 565.076 

Pengadministrui s SSS 850.000 425.000 425.000 
Pen,uataban 
Pet...aa Keamanan 5 545 850.000 425.000 425.000 
f'erwadministrasi umum s 455 850.000 425.000 425.000 
Pnun u Balrti 3 305 850.000 425.000 425.000 
Pramu Bakti 3 305 850.000 425.000 425.000 

Unit Pelakaana Teknia Kepala Subbagian Tata U&aha 8 1295 1.900.000 950.000 950.000 
Sekolah Menengah Unit Pelakeana Telmis 
Per1ama jSMP) Satu 
A tap Bendahara 6 835 1.338.550 669.275 669.275 

Pengolah Data (Pendidikan) 6 705 1.130.153 565.076 565.076 

Pengadminiatrui 5 555 850.000 425.000 425.000 
I Pen,uatakaan 
Pe-Keamanan 5 545 850.000 425.000 425.000 
Pe-minislrasi umum 5 455 850.000 425.000 425.000 
Pramu Bakti 3 305 850.000 4?.,;,nnn 425.000 

Unit Pelalcaana Teknia Kei:-Ja Unit Pelaksana Telmia 9 1365 2.000.000 1.000.000 1.000.000 
s.,....- Kegiatan 
Bela.jar Kei:-Ja Subbepu, Tata Uaaha 8 1295 1.900.000 950.000 950.000 

Unit Pelakaana Teknis 

Bendahanl 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
F'ellP)lah Data (Kelembltgaan 6 705 1.130.153 565.076 565.076 
Kuraua dan Pelatihan) 

Penmldmini•trui umurn 5 455 850.000 .ol?C.,000 425.000 
Pramu Bakti 3 305 850.000 425.000 425.000 

5 OINAS KESEHATAN IK....ia Ker,ala 13 2665 5.658.174 2.829.087 2.829.087 
Sekretariat Sekretari• 12 2155 3.541.080 1.770.540 1.770.540 

1<e-.1aSu-.n 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 
Bendahara 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Pengelola dokumen clan 6 820 1.314.504 657.252 657.252 
infonnasi hukum 
Penyuaun Program, Anggaran 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
c1an1..a .......... 
Penplola Siatem lnfonnasi 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Pe..-Jola Keuan,ran 6 790 1.266.412 633.206 633.206 
pengelola Laporan Keuangan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 

Pe~la Data (Keaehatan) 6 755 1.210.JOS 605.153 605.153 

Percolah data laporan 6 740 1.186.260 593.130 593.130 
keuanmm 
Pengelola Pemanfaatan 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Baran. Milik Daerah 
Penaelola K-waian 6 720 1.154.198 577.0QQ 577.099 
Verifikator Data Laporan 6 690 I. 106.107 553.053 553.053 
Ke um.an 
Sekretari• (Seluetaris 5 SSS 850.000 425.000 425.000 
Pim Dinan\ 



' 

Sekretariat/ Bqlan/ Kelaa Nila! BeaaranTPP 
NO SKPD Nama Jabatan Statia dan TPP Statia TPP Dinamia 

Bidarw UPrD Jabatan Jabatan Dinamia 
0Den1tor Telekomunikui 5 SSS 850.000 425.000 425.000 
~keamanan 5 545 850.000 42!!..000 4?111..000 
PelWMlludi 5 470 850.000 425.000 425.000 
IPemadminiatrui Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 
Pr.mu Bhakti 3 305 850.000 425.000 425.000 

Biclarw Kesehatan K-18. Sida.av II 20'.25 3.214.286 t.607.143 1.l,07.143 
Muyarakat K-1.aSelcai 9 1455 2.131.868 l.065.934 1.065.934 

AJ\a}js nm 7 1015 1.605.650 802.825 802.825 
Anali• Keaehalan lbu dan 7 1015 1.605.650 802.825 80'2.825 
Anak IKIAl 
Analis kesehatan k- 7 1015 1.605.650 Rn?.825 Rm.825 
Penyuluh KNBhatan dan 7 905 1.431.638 715.819 715.819 - Penyakit 
Pemerikaa Sanitui 6 850 1.362.595 681.298 681.298 
Pengelola Pragr'°1 Keaehatan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Kelm, ... 
Pe,-Jola--.. C~i 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Pengelola f"lmaeru Peran 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Serta Muyarakat di Bidanc 
Kesehatan 
Pengelola Proar•m dan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Kegiatan (Penyehatan 
L" 
Penaelola Prosnm dan 6 835 1.338.550 669.275 669.2?5 
K""'9iatan IOlah.-..l 

Bidang Pencephan K-Bidmw 11 2025 3.214.286 1.607.143 1.607.143 
dan Pengffldalian l<epela Sekai Surveillance dan 9 1455 2.131.868 1.065.934 1.065.934 
Penyakil lmunisasi 

Kepela Seksi Pencegahan dan 9 1455 2.131.868 1.065.934 1.065.934 
Fengendalian Penyakit 
Menui.r 
Kepala Sekai Peneegahan dan 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Pengendalian Penyakil Tidak 
Menular dan Kesehatan J iwa 

Analis PenVllkit Menu]ar 7 1015 1.605.650 802.825 80'2.825 
Analia Penangulangan Kriaia 7 1015 1.605.650 80'2.825 802.825 
Kesehatan 
Analia Penva.ldt Menular 7 1015 1.605.650 80'2.8:25 80'2.825 
Pengek>la f>rasRm lmunisasi 6 835 1.338.550 669.275 669.275 

Pengelola Pemberantaaan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Penyakit Menular Langaung 

Pengelola Pemberantaaan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Penyakit Yan& Beraumber 
Binatmw 
Pengelola Penyuit Tidak 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Menular 
Pengelola program dan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Kegiatan (Keaehatan Jiwa) 

Bldang Pelayanan Ke .... t.. Bi"-- II 2025 3.214.286 (.607.143 1.607.143 
K-hatan Ke-Set.I 9 1455 2.131.868 1.065.934 1.065.934 

lnspektur Sarana dan 7 905 1.431.638 715.819 715.819 
Praaarana Faailitu Pelayanan 
Kesehatan (prime'1 

lnspektur Sarana dan 7 905 1.431.638 715.819 715.819 
Pra.sarana Faailitu Pelayanan 
Keaehatan (Rujukanl 

ln.pektur Sarana dan 7 905 l.431.638 715.819 715.819 
Prasanana Faailitu P9~ 
Keaehatan (tradisional dan 
Khusus] 
Pengelola Pelayanan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Keaehatan (Primert 
Pengelola Pelayanan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Keaehatan - . ' . .: 
Pengelola Pelayanan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Keaehatan (rradi•ional dan 
Khususl 

Bldang Sumber Daya K-Bidarw II 1890 3.000.000 l.500.000 1.500.000 
Kesehatan Ke!*A Sek•i Kerarmuian, 9 1455 2.131.868 1.065.934 1.065.934 

Makanan. dan Minuman 
Kepela Sekai Perbekalan 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Kesehatan. Pembiayaan, 
Sarana. dan Pruarana 
Kepala Sekai Sumber Daya 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Manusia Ke.ehatan 
Analla Obat dan Makanan 7 1015 1.605.650 IUY.J.8"ll'I R02.A25 
Pengelola Prcgnun Jaminan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Pemeliharaan Knehatan 



Sekretariat/ Baaian/ Kelaa Nilai Beaaran TPP 
NO SKPD Nam a Jat:.tan Statia dan TPP Statia TPP Dinarnia Biduw/ UPTD Jat:.tan Jabatan Dinamia 

Pengelola Pro&nam dan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Kegiatan (Pe~embangan 
SOM Ke-.ehatanl 
"--Iola Kefannaaian 6 805 1.290.45,8 645.229 645.229 
Penplola Ot:.t dan Alat ·Alat 6 805 1.290.45,8 645.229 645.229 
Kem.cha tan 
Pcr,celola Obat dan ,\lat ·Alat 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Kem.cha tan 
Penselola Penataan Sarana 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
dan~na 
Pengolah data Jarninan 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Kuehatan 
Penpdminiatrui Oudanc 5 455 850.000 425.000 425.000 
Fannui 

Unit Pelayanan Tcknia Kepala Unit Pelayanan Tcknia 9 1390 2.036.630 1.018.315 1.018.315 
1..abkeeda 

Kepala SublJa&ian Tata u.aha 8 1295 1.900.000 950.000 950.000 
Unit Pelakaana Telcnia 

Bendahara 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
,,..,_Iola Lat,o,.torium 6 7'20 1.154.198 577.099 577,099 
Penj ... Keamanan Kantor 5 545 850.000 425.000 425.000 
""'-emudi 5 470 850.000 425.000 425.000 
Pe-.dminiatrui Umum 5 455 850.000 425.000 42S.OOO 
Pramu Bhakti 3 305 850.000 425.000 425.000 

6 DINAS PEKERJMN Ke-I• Ke-ia 13 2530 5.371.550 2.685.775 2.685.775 
UMUM DAN Sekretariat Sekretaria 12 2155 3.541.080 1.770.540 1.770."40 
PENATMN RUANO Kc-sub~an 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 

Bcndahara 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Pl!nyuaun Pracnm Angaran 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
dan PelaDOran 
Pengelola Siatem lnfonnaai 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Penyuaun Laporan Keuangan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 

Penaolah Data Aplikui dan 6 740 1.186.260 593.130 593.130 
Pl!naclolaan Data Siatem 
Kcu•rwan 
Pe....,lola Ke-waian 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Penaclola Pemanfaatan 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
e.r.... Milik Dacrah 
Vcrifikator Data Laporan 6 690 1.106.107 553.053 553.053 
K-· 
Pct..,... Keamanan 5 545 850.000 425.000 425.000 
-mudi 5 470 850.000 425.000 425.000 
l'lmudminiatrui Umum 5 455 850.000 425.000 425.nnn 
Pnunu Bakti 3 305 850.000 425.000 425.000 

Bidang Bina Marga K...,...Bi-... II 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
K-a.Sekai 9 1455 2.131.868 1.065.934 1,nklf..O~ 
Analia Jalan 7 1015 1.605.650 802.825 802.825 
Analia Jalan Jcmbatan 7 1015 1.605.650 802.825 802.825 
f'l!IWaWa• Jalan 7 905 1.431.638 715.819 715.Al9 
~aa Jcmbatan 7 905 1.431.638 715.819 715.819 
Pengelola Pembangunan dan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Peni1111katan Jalan 
Per,celola Pemeliharaan Jalan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 

Pengelola Pembangunan dan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Pemeliharaan Jemt:.tan 

IOwrator Alai Berat 5 SSS 850.000 425.000 425.000 
Biclarw Pengelolaan Ke-t.Bwta.w II 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Sumber Deya Air Kcp.la Scksi Pembangunan 9 1455 2.131.868 1.065.934 J.065.934 

Sarana Praaarana Sumber 
Daya Air 

l<ep.la Sekai Pemeliharaan 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
SaranA Pnlaarana Sumbcr 
Daya Air 

l<epala Sek.ai Bina Manfaat 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Sanana Praaarana Sumbcr 
Daya Air 

Pemerikaa Sektor Sumber 7 905 1.431.638 715.819 715.819 
ln..va Air 
Pengelola Penmcanaan Teknis 6 835 1.338.550 669.275 669.27S 
Tata Bancunan (SDAI 

Penaelola Penuunaan dan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Pengcndali1m P.,manfaatan 
SDA 
Pemclihera Saran& dan 6 820 1.314.504 657.252 657.252 
Pruarana lSDAI 



Sekrwtariat/ e.gian/ Kelu Nilai BeaaranTPP 
NO SKPO Nama Jabatan Statia dan TPPStatis TPPDinamia 

B~ Uf'rO Jabtatan Jet.tan Oinamia 
Bidan& Cipta Ka,ya K-1& Bidanll 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 

i,;-,.t.. Sekai 9 14SS 2.131.868 1.065.934 1.065.934 
Anali• Bangunan Godung dan 7 1015 1.605.650 802.825 80'2.8:ZS 
Pennukiman 
Pensawaa Bas,aunan dan 7 905 1.431.638 715.819 715.819 
Geduna 
Pengawaa Jarincan Utilitaa 7 905 1.431.638 715.819 715.819 

Pengelola Kegiatan (Air 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Min um) 
Pengclola Penyehatan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Liru.kuiwan 

Bidan& Penataan Kenala Bida,,. 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Ruang Kc.-.!aSckai 9 1455 2.131.868 l.065.934 1.065.934 

Analia Tata Ruarur 7 1015 1.605.650 802.825 802.825 
Pen.•wu Tata R.....,. 7 905 1.431.638 715.819 715819 
Penaelola Tata RUlll'\I! 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Penyueun Rencana Tata 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Ruanor 
Pengelola lnfonnaai 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
~ 

Bidan&Bina Ke..Ja Bidanlr 11 1890 3000.000 1.500.000 1.500.000 
Konatrulcai Kepela Sekai Pengenci.Iian 9 1455 2.131.868 1.065.934 1.065.934 

Mutu Konatrukai 

Kepala Sekai Bina Jua 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Konatrukei 
Penguji Laboratorium Tanah, 7 1005 1.589.831 794.915 794.915 

l~OanBeton 
Penaelola Jaaa KonatNbi 6 835 1.338.550 669.275 669.275 

Unit Pelakaana Teknia Kcpala Unit Pelakaana Teknia 8 1320 1.936680 968.340 968.340 
Pekerjaan Umum 

Kcpala Subbecian Tata Ul&ha 8 1295 1.900.000 950.000 950.000 
Unit Pelakaana Tckni• 

Pengelola Pengendalian, 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Monitoring dan Evaluui 
~banaunan 

IPenaadminiatraai Urnum 5 455 850.000 425.000 425.000 
Peniaoa Pintu Air 3 320 850.000 425.000 425.000 
Pramu Kebersihan (Jalanl 3 320 850.000 425.000 425.000 

7 DINAS PERUMAHAN Ke...i. l<eDtill 13 2530 5.371.550 2.685.775 2.685.775 
DAN KAWASAN Semtariat Sekn=taria 12 2155 3.541.080 1.770.540 1.770.540 
PEMUKIMAN Kel)llla Sub Ra.ian 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 

Bendah&nl 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Penyuaun Progr-am, A~ 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
dan Laooran 
Pengclola Siatem lnfonnaai 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Penyuaun Lapoc-an Keuanaan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 

~ data Aplikaai dan 6 740 1.186.260 593.130 593.130 
Pengelolaan Data Siatem 
KellllJWllfl 

I ~Iola Ke.-..waian 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Pengelola Pemanfaatan 6 720 I. 154.198 577.099 577.099 
Baran& Milik Daerah 
Verifikator Data Laporan 6 690 1.106. 107 553.053 553.053 
Keuanaan 
Pet,..,.. Keamanan 5 545 850.000 425.000 '425.000 

I Perwlem udi 5 470 850.000 425.000 425.000 
Penaarlminiatraai Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 
Pnunu Bhakti 3 305 850.000 425.000 425.000 

Bidang Perumahan Kenai& BidArw II 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Kecala Sekai 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Pengelola Perurnahan Dan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Pennukiman (Perumahan 
flormall 
Pengelola Perumahan Dan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Permulciman (Perurnahan 
Informal) 
~Iola Tata Ruang 6 805 1.290.458 645.229 645:129 
l(Perumahan l"onnall 
Pengelola Tata Ruang 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
l(Penunahan infonnall 
Pengelola data (PeNmahan 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
PormalJ 
Pengelola data (Perumahan 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Informal) 

Bid&n& Pengembangan K...,..IA Bidana II 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Kawaaan Pennukiman Kepala Sekai Penpwaaan 9 1455 2.131.868 1.065.934 1.065.934 

Dan Pengendalian 
Perurnahan Dan Kawuan 
Pennukiman 



J 

Sekre1aria1/ Bagian/ Kelu Nilai Be.aranTPP 
NO SKPD Nama Jabe.tan Statia dan TPPStatia TPPDinamia 

B~UPTD Jamtan Jabatan Dinamia 
Kepe)a Sebi Perencanaan 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Pengembe.ngan Kawa.aan 
Pennukiman 
Pengawu Tata Bangunan dan 7 905 1.431.638 715.819 715.819 
Perumahan 
Pengelola Kegiatan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(Perencanaan kawasan 
-nnukiman\ 
Pengelola Perumahan Dan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Pennukiman (Pembinaan dan 
perizinan) 
Pengelola Perumahan Dan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Permukiman (Pengendalian 
perumahan dan PermukimanJ 

Pengelola data (Kawasan 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Pennukimanl 
Pengelola data (Kawasan 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Perumahanl 

8 DINAS SOSIAL K..-Ja Ke-la 13 2530 5.371.550 2.685.775 2.685.775 
Sekret.aria1 Sekretaris 12 2155 3.541.080 1.770.540 1.770.540 

Ke-i. Sub R.aian 8 1340 1.966.0'23 983.012 983.012 
Bendahant 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Penyu~un pnigrwn, angaJ1Ul 6 805 t.290.458 645.229 645.229 
clan 
f>en&elola Sistem lnformasi 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Penyuaun Laporan Keuangan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 

Pengolah Data Aplikasi dan 6 740 1.186.260 593.130 593.130 
f'en&elolaan Data Siatem 
KeLlllllllBn 
lf>enaelola Ke-waian 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Pengelola Pemanfaatan 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
:Bmmur Milik Daerah 
Verifikator Data Laporan 6 690 1.106.107 553.053 553.053 
Keumwan 
Pet•-• Keamanan 5 545 850.000 425.000 425.nnn 
Pe.-mudi 5 470 850.000 425.000 425.000 - iniatraai Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 
Pramu Bhakti 3 305 850.000 425.000 425.000 

Bidan& Pemberdayaan Ke...,.Bidano II 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Soaial dan Ke-lASeksi 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Penanganan Fakir Pmgelola Keaejahteraan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Miskin Soaial 

Pengelola Kegiatan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(Penanganan Fakir Miskin) 

Pmgelola Pemberdayaan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Lemt..a Soaial 
Pmgelola Bimbingan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
M 
Pengelola Data Bantuan 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Soaial 
Pranata Taman Malcam 3 335 850.000 425.000 425.000 
Pahlawan rrMPI 

B~ Rehabilitasi K..-IRBiruuw 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Soeial K..-1.aSekai 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 

Pengelola Kegiatan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(Rehabilitaai dan Pelayanan 
SoaiaD 
Pengelola Kegiatan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Rehabilitui Soaiall 
Petugas Penindakan (Raaia 5 580 629.063 314.532 314.532 
dan Pen.irimanl 
Pengadministrui Rehabilitaai 5 45!5 850.000 425.000 425.000 
Soaial Penyandang Cacat 

Pengadminiatrasi Rehabilitasi 5 455 850.000 425.000 425.000 
Mall!llah Soaial 

Bidan& Perlindungl\Jl Ke...,.Bidanir 1 I 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
dan Jarnlnan Soaial Ke-laSekai 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 

Pengelola Periindungan Sosial 6 835 1.338.550 669.275 669.275 

l'enyuaun Bahan lnfonnasi 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
(Siatem Jaminan Sosial) 
Pengolah Data Pelayanan 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
IJaminan Soaiall 
Pl!ngelola Bantuan Sosial clan 6 735 1.178.244 589.122 589.122 
Hit.h 



Sekretariat/ Bagian/ Kelu Nilai 
8egaranTPP 

NO SKPD Nama Jabatan Statis dan TPPStatia TPPDinamia Bid~UPTD Jabatan Jabatan Dinamis 
9 DINAS KelJBla Keoala 13 2530 5.371.550 2.685.775 2.685.775 

PENOENDAUAN Sekretariat Sekretaria 12 2155 3.541.080 1.770.540 l.770.540 
PENDUDUK, Ke-1a Sub e..rian 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 
KELUARGA Bendahara 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
BERENCANA, Penyusun Pragram, Angaran 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
PEMBERDAYMN dan Laooran 
PEREMPIJAN DAN PeflAelOLi& Sitte1n ft1foi"lnui 6 sos 1.290.458 645.229 645.229 
PERLINDUNOAN 
ANAK Penyuaun Laporan Keuongan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 

Pengolah Data Aplikasi dan 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Pengelolaan Data Sistem 
Ke-.,...., 
Perurelola ke.-awaian 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Pengelola Pemanfaatan 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Sarani! Milik Daerah 
Verifikator Data Keuan«an 6 690 1.106.107 553.053 553.053 

Petwraa Keamanan 5 545 850.000 425.000 425.000 
~emudi 5 470 850.000 425.000 425.000 

iniatraai Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 
Pran.u Balcti 3 305 850.000 425.000 4:ZS.000 

Bidang Pengendalian K-t. BidMur 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Penduduk Dan Kepala Sekai Data dan 9 1455 2.131.868 1.065.934 1.065.934 
Pengerakan IPenaendalian Penduduk 

Kepala Seksi Advokaai dan 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Pe-rakan 
Analis keluarga Berencana 7 1015 1.605.650 802.825 802.825 

Pengelola Kegia1on (Advokui) 6 835 l.338.550 66lJ.~'7S 66l).~'75 

Pengelola Kegiatan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
If Pe....,.erakanl 
Penyusun Bohan Pembinaan 6 820 1.314.504 657.252 657.252 
(Pengendalian Penduduk) 

Pengelola Data 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
l(Kenendudukanl 

Bidang Keluarga K-IABida.,. 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Berencana Ke....ia..Seksi 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 

Pengelola Kegiatan (Diatribuai 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Alat Kontruepei Dan 
Jarninan Pelayanan Kelua,ga 
Berencana) 

Penyusun Pembinaan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Kesertaan Keluarga 
Berenc:ana 

Bidang Ke1ahanan K..-la BidanR II 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Dan Kesejahteraan Ke..Ja Sekai 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Keluarga Pengelola Bina Keaejahtera.an 6 835 1.338.550 669.275 669.275 

Ke)u ... a 
Pengelola Pembmaan 6 835 ·1.338."SSO 669.:i~s 669.2?'5 
Ketahanan KeluaroA 
Penyusun Bahan 6 820 1.314.504 657.252 657.252 
Kesejahteman Kelu.....,a 
Penyusun Bahan Ketahonan 6 820 1.314.504 657.252 657.252 
Keluana 

Bidang Pemberdayaan Ke ..... t .. Bidano 11 1890 3.000.000 r.soo.ooo 1.500.000 
Perempuan Dan Kena!a Seka! 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Perlindungan Anak Pengelola Penguatan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 ,_ .... utamaan Gender ,. 

Pengelola KegialAJl 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(Perlindungan Perempuan 
dan Anni 
Pengelola Kegia1an 6 835 l.338.550 669.275 669.275 
IPf>menuhan Halt Anakl 
Penyusun Bahan Pembinaan 6 820 1.314.504 657.252 f>57.252 
(Perlindungan Perempuan 
dan Analc) 
Penyusun Bahan Pembinaan 6 820 1.314.504 657.252 657.252 
(Pemenuhan Hak Amok) 

Unit Pelalusana Teknis Kepela Unit Pelakaana Teknis 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Pengendalian 
i>enduc:luk, "li:eluarga Kepela Sub Bagian Tata 8 1295 1.900.000 950.000 950.000 
Berencana, Usaha Unit Pelaksana Tekni11 
Pemberdayaan 
Peremguan, dan Peno•dminiatraai Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 

10 DINAS KETAHANAN Ke-.ia Ke..i.a. 13 2530 5.371.550 2.685.775 2.685.775 
PANGAN Sekretariat Sekretaris 12 2155 3.541.080 1.770.540 1.770.540 

Kena1.a Sublllurian 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 
Bendahara 6 835 1.338.550 66!}.~75 669.275 
Penyusun Prcgram, Anggn.11\n 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
dan Lanoran 



Sekretariat/ Beaian/ Ke las Nilai BeuranTPP 
NO SKPD Nam a Jabatan Statia dan TPPStatia TPP Dinamis 

Bidarw UPTD Jabetan Jabetan Dinamia 
Pengelola Sietem Infonnaai 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Penyusun Laporan Keuangan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 

Pengolah data Aplikasi dan 6 740 1.186.260 593.130 593.130 
Pengelolaan Data Siatem 
Keuanaan 
Pll119'elola Ke..,...,..waian 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Pengelola Pemanfaatan 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Barana Milik Daerah 
Verifikator 6 690 I. 106. 107 553.053 553.053 
Petwuu Keamanan 5 545 850.000 425.000 425.000 
Peruremudi 5 470 850.000 425.000 425.000 
Perum.dminiatraai Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 
Pramu Bhalcti 3 305 850.000 425.000 425.000 

Bidang Ketersediaan K"""'" Bidarw: II 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
dan Kerawanan Keoala Sekai 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 

Pengelola Ketenediaan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Pani[an 
Pengelola Kegiatan (Sumber 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Daya dan Kerawanan Pangan) 

Bidang Diatribusi dan Ke...Ja Bidanlr. 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
c.dangan Pangan Keoala Seksi 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 

Pengelola Kegiatan (Diatribuai 6 835 J.338.550 669.275 669.275 
IPana:anJ 
Pengelola Kegiatan (Hlllll• 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Panaanl 
Peoplola Kegiatan (Cadangan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
'Pana:anl 

Bi~ Konaumai dan Keoala Bidanz II 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Keamanan Pangan Ke .... ta Seksi 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 

Penaelola Pola Pangan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Haraoan 
~Iola Kegiatan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
.IKeamanan P•....,anl 

II DINAS UNGKUNGAN Ke-1a Ken11la 13 2430 5.371.550 2.685.775 2.685.775 
HIOUP Sekretariat Sekn:taria 12 2155 3.541.080 1.770.540 1.770.540 

Ke,,..1.a Sub Raman 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 
Bendahara 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Penyusun ~. Angganm 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
clan Laooran 
Pengelola Siatem lnformaai 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Penyuaun Laporan Keuangan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 

Pengolah Data Aplikaai dan 6 740 1.186.260 593.130 593.130 
Pengelolaan Data Siatem 
Keuaru,an 
Pe""elola Ke-waian 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Pengelola Pemanfaatan 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Baral"ll!: Milik Daerah 
Vcrifikator Data Laporan 6 690 1.106. 107 553.053 553.053 
Keu&n11an 

I Penoremudi 5 545 850.000 425.000 425.000 
Pet1.111aa Keamanan 5 545 850.000 425.000 425.000 
PenRadministraai Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 
Pramu Bhakti 3 305 850.000 425.000 425.000 

BidangTata Kenala Bidanlt 11 2025 3.214.286 1.607.143 1.607.143 
Unckunpn Dan Kenai• Seksi 9 1455 2.131.868 1.065.934 1.065.934 
Peningkatan Ka.paaitaa Analis LlnRkunaan Hiduo 7 1015 1.605.650 802.825 802.825 
Lingkunpn Hidup Penyuluh Lingkungan Hidup 7 905 1.431.638 715.819 715.819 

Pengelola Kegiatan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(Pemben:layaan Masyarakat 
dalam Pengelolaan 
Lingkungan Hidupf 

Pengelola Lingkungan (HidupJ 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Penyusun Bahan Kebijakan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
IIKLHSI 
Pengevaluaai Proeea di BidaJ18 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Linakun11.an 

Bidang Pengelolaan J(en,,LA Bidanii: II 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Sempah, Limbah J(eoala Sekai 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Bahan Berbahaya Pengelola Kegiatan (Limbahl 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Beracun, dan 
Pertamanan Pengelola Sarana dan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 

Praaarana Taman 
Pengelola Serana Pembibitan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
dan Penghijauan 

Penyusun Bahan Kebijakan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
(PeJ18elolaan Sampahl 



,. 

Sekretariat/ Bagian/ Kelaa Nilai 
Besaran TPP 

NO SKPD Nama Jabatan Statis dan TPPStatis TPPDinamis Bidang/ UPTD Jabe.tan Jabe.tan Dinamis 
Koordinator (Pengawas 6 715 1.146.183 573.092 573.092 
1.a-1 
Koordinator (Pengawas 6 715 1.146.183 573.092 573.092 
1.a ............ 1 
Pe1111.emudi (l'ruk Sam..hl s 470 850.000 425.000 425.000 
Juru Pungut Retribusi 5 465 850.000 425.000 425.000 
IISamrmhl 
Pramu Kebersihan 3 320 850.000 425.000 425.000 
PramuTaman 3 320 850.000 425.000 425.000 
Pe-mudi rfruk Tamanl 3 320 850.000 425.000 425.000 

Bida113 Pengendalian Ke.,..1• Bidarur 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Pencemaran Dan Ke.,.laSeksi 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Keruaakan Pengelola Kegiatan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Lingkungan Hidup (Pencegahan Pencemanm 

Dan Kerusakan Lingkungan) 

Pengelola Kegiatan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(Penanggulangan, Pemulihan 
Pencemaran Dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup) 

Pengelola Kegiatan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(Pemeliharaan Lingkungan 
Hidulll 
Pengelola Laboratorium 6 820 1.314.504 657.252 657.252 
IILiMkururanl 
Penyusun Bahan Kebijakan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
(Pemeliharaan Lingkungan 
HiduPI 

Bidang Periainen, Kenola Bidarur II 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Pembinaan dan Kepala Seksi Pengawa.san dan 9 1455 2.131.868 1.065.934 1.065.934 
Penaatan Lingkungan Penu.tan Hukum Lingkungan 
Hid up Hidup 

Kepala Seksi Pelayanan Isin 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
L. 
Kepala Seksi Pembinaan 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidue 
Pengelola Pengawasan 7 905 1.431.638 715.819 715.819 ,,u--•-·--- Hidulll 
Penyusun Bahan Pembinaan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
(Lingkungan Hidup! 

Pengelola Dokumen Perijinan 6 705 1.130.153 565.076 565.076 
(Bidang Lingkungan Hidup} 

Pengelola Penga.cluan Publik 6 705 1.130.153 565.076 565.076 
(Kasus Lingkungan Hidup) 

Unit Pelakaana Teknie Kepe.la Unit Pelaksana Teknis 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Kebun Raya lndrokilo 

Kepe.la Subbegian Tata Usaha 8 1295 1.900.000 950.000 950.000 
Unit Pelakaana Teknis 

Bendahara 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Pe · · trasi Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 
Pe,-Jola K...,;atan 3 370 850.000 425.000 425.000 

Unit Pelakaana Teknis Kepala Unit Pelaksana Teknis B 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Pengelolaan Sampah 
Winong Kepala Subbagian Tata Uu.ha 8 1295 1.900.000 950.000 950.000 

Unit Pelaksana Teknis 

Bendahara 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
I Penitelola TPA 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Operator Alat Berat 5 555 850.000 425.000 425.000 
fEkskav•tM'I 

inistrasi Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 
12 DINA.S Ke-la K--•a 13 2530 5.371.550 2.685.775 2.685.775 

KEPENDUDUKAN DAN Sekretariat Sekretaris 12 2155 3.541.080 1.770.540 1-770.540 
PENCATATAN SIPIL Kenai• Sub""""an 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 

Bendahara 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Penyusun, Progra.sn, 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Am••aran dan La1JOran 
Pengelola Sistem lnformasi 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Penyueun Laporan Keuangan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 

Pengelola Data Aplikasi dan 6 740 1.186.260 593.130 593.130 
Pengelola Data Si.stem 
KeuaNlan 
Pe..-[ola Ke-waian 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Pengelola Pemanfaatan 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Ban.no Milik Daerah 
Verifikator Data Laporan 6 690 1.106.107 553.053 553.053 
Keuanu.n 
Pet,,.... Keamanan 5 545 850.000 425.000 425.000 



J 

Sdcretariat/ Bagian/ Kelaa Nimi BeaaranTPP 
NO SKPO Nama Jabatan Statia dan TPPStatia TPP Dinarnia Bidang/ UP1'D Jabatan Jabatan Dinamia 

Penoemudi 5 470 850.000 425.000 425.tvv'I 
Penaadminiatrui Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 
Pramu Bhalcti 3 305 850.000 425 nnn 425.000 

Bidang Pelayanan Ke.-1a Birlan• II 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Pendaftaran Penduduk Ke-.laSehi 8 13::.10 1.936.680 OI.J>.340 968.340 

Pengelola Mutui Penduduk 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Pengelola Data 6 755 1.210.305 605.153 605153 
IIKecendudukanl 
Pengelola Data 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
(Kecendudukanl 

Bidang Pelayanan Kerwla Bidouv 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Pencatatan Sipl K-1• Sekai 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 

Pengelola Data IAkta 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Kelah,ranl 
Pengelola Data tPerubahan 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Statua Analc, 
Pewarsaneganum dan 
Kematian) 
Pengolah Data IAkta 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Perkawinan dan Perceraian) 

Pengadminiatrui Aleta 5 455 850.000 425.000 425.000 
Kelahiran dan Kematian 
Pengadminiatrui Akta 5 455 850.000 425.000 425.000 
Kelahiran dan Kematian 

Bidang Pencelolaan Ke...t.. Bidana 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
ln{onnui dan KenalA Sekai 8 13"20 1.936.680 968.34-0 968.340 
Adminiatrui Pengelola Siatem lnfonnui 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Kependudukan dan Keeend ud uku, 
Pemanfaatan Data Pengelola Data 6 755 1.210.305 605.153 605.153 

IIKeoendudukanl 
Pengelola Data 6 755 1.210.305 605.153 605.153 

I IKegendudukanl 
Pe...,olah Data Pelavanan 6 720 1.154.198 577.099 577.099 

13 DINA.S Ke.,.IA Ke1>11la 13 2530 5.371.SSO 2.685.775 2.685.775 
PEMBERDAYMN Sekretariat SekretAJ;a 12 2155 3.541.080 I. 770. =" I 770 c:,,n 
MASYARAKAT DAN Kenala Sub Biuian 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 
DESA Bendahara 6 835 1.338.550 669.275 669.275 

Pengolah Data Aplikaai dan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Pengek>laan Data Siatem 

Penyuaurum 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Program,Anggaran dan 
LAOOl"t\n ~laksanaan 
Pengelola Siatem ln{ormaai 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Penyuaunan Laporan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 
Keuaniran 
Pellftlola Ke,-11waian 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Pengelola Pemanraatan 6 720 I. 154.198 577.099 577.099 
Bllrana Milik Oaerah 
Verifikator Dara Laporan 6 690 1.106.107 m.osJ 553.053 
Keuan1an 
Pet,,.,..,, Keamanan 5 545 850.000 425.000 425.000 
Penaemudi 5 470 850.000 425.000 425.000 
Penglldmini•trui Perauratan 5 455 850.000 425.000 425.000 

Pram u Ba.kti 3 305 850.000 425.000 425.000 
Bidang Bina Ke..ta Bidanlr 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Pemerintah Deaa Ke1m.la Sekai 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 

Pengelola Monitoring dan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Evaluui,Pl:nyelengaraan 
Pemerintahan Deaa 
Pen&elola Turtjangan Aparat 6 BOS 1.290.458 645.229 645.229 
Pemerintah Oeaa 
Penyuaun bahan Pl!mbinaan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 
(!\Kt ct.m K-e1ceayun Oeall) 

Penyuaunan Bahan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 
Pembinaan (Pemerintah DeN 
dan Pembina.an Adminiaatnoai 
OeN) 
Penyuaun bahan Pembinaan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 
(Aparatur Pemerintah Dual 

Pengelola data (Aaet dan 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Kekavaan De&al 

BidangBina Ke-•a Bilt..n. 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Perencanaan dan Kenal..w. Sekai 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Keuangan Deaa Pengelola Keciatan (l'uilitui 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Pendapatan Ol!Mj 



a 

Kelaa Nilai 
Beaaran TPP 

NO SKPD Sekretariat/ Bagian/ Nama Jabatan Statia dan TPP Statis TPPDinamia 
Bldang/ UPT'D Jabatan Jabatan Dinamia 

Pef18elola Siatem lnformasi 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
(Perencanaan clan Pelaporan 
Pembangunan DeNJ 

Pen,gelola Sistem lnformui 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
(Penatauaahaan keuangan 
ln-.1 
Penyusun Bahan Pembinaan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 
(Pendapatan De8at 

Pe1')'usun Bahan Pembinaan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 
(Perencanaan dan Pelaporan 
PembilJlgunan Deaaj 

Penyusun Bahan Pembinaan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 
(Penatauaahaan Keuangan 
DeaaJ 

Bidang Pemberdayaan Ke.wt.. Bidarw 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
dan Paniaipui Ka1lllll.a Sekai 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Maayarakst Deaa Pengelola Penguatan/ 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Pemberdayaan Lemban. 
Pelwelola Partisi-.ai 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Pengelola Kqpatan (Penataan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Lingkungan dan Kawaaan 
Pedesean} 
Pef18elola Kqpatan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
(Pl!"f!embangan Sarana dan 
Prasarana n-.i 
Pengolah data (Kelem~ 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
dan Pengem~an 
Plu'tisipui muyarakat DeNj 

Pengolah Data (Penataan 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Lingku"fl&n dan Kawaaan 
ft J 

Pengolah Data 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
(Pengembangan Sarana clan 
Praurana Deul 

Bidana Pombangunan Keoala Bida!w 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Perekonomian, Potenai Ke-1aSekai 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Deaa.dan Teknolagi Pen,gelola Kegiatan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Tepet Ouna (Pembinaan BUMD dan 

Usaha Ekonomi Maayuw.kat 
D,,,,,aJ 

Pengelola Kegiatan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
(Pengembangan Sumber daya 
dan Teknologi Tepat Ounaj 

Pengolah data (BUMD dan 6 720 I. 154. 198 577.099 577.099 
Usaha Ekonomi Maayarakat 
Deaal 
Pengolah data 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
(Pengembana:an Sumber Daya 
clan Teknologi Tepat OunaJ 

14 DINAS Kem.la Kepa)a 13 2665 5.658.174 2.829.087 2.829.087 
PERHUBUNOAN Sekretariat Sekretaris 12 2155 3.541.080 1.770.540 1.770.540 

K-lA Suht..ian 8 1340 1.966.0'23 983.012 983.012 
Bendahara 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Pllngelola Sistcm lnfonnaai 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Penyusun Program, Anggaran 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
dan La1'0!1lfl 
Pcnyusun Laporan Kcuangan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 

Pengolah data Aplikaai dan 6 740 1.186.260 593.130 593.130 
Pengelolaan Data Sistcm 

l"enllelola Ke...awaian 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Pangelola Pemanf-tan 6 720 1.154.198 577.099 577.099 

I e.n..no M ilik Oac1'11h 
Verifikator Data Laporan 6 690 1.106.107 553.053 553.053 
Ke....,..n 
Penjaga Keamanan Kantor 5 545 850.000 425.000 425.000 

Peiwemudi 5 470 850.000 425.000 425.000 
Penaattminil,trui Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 
Pramu Bhakti 3 305 850.000 425.000 425.000 

Bidang Lalu Lintu 1(""'"1a8idanir 11 20'25 3.214.286 1.607.143 1.607.143 
clan AnaJ<utan K-1.aSeksi 9 1455 2.131.868 t.065.934 J.MS,934 

Analis Lalu Lintu 7 1015 1.605.650 802.825 802.825 
Pengawas Angkutan dan 7 905 1.431.638 715.819 715.819 
Terminal 
Pengelola Rek~aaa Lalu 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Lintaa 



Sekretariat/ e.).an/ Kelu Nilai BeaaranTPP 
NO SKPD Nama Jabatan Statia dan TPPStatia TPP Dinamia Bidang/ UPTD Jabatan Jabetan Dinamia 

Pengelola Peri~inan Angkutan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Jalan 
Pemelihara Penerangan Jalan 6 755 1.210.305 605.153 605.153 

Bidan& Pengemi:.u.an l~laB"'-- 11 2025 3.214.286 1.607. 143 1.607. 143 
dan Keaelamatan Ke-Sekei 9 1455 2.131.868 1.065.934 I iv..,;_934 

Pengawaa KeMlam11lan 7 905 1.431.638 715.819 715.819 
Anntutan 
Pengawaa Lalu L.intaa O.U.t 7 885 l.'400.000 100.000 700.000 

Pengawea Dan Pembina 7 885 1.400.000 700.000 700.000 
IAnuutan 
l'l:ngelola Peng11W1U1an LLAJ 6 835 1.338.550 669.275 669.275 

l'l:nyuaun f'rasram 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Keeelamatan Angkutan Jalan 

~miatnui LLAJ 5 455 850.000 425.000 425.000 
Bidan& !>encujian dan Ill-ta B..ta- II 1890 3.000.000 1.500.000 1.soo.000 
Rekayaaa Kendaraan Kepa1a Sekai Rekayaaa 9 1455 :2.131.868 t.065.934 1.065.934 

Sarana Praaarana, dan Bina 
Tertib Perberwkelan 
Kepala Sekai Pengujian 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Kendarun 
Pelwawu Suana Berwkel 7 905 1.431.638 715.819 715.819 
Pengelola Pengujian 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Kendanum 
Pengelola Penataan Sarena 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
dan Pralllll'ana (kendanuan) 

Penpdminiatrui Pe,.ujian 5 455 850.000 425.000 425.000 
'.(Ke 

Unit Pelabana Teknia Kepala Unit Pelakaana Telmia 9 1455 2.131.868 1.065.934 1.065.934 
Terminal 

Kepala Sub Bacian Tata 8 1295 1.900.000 950.000 950.000 
Ullaha Unit Pelakaana Teknia 

Pe ...... lola Terminal 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Pen.gin Retribuai rTenninal) 5 485 850.000 425.000 425.000 

~miniatrui Umum 5 '455 850.000 425.000 425.000 
Kepa)a Unit Pelakaana Kepala Unit Pelakaana Teknia 9 1455 2.131.868 1.065.934 1.065.934 
Te knis Perpt1Tki nu1 

Kepala Sub bcigian Tata 8 1295 1.900.000 950.000 950.000 
Uuha Unit Pelakaana Teknia 

-Iola f'ef'mr1ciran 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
-.-;h Retribuai 5 485 850.000 425.000 425.000 
1'8nndminiatraai Umum s 455 850.000 425.000 425.000 

15 DINAS KOMUNIKASI K- Ke- 13 2530 5.371.550 2~.775 2,AA.o;,775 
DAN INPORMATIKA Sekretariat Sekretari• 12 2155 3.541.080 1.770.540 1.770.540 

Kea.la Sub-an 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 
Bendahara 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Penyuaun f'rasnun, Angaran 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
dan Laix,ran 
Pu,yuaun Laporan Keuanpn 6 790 1.266.412 633.206 633.206 

Pengolah data Aplikasi dan 6 740 1.186.260 593.130 593.130 
Penselolaan Data Siatem 
Keuarwan 
Pengelola Adminiatrui 6 720 1.154.198 577.099 577.099 

Pengelola Pemanfaatan 6 7'20 1.154.198 577.099 577.099 
Ra...... Milik Du.rah 
f'llnj11A• Keamanan Kantor 5 545 850.000 425.000 '425.000 

Bidan& lnformui Dan Ke..taBidarw 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Komunikasi Publik Kepa1a Seksi Pengelolaan 9 1455 2.131.868 1.065.934 1.065.934 

komunikaai Publik 
Kepala Sakai Pengelolaan 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
lnfonnui Publik 
Kepala 8ekai KehumlUlan Dan 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Layanan lnfonnaai Publik 

Anali• Konten Media Sosial 7 1015 1.605.650 802.825 802.825 

Penyuaun Bahan lnfonnaai 6 835 1.338.550 669.275 669.275 

Penyuaun Bat--. Publikaai 6 835 1.338.SSO 669.275 669.275 

Penyuaun Bahan lnfonnaai 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
dan Publikui 
Penyuaun Senta dan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 
Pentta-t Umum 
""'-Iola Ookumentui 6 755 1.210.305 605.153 605.153 



Sekmariat/ Blilian/ Kelu Nilai BeNranTPP 
NO SKPO Nama Jabatan Statia dan TPP Statia TPPDinamia 8.,., UPTO Jab.tan Jabatan Dinamia 

Per,plola Peopduan Publik 6 755 1.210.305 605.1S3 605.1S3 

P9,.elola Media Center dan 6 755 1.210.305 6051S3 605.153 
kemitraan Media 
Pengelola Penpduan Pubhk 6 755 1.210.305 605.153 605.153 

Peruielola TV dan Radio 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Bidana Kenala Bidanlr II 20'25 3.214.286 1.607.143 1.607.143 
Penyelef18&araan E- Kes-la Sekai lnfrutruktur 9 1455 2.131.868 1.065.934 1.065.934 
Go,,emment Dan Trknologi 

kepala Sekai ~mi..r.ar, 9 1455 2.131.868 1.065.934 1.065.934 
Dan Pe.-.elolaan Data dan 
Aplibai 

kes-la Sekai Layanan E- a 13:20 1.936.680 968.340 968.340 
Covemment 
Analia Siatem lnfonnaai dan 7 1015 1.605.650 802.825 802.825 
Jarinaan 
Analia Siatem lnformui 7 1015 1.605.650 802.825 80'2.825 
(Aplikaai) 
~Iola Situa/Web 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Penyuaun Bahan Kebijakan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
IE Oovenunent) 
Penplola lnat&lui Telmoqi 6 ao5 1.290.458 645.229 645.229 
dan lnfonnui 
Per.elola Alih Teknol.on 6 aos 1.290.458 645.229 645.229 
Penplola Siatem lnformui 6 805 r 290.458 645.229 645.229 
IIADlikaail 
Telmiai Jari.-...n lnatalui 5 570 850.000 425.000 425.000 
Penselola Siatem lnfonnaai 6 570 850.000 425000 425.000 
{ADlikuil 

Bidana Permandian l<eoa.la Bidarw. II 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Dan Statiatik l<e.,,..Ja Sellai 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 

~ngendali Jaringan 7 905 1.431.638 715.819 715.819 
Komunilcaai 
Pengelola Kearnanan Siatem 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
lnformui 
""'-Iola Data Statiatik 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Operator Sandi dan 5 SSS 850.000 425.000 425.000 
Telekomunikaai 

16 DINAS KOPERASI DAN K...,.la Ke...ta 13 2665 5.658.174 2.lrl9.087 2.829.087 
TENAOA KERJA SekTetarial Sekretari• 12 :2155 3.541.080 1.770.540 1.770.540 

Kenai.a Sub B..ian 8 1340 1.966.0'23 983.012 983.012 
Bendahanl 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Penyuaun Program, Angaran 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
dan Pelanoran 
Penselola Si•tem lnformasi 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Penyuaun Laporan Keuangan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 

Pengolah Data Aphkui dan 6 740 I. 186.260 593.130 593.130 
ffllgelolaan Data Siatem 
Keuarwan 
ll'erwelola K..-waian 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
~ Pemanf.utan 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
leu.r.t Milik Daerah 
\/erifikator Data Laporan 6 690 1.106. 107 553.053 553.053 
Keu11111:an 
Pei.- Keamanan 5 545 850.000 425.000 425.000 
Peoaernudi 5 470 850.000 425.000 425.000 
Perwadminiatrui Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 
Pramu balm 3 305 850.000 425.000 425.000 

Bidang Koperui Ke.-Ja Bidanlr 11 1890 3.000.000 1.500.000 !.500.000 
Kr-IA Sekai 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Pengelola Kebijuan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Kelem"--n Koperui 
~Iola Kasialan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(Pengrmbangan SDM 
KoperuiJ 
Pengelola Kesiatan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
ll~naawaaan KoDeruil 
Penyuaun Advolcaai, 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
l(omunikaai, lnformaai dan 
edukaai 
Penyuaun Rencana Sarana 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
~banpn Uaaha 

P9nyuaun Bahan Pembinaan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
(Pwnaawuan Koperui) 

Bidang Uaaha Mikro K-t. Bidarw II 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Ke..taSeui a 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Penselola K...,-. (Prumoai 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
dan Kemltraanl 



' 

Sekn,teriat/ Begian/ Kelu Nilai BeaaranTPP 
NO SKPD Nama Jabatan Statia dan TPPStati• TPPDinami• Bi~UPrD Jabatan Jabatan Dinami• 

Penplola penaembanpn dan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
pnnbinaan uuha (mikroj 

Pengelola Kepaw, 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(Pembiayaan Uuha Mikroj 
Pl:nyuRun Rencana 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Pengembanpn Prociuk Skala 
MikTO, Kecil clan Menencah 

Pengolah Oat.a Jlm!&elol&an 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Pembiayaan (Uu.ha Mikroj 

Bidang Pelatihan Dan K....iaBidarw II 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Pencmpatan Tenaga Ke .... i. Sebi 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Kerja Pencelola Kesiatan (Pelalihan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 

clan Tran•mignaij 

Penaelola Tenaga Kerja 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
ln~ia 
"-na•lola Keci&can (Perluuan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Kesempaten KerjaJ 

Penyu•un Bahan lnfonnaai 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
(Produktifitu Kerja) 
Penyuaun Bahan Pembinaan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
lPel"ll"mbanean K-mpaw, 
kerja) 
Pengelola Data Onformaai 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Paaar Keri.al 
f'9naelola Dokumen Perizinan 6 755 1.210.305 605.153 605.153 

f'en&olah Data"-~ 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
IAntar Kerial 

Bidang Hubun,an 1(-1.a Bidarw II 1890 3.000.000 I 500.000 I. '-IV\. 000 
Industrial Dan Kelmla Sekai 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Jaminan So•iel Penaelolo Kegiatan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Tenaga Kerja (Penyeleaalan Per8eli•ihanl 

Pl!nyu•un Bahan Pembinaan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
(Syarac Kerja & Perlindun,an 
Jaminan Soaial Tenaga Kerja 
II 
Penyu•un Bahan Proees 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Per-..embaf18an Kelembe&aan 
clan Ketenapkerjaan 

Penyu•un Bahan lnfonnui 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
(Pengupahan da.n 
Keaejahteraan Tenaga Kerjal 

Unit Pelaksano Teknia Kepalu Unit Pelalcaana Tckni• 9 1390 2.036.630 1.018.315 1.018.315 
Balal Latihan Kerja 
(BLK) Kepala SubtJ.&ian Tata UN.ha 8 1295 1.900.000 950.000 950.000 

Unit Pelakaana Tekni• 

f'encelola Kegiatan (Pelatihanl 6 835 1.338.550 669.275 669.275 

Bendahanl 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
IP9Nelola K-aian 6 720 1.154.198 577.099 577.0QQ 
~ngelola Pemanfaatan 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
'Bararw Milik Daer-ah 
fll!tu.aa Keamanan 5 545 850.000 425.000 425.000 
f'erWeffl udi 5 470 850.000 425.000 425.000 
Pnun u Bakti 3 305 850.000 425.000 425.000 

17 DINAS PENANAMAN K-1& Ke.-1a 13 2530 5.371.550 2.685.775 2.685.775 
MODAL DAN Sekretaliat Sekretari• 12 2155 3.541.080 1.770.540 1.770.540 
PELAVANAN TERPAOU Ke .. la Sub B..,..n 8 1340 1.966.023 9R"I 012 983.012 
SATU PINTU Bendahara 6 835 1.338.550 669.275 669.275 

Pwmyuaun Prop-am, A,...,..,.. 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
clan Pelanormt 
f'enselola Siatem lnfonnaai 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Plnyuaun Laporan Keuan,an 6 790 1.266.412 633.206 633..206 

"*ngolah data Aplikaai dan 6 740 l.186.:260 593.130 593.130 
f'mlelolean Data Siatem .. 
Pelwelola K-alan 6 720 1.154.198 577.noo 577.099 
Pengelol&an Pemanfaan 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
!Ra ... ,,. Milik Daerah 
Verifikator Data Laporan 6 690 1.106.107 553.053 553.053 
Keu. .. wan 
l'M.- Keam.anan 5 545 850.000 425.000 425.[)(J() 
-udi 5 470 850.000 425.000 425.000 
-miniatrui Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 
Pramubhakti 3 305 850.000 425.000 425.000 



Seknltariat/ Bagian/ Kelu Nilai Beaaran TPP 
NO SKPO NamaJat..tan Statia dan Bidang/ UPTD Jabatan Jat..tan TPPStatl1 TPPDinamia 

Din&Jnia 
Bidang Penanaman Ke-la Bltla- II 1890 3.000.000 1.500.000 i.soo nnn 
Modal Ke-1a.Sekai 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 

l'l,ngelola Kerjuama 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Penanaman Modal (Promoai 
dan pengem~I 

Penplola Ketiatan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(l'l,naendalian Penanaman 
Modal 
f"etlgelola Data (Penanaman 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Modal 
1'1,ngelola Bahan Penmcanaan 6 720 I. I 54.198 577.099 577.099 
(Promoai dan Kerjuama) 

Bidang Pelayanan K-1a.Bida!W 11 1890 3.000.000 1.500.000 t. soo.ooo 
Perizinan K-1aSeksi 8 1320 1.936.680 968.340 9611.340 

Pengelola Penpduan Publik 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Pengelola Data (Perisinan 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
lnveataai) 
Pengelola Dokumen Perizinan 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
nnveataai) 
Pengelola Data (Non Perizinan 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
ln...eatuil 
Pengelola Dolrumen Perizinan 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
!Non I nveataail 
Peri&elola data Lapor.i, dan 6 755 1.210.305 605.153 605.153 

,Po.n...tuan 

Bidang Penaolahan Kepala Bidang II 1890 3.000.000 1.500.000 J.500.000 
Data Dan Siatem K..-la Sekai 8 13:10 1.936.680 968 340 QAA 340 
lnl'onnui Pengelola Siatem lnfonnasi 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

(Perizinanl 
Penyuaun 8Nl&n lnJormui 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Pengolah Data (Data dan 6 705 1.130.153 565.076 565.076 
Dokumentuil 

18 DINAS PEMUDA, K-1a Ke..ia 13 2530 5.371.550 2.685.775 2.685.775 
OLAHRAQA DAN Sekretari111 Sekretaria 12 2155 3.541.080 1.770.540 1.770.540 
PARIWISATA Ke-.iaSub- 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 

Bendahara 6 835 1.338.SSO 669.275 669.275 
Penyuaun Pnlgram, Anggaran 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
dan Lamran 
flen&elola Siatem infonnaei 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Penyuaun Laporan Keuanpn 6 790 1.:266.412 633.:206 633.206 

Perw,lah data Aplilcui dan 6 740 1.186.260 593.130 593.130 
Pengelolaan Data Siatem 
Ke um.an 

K-waian 6 7:20 1.154.198 577.099 577.099 
Pengelola Pemanfaatan 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
S...- Milik DNrah 
Verifikator Data Laporan 6 690 1.106.107 553.053 553.053 
Ke.___., 
~Keamanan s 545 850.000 425.000 425.000 
Pel,aernudi s 470 850.000 .. 25.000 .. 25.000 
~miniatnui Umum 5 455 850.000 425.nnn 425.nnn 
Pramu Bhakti 3 305 850.000 425.000 425.000 

Bidang Kepemudaan KepalaBidana 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
K-1aSekai 8 1320 1.936.680 068.340 968.340 
~lolaKeciatan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
.. .• ...l--7,: 
f'enselola Keaiatan 6 835 1.338.SSO 669.275 669.275 
(Pulindunpn Pemuda Dan 
Pemberdayaan Lambaga 
Ker.mudaanl 
Penyuaun 8Nl&n Kebijakan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(Pl!rlindurwan Pamuda Dan 
Pemberdayu.n Lembac& 
KepemudaanJ 

Penyuaun Bah.an Pembinaan 6 820 1.314.504 657.25'.l 657.252 
(pemberdayaan dan 
peogembangan Kepemudaan) 

f'enselola Data (kegiatan dan 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
aktifitaa kepemudaanl 
Pengelola data (l.embaga 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Keaamudaanl 

Bidang Keolahnlpan KepalaBidana II 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Ke.-..Sekai 8 1320 1.936.680 cw.A.340 Gf\R:WO 

f'en&elola Kepatan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
IOieo • 



NO SKPO Selcretariat/ Bagian/ Kelaa Nilai 8-aranTPP 
Bidang/ UPTD Nama Jabetan 

Jabetan Jab111an Statia dan TPP Statia TPPDinamia 
Dinamia 

Penyuaun Bahan Kebijakan 6 835 1.338.SSO 669.275 669.275 
(lnduatri dan lembllca 
keolah .... .....a 
~un &.hen Pembinaan 6 820 1.314.504 657.252 657.252 
(Pemberdayaan Dan 
Pengemt..rwan Olah Ragel 

Peogelola Data (lnduatri dan 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
lembep keolahr91unJ 

Pengelola Sarana Olahnp 6 no I. 154.198 577.099 577.099 

Juru PutwUt nitribusi 5 465 850.000 425.000 425.000 
Pemelihar. Sarana Dan 5 455 850.000 425.000 425.000 
Pruarana (~n Olah 
I~ 

BidaJw Dntinui Dan K-.t.Bidarw II 1890 3.000.000 t.500.000 1.500.000 
lnduatri Pariwiuta Kepala Sekai Peogembangan 9 1455 2.131.868 1.065.934 1.065.934 

Deatinui, lnrr.atruktur Dan 
Ekosiatem Pariwiaata 

Kepala Sekai Tata Ketola 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Deatinaai Pariwiaata 
Kepala Sekai UNM 8 13'20 1.936.680 968.340 968.340 
Pariwiaata 
~ .. K-iaataan 7 905 1.431.638 715.819 715.819 
Pengelola Kegiatan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(Pencembenpn Deatinaai, 
lnfruatruktur Dan Ekosiatem 
Pariwiaata) 

Penyuaun Bahar, Pembinaan 6 820 1.314.504 657.252 657.252 
(Tata Kalola 0..tinaai 
Pariwiaar.l 
Penyuaun Rancana Kqiatan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
dan angaran 
(Pengembenpn Deatinasi, 
lnfraatruktur Dan Ekoaiatem 
Pariwiaata) 
Pengalola Uaaha 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Kelmriwiaataan 
Pengelola Data 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
(Pengembafl&an Oeatinaai, 
lnrnu,truktur Dau Ekosiatem 
Pariwisata) 
Pe11,1elola data(J'ata Ke Iola 6 755 1.210.305 605.153 605. 153 
De.tioaai Pariwiaata) 
Pengelola data (Uaaha 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Pariwiaatal 

Bidang Pemuaran K-iaBi<tuw II 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Dan Kelembe&uan Ke-1aSekai 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 

Pengelola Promoai dan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
lnronnaai Wiaata 
Pengelola Kesialan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
,......_mbuman Puar1 
Pengelola Kesiatan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
(Kelembegaan Den 
Pemberdayaan Muyarakat) 

Pwogelola O.ta (Promcm dan 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
tnrormaai Wiaaml 
Pengelola Data 6 755 1.210.305 605.153 605.153 ,._ ,.._, ,.. 
Peogelola Data IKelembllgaan 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Pariwiaatal 

Unit Pelalmaaa Teknia Kapala Unit Pelakaana Teknia 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Pengelola Objek 
Wiata Kepala Su~n Tata UN.ha 8 1295 1.900.000 950.000 950.000 

Unit Pelakaana Teknia 

Penyuaun 1...aporan Keuangan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 

Pet-Keamanan 5 545 850.000 425.000 425.000 
Uuru Pwwut Retribuai 5 465 850.000 4?!'i,fVVl 425.000 
Pramu Bhakti 3 305 850.000 425.000 425.nnn 

19 DINAS KEARSIPAN Kecmla K-1a 13 2530 5.371.550 2.685.775 2.685.775 
DAN P£RPUSTAKMN Sekretariat Sekn,taria 12 2155 3.541.080 1.770.540 1.770.540 

K-la Sub A.8ian 8 1340 1.966.023 983.012 QA.3.012 
Bendahana 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Penyuaun Pn,pwn, Anga.ran 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
dan Lanoran 
Pe~la Sietem lnfonnaai 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Penyuaun Laporan Keua,wan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 



(J 

Sekretariat/ Bagian/ Kelaa Nilai BeaaranTPP 
NO SKPD Nama Jabatan Statis dan TPPStatia TPP Dinamia Bidang/ UPTD Jablltan Jabatan Dinamis 

Pengolah data Aplikasi dan 6 740 1.186.260 593.130 593.130 
Pengelolaan Data Sistem 
Keumuran 
Penaelola Keomawaian 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Pengelola Pemanfaatan 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Bararw Milli< ~ 
Verifikator Data Laporan 6 690 1.106.107 553.053 553.053 
Keuanaan 
Petwraa Keamanan 5 545 850.000 425.000 425.000 
Pe,_..,udi 5 470 850.000 425.000 425.000 
PeNnllrlminiatrui Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 
Pramu Bhakti 3 305 850.000 425.000 425.000 

Bidang Kearaipe.n K......,,Bidano 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Kepala Sekai Pembinaan Dan 9 1455 2.131.868 1.065.934 1.065.934 
Pengawasan Kearsipan 

Kepala Seksi Pengelolaan 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Araip 
Penvuluh Keansi,.,.., 7 905 1.431.638 715.819 715.819 
Pengelola Kegiatan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
l(Peiwawasan Kearsi.,.nl 
Pranata R...........i.ukai Aran, 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Pranata Reatorasi Arsip 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Pranata Kearsi .. ., 6 755 1.210.305 605.153 605.153 

Bidang Perpustakaan Kepe.1a Bidang II 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Kepela Seksi Pengembangan 9 1455 2.131.868 1.065.934 1.065.934 
Perpuatakaan Dan 
Pembuda,yaan Kegemlll1ln 
Membaca 

Kepala Seksi Pengolahan 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Layanan Dan Pelestarian 
Bahan Puataka 
Penvuluh Pe111Usta.kaan 7 905 1.431.638 715.819 715.819 
Pem.elola PenKDtakaan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Pengelola Pustalca Elektronik 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Penyuaun Rencana 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Kehuma.san dan 
Per,,ustakaan 
Pengadministrasi 5 455 850.000 425.000 425.000 
Perpustekaen 

20 DINAS PERTANIAN Keno.la Ke-la 13 2665 5.658.174 2.829.087 2.829.087 
Sekretariat Sekreta.ria 12 2155 3.541.080 l.770.540 1.770.540 

Ke,-1• Sub BMian 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 
Bendahara 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Penyusun Program Angaran 6 805 l.290.458 645.229 645.229 
clan Pel•""ran 
Pengelola Sistem lnfonnasi 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Penyusun l..aporan Keuangan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 

Pengelola Data (Statistik 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Pertanianl 
Pengolah Data Aplikui dan 6 740 1.186.260 593.130 593.130 
J>enaelolaan Data Sistem 
KeUBllllllJl 
Penaelola Ke....,awaian 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Pengelola Pemanfaatan 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
lea ....... Milik Daerah 
Verifikator Data Laporan 6 690 1.106.107 553.053 553.053 
Keumuian 
Pet ...... Keamanan 5 545 850.000 425.000 425.000 

IPenRemucli 5 470 850.000 425.000 425.000 
IPenmadministrasi Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 
Pramu Bakti 3 305 850.000 425.000 425.000 

Bidang Prasant.na dan Kena1aai-... 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Sarana Kenala Seksi 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 

Pengelola Tata Guna J...ahan, 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Air, Sarana clan Praaarana 
Pertanian 
Pengelola Kegiatan (Pupuk 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
dan Pestisidal 
Pengelola Kegiatan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(PembiAvaan Pertanian) 
Pengelola Alat dan Mesin 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Pertanian 

Bidang Tanaman Kenala Bidmw 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Pangan dan K-Seksi 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Hortikultura Pengelola Tanaman Pangan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 

dan Hortilrultura (Perbenihanl 

Ptngelola Perlindungan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Tanaman Pangan (dan 
Hortilculture) 
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Sekretariat/ 8egian/ Kelu Nilai Be...,.nTPP 
NO SKPD Nama Jabe.tan Stati1 dan TPPStati• TPP Dinami1 BidllJ1LI UPT'D Jabetan Jabe.tan Dinami, 

Pengelola Tanainan PllJlllln 6 835 1.338.SSO 669.275 669.275 
dan Hortilrultura (Pnxlukei) 

Pengelola Kegialan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(Pengolahan dan Pamuanan 
Tanaman Panaan clan 
HortikulturaJ 

Bidang Perkebunan Ke-ta Bid•- II 1890 3.000.000 1.500.000 t.i.nn nnn 
K......J.aSekai 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Pengelola Kegiatan 6 835 1.338.SSO 669.275 669.275 
(Perbenihan dan Produksi 
Per1tet.., ..... , 
Penplola Kegiatan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(l'fflindungan. 1'9n&olahan 
dan Pemaaaran Perttebunanl 

Perigelola Peniendali 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Organiame Pengangu 
Tanaman fPerliebunan\ 

Bidang Penyuluhan K-1a~ II 1890 3.000.000 LS00.000 l.S00.000 
Ke-1a Sakai 8 1320 1.936.680 968.340 w.111-wll 

f'fflaek,la Kesiatan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(Kelemblipmn dan 
Ket~. 
Pengelola Keptlan (Metode 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
dan lnfonnuil 

Unit Pelakaana Teknie Kepala Unit Pelakaana Teknla 9 1365 2.000.000 1.000.000 1.000.000 
Pertanian 

Kepala Subbllcian Tata Uaaha 8 1295 1.900.000 950.000 950.000 
Unit Pelakaana Teknis 

Pengelola Data clan lnfonnaai 6 805 1.290.458 645.229 645.229 .. -· 
Pet•- Keamanan 5 545 850.000 425.000 ..,,ooo 
Pemelihara Kebun 3 320 850.000 425.000 425.000 

21 DINAS PETERNAKAN Kepala K-a. 13 2530 5.371.550 2.685.775 2.685.775 
DAN PERJKANAN Seknltariat Selm!ta.ria 12 2155 3.541.080 l.770.540 1.11n !11.40 

K-1A Sua..a-..i ... 8 1340 1.966.023 983.012 983 012 
Bendahara 6 835 1.338.SSO 669.275 "'60,275 
Penyuaun Pnlgram Angaran 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
danPela-n 
Pengelola Si.tam lnfonnaai 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Penyu1un La.-.n KeUIIJ'lpJ1 6 790 1.266.412 533.206 633.206 

Pengolah Data Aplikaai dan 6 740 1.186.260 593.130 593.130 
Percelolaan Deta Si1tem 
Ke._..._.. 

lf'fflR!llola Ke-aian 6 720 1.154.198 577.099 571.099 
Pengelola J>.manf'aatan 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
lea- Milik o-rw.h 
Verifilwor Data lApor1ln 6 690 1.106.107 553.053 553.053 

Pet,.... Keamanan 5 545 850.000 425.000 425.000 
PenRmudi 5 470 850.000 425.000 425.000 
Pe......tminiatnui Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 
Pramu Bhakti 3 305 850.000 425.000 4""- 000 

Bidang Produk1i Kepala Bidang II 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Temak l~Sekai 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 

Penyuaun Bahan Pembine.an 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(Budidaya Temak) 

Penyu1un Bahan Pl!mbinaan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(Per-bibitan Temakl 

Pengelola Petemakan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
l(Budid•v• Temald 
Pengelola Petemakan (Pakan 6 805 t.290.458 645.229 645.229 
Tcmakl 
Percelola Petemakan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

l!Perbibitan Temald 
Penyuaun Bahan Pembinaan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 
(Pakan Temalc) 

BidangUuha ~Bitt- II 1890 3.000.000 1.500.000 I MO 000 
Petemakan clan Kep&la Sekai Keaehalan 9 1455 2.131.868 1.065.934 1.065.934 
Keaehatan Maayarakat Maayarakat Veteriner dan 
Veteriner Pengawauan Keamanan 

Produk Hewan 
Kepala Sek•i Peflcolahan dan 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Pemaaaran Huil Peternakan 

Kepala Sakai lnovui dan 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Kemitraan 
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Sekretariat/ Bagian/ Kelae Nilai Beaaran TPP 
NO. SKPD Nama Jabatan Statis dan TPP Statis TPP Dinamis ·aidang/ U'PTD Jabatan Jabatan Dinamie 

Pengawasan Hygien, Sanitasi 7 905 1.431.638 715.819 715.819 
Use.ha Petemakan dan 
Kesehatan Masyarakat 
Veteriner 
Penyueun Bahan Pembi11WU1 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(Pengolahan dan Pemasaran 
Hasil Petemakan) 

Penyusun Bahan Pembinaan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(Kesehatan Maeyarakat 
Veterinerl 
Pengelola Kegiatan {lnovasi 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
dan Kemitraanl 

Bidan& Kesehatan Ke-m Ri~•ftM It 1890 ~ nnn nnn 1 "'""' nnn 1 ..,.,. nnn 

Hew an Kepala Seksi Pengumatan dan 9 1455 2.131.868 1.065.934 1.065.934 
Penyidikan Penyakit Hewnn 

Kepala Seksi Pencegahan dan 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Pemberantasan Penyakit 
Hew an 
Kepala Sekai Pengawasan 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Obtlt Hewan da:n Pelayanan 
Medik Veteriner 

Pengawas Penyakit dan 7 905 l.431.638 715.819 715.819 
Pengendali Penyakit Hewan 

Pengelola Pelayanan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Keaehatan (Hewan) 
Pengelola Laboratorium 6 805 1.290.4~ 645.Z..!9 64'5.:Z29 
(Keaehatan Hewanl 
Pengelola Kesehatan Temak 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Beaar Keeil dan Ungaa 

Bidang Perikanan Ke-1A Bi..t.n. 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
KeoalaSeksi 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Penyusun Ballan Pembinaan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
[Produkai Perikanan) 

Pengelola Pengawaaan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(Surnber Daya, Lingkungan 
clan Penangkapan lkan) 
Penyuaun Bahan Pembinaan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(Pengolahan dan Pemaaaran 
llasil Perilcanan) 

Penyuaun Bahan Pembinaan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
(Pemberdayaan Nelayan Kecil) 

Pengelola Kegiatan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
(Peninakatan Daya Saing 
Produkai Perilranan) 

Unit Pelalcsana Telcnia Kepala Unit Pelakaana Teknia 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Rumah Pemotongan 
Hewan Ampel Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1.900.000 950.000 950.000 

Unit Pelakaana Teknia 

Pengelola Rumah Potong 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Hewan 
PenlrJlldnlinuitrui Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 

Unit Pelakaana Teknis Kepala Unit Pelakaana Teknia 8 1320 1.936.680 968.340 968,340 
Balai Benih lkan 

Kepala Subbagian Tata Uaaha 8 1295 1.900.000 950.000 950.000 
Unit Pelakaana Teknis 

Pengelola Kegiatan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
W..mbenihan lkanl 
Pett.Illa.a Keamanan 5 545 850.000 425.000 425.000 
Penoiodminiatrui Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 

Unit Pelaksana Telcnis Kepala Unit Pelakeana Teknia 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Pusat Kesehatan 
Hewan Kepala Subbagian Tata Uaaha 8 1295 1.900.000 950.000 950.000 

Unit Pelalcsana Teknis 

Pengelola Pelayanan 6 sos 1.290.458 645.229 645.229 
Kesehatan {Hewanl 
Petm""• Kewnanan 5 545 850.000 425.000 425.000 
Pen11:administraai Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 

22 DINAS K-1a Ke.....ia 13 2530 5.371.550 2.685.775 2.685.775 
PERDAOANOAN DAN Sekretariat Sekretaria 12 2155 3.541.080 1.770.540 1.770.540 
PERINDUSTRIAN K...-Ja Sub Harian 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 - 6 835 I "'"'8.550 ....a275 ,.,;.0_275 

Penyuaun Prognlm, Anggaran 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
dan l..llmoran 
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Sekretariat/ B•ian/ Kelu Nilai BeMIW1TPP 
NO SKPD Nama Jablltan Statia clan TPP Statis TPP Oinamia Bidu1&/ UPl'D Jabawl Jabatan Dinamia 

~Iola Siatem lnformui 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Prnyuaun Laporan Ke~ 6 790 1.266.412 633.'.206 633.206 

Pengolah Data Aplilcaai dan 6 755 1.210.JOS 605.153 605.153 
Pengelolaan Data Siatem 
Ke,......, 
IPen&lola Ke-waian 6 720 1.154.198 577.NXI 577,099 
Pengelola Peman(aatan 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Ina- Milik Daenah 
Verifikator Data Laporan 6 690 1.106.107 553.053 553.053 
Ke,,._n 
f'llt,- Keamanan 5 545 850.000 425.000 425.000 
l~mudi 5 470 850.000 425.nnn 425.000 
f'll.....tminiatJui Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 
Pramu Bakti 3 305 850.000 425.000 425 000 

Bidang Uu.ha !Ket.la But•- 1 J 1890 3.000.000 1_51V\nnn I . !'illO. onn 
Percb,,gangan K-•Sekai 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 

Pencelola Fuilitui Dan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Mediui Perlinduncan 
Konaumen 
Pengelola Kegiatan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(l'engawUAfl Diatribuai, 
Barang Kebutuhan Pokok, 
Dan Bararur. Pentin• 
Pengelolo Kegiotan (Promosi, 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Jnformaal, dan Kerja Sama) 

Penyuaun Bahan Pembinaan 6 820 1.314.504 657.252 657.252 
(UAha Perdaaangn) 

Penyuaun Bahan Pembinaan 6 820 1.314.504 657.252 657.252 
(Diauibuai, Bann& 
Kebutuhan Polcok, Dan 
Rar.naPenti- 
Penyuaun S.han Pembinaan 6 820 1.314.504 657.25::1 657.252 
(Promoai, Jn(ormaai, dan 
Kerja Samaj 

IPetwelola Perisinan 6 755 1.210.305 605.153 MS.153 
Bidani ~lolaan K-t.B..._ 11 )890 3.000.000 1.500.000 I . .11111\, nnn 
Pendapatan Ke..taSekai 8 1320 t.936.680 968.340 -.X.340 
Pent.p,.n ~Iola Kqiatan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 

(Pencemt.naan Dan 
~elihanuan Sarana ·- . ·-· 

, ~e!ola Pendapetan (dan 6 835 1.338.SSO 669.275 669.275 

Penyuaun Bahan Pembinaan 6 820 1.314.504 657.252 657.252 
IIPed--' 
,~ Data (Pendataan 6 705 1.130.153 565.076 565.076 

Bidani lnduatri Agro, K.....JaBu!• ... II 2025 3.214.286 1.607.143 1.607.143 
Kimia, Tekatil, Dan K-1aSekai 9 1455 2.131.868 1.065.934 1.065.934 
Huit Hut.an Pt!ngawu lnduatri (Makanan 7 905 1.431.638 715.819 715.819 

dan Minum•nl 
Pt!ngawaa lnduatri (Kimia 7 905 1.431.638 715.819 715.819 
DanTekatill 
Pt!rcawu lnduati (Huit 7 905 1.431.638 715.819 715.819 
Hutan Dan Huil Perkebunanl 

Pt!nyuaun Bahan Pem binaan 6 820 1.314.504 657.252 657.252 
(lnduatri Makanan dan 
Minumanl 
PenyuHUn Bahan Pembinaan 6 620 1.314.504 657.252 657.252 
(lnduatri Kimia Dan Tekatill 

Penyuaun Bahan Pembinaan 6 620 1.314.504 657.252 657.252 
(lnduatri 1-luil Hutan Dan 
Haail Perkebunanl 

Bidang lnduatri Ke..i.a...i•- 11 2025 3.214.286 1.607.143 I '-«!. 143 
Krealif, Logam. Dan K-1&Sekai 9 1455 2.131.868 1.065.934 1.065.934 
P....-mbangan Pt,ngawas lnduatri (lnduatri 7 905 1.431.638 715.819 715.819 
Perwil~ahan lndua11i Krea1if clan Kerajinan) 

Pengawu lnduatri (lndustri 7 905 1.431.638 715.819 715.819 
Loaam Dan Meainl 

Pengelola Kegiatan 6 835 1.338.SSO 669.275 669.275 
IPt!naembanpn Perwilayahan 
lnduatri) 
Pwnyu.un Bahan Pembinaan 6 820 1.314.504 657.252 657.252 
(lnduatri Kneati( Dan 
Ker.t{nan) 



Sekretariat/ Baglan/ Kelu Nilai Beaanln TPP 
NO SKPO Nam a Jabatan Statia dan TPPStati• TPPOinamia Bidanaf UPTD Jabatan Jabatan Dinamia 

P.nyuaun Bahan Pembinaan 6 8'.20 1.314.504 657.252 657.252 
{lnduatri Lcpm Den Mesin) 

Unit Pelakaana Teknia ICepala Unit Pelalcaana Teknis 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Puar 

Kepala Sub Bacian Tata 8 1295 1.900.000 950.000 950.000 
Uaha Unit Pelalcaana Telmia 

Juru Pwwut Retribuai 5 465 850.000 425.000 425.Mn - irtiatrui Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 
Pramu Kebersiha,, 3 320 850.000 425.000 425.000 

Unit Pelakaana Tekni• Kepala Unit Pelakaana teknia 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
MetroJo&i 

Kepala Sub Bagian Tata 8 1295 1.900.000 950.000 950.000 
Uaaha Unit Pelakaana Teknie 

Pengelola Kegialan (Metrologi) 6 835 1.338.550 669.275 669.275 

~minlatrul umum 5 455 850.000 425.000 425.000 
23 SATIJAN POUSI K-la Ke-•a 13 2530 5.371.550 2.685.775 2.685 775 

PAMONO PRAJA Sekretariat Sekretaris 12 2155 3.541.080 1.770.540 1.770.540 
Kelmla Sub Ra.I.an 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 
Bendahara 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Pengolah Data Aplikaai dan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Pengelolaan Data Siatem 

Penyusunan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Pragram,Anggaran dan 
Laooran Pelakaanaan 
Penplola Siatem lnformaai 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Verifikator Data Laponm 6 790 1.266.412 633.206 633.206 
Keumwan 
...._Iola Ke 6 755 1.210.305 605.153 605.l!i...1 
Pengelola Pemanfaatan 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
8aranR Milik Daerah 
Ptmyuaunan l..aporan 6 690 1.106.107 553.053 553.053 
Kewuwan 
Ptnaemudi 5 470 850.000 425.000 425.000 
Pe,.w:lminiatrui P9rsuratan 5 455 850.000 425.000 425.000 

Pramu Bakti 3 305 850.000 425.000 425.000 
Bidana Penepkan K-1a.Bidarw 11 1890 3.000.000 1.500.000 I S()().000 
Prociuk Hukum Kc .... t.Sekai 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Daerah Pet.- 1111nindakan 6 840 1.346.565 673.282 673.282 

Pe~lola K•atan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
(Pembinaan clan Penyuluhan 
Produk Hullum daerah) 

Penyuaun bahan Pembinaan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 
(Prociuk Hukum d.enh) 

Pengolah Data Penyidikan 6 705 1.130.153 565.076 565.076 
Dan~Huil 
Penindakan 

Bidang Ketertiban Kepala Bidang 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Umum dan K-1.aSekai 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
ketentraman Pengelola K••tan (Binluh 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Maayarakat Tibum dan Trarnmu) 

Pengelola Keamanan Dan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 
KetertJban 
Pengelola Data J<eamanan 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Dan Keteniban 
f'nlnata Puukan 6 685 1.098.092 549.046 549.046 
Pe ... amanan dalam 

Bidang Perlindungan Ke.-la Bid•.,. 11 1890 3.000.000 ).!'i(l().000 1.500.0IV\ 
Maayar11kat K-Seksi 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 

Pengelola kelfatan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
(Pembinaan Dan 
Pmllem'-- lallirunul 
Penyuaun bahan Pembina.an 6 790 1.266.412 633.206 633.206 
(Pengembangan Perlindungan 
Muyaraltat) 
Pengolah data (Penaendalian 6 705 1.130.153 565.076 565.076 
Dan Openuional Satlinmu) 

Bidang Pemadam K....i..Bi<ta.- 11 1890 3.000.000 l.""'.000 1.500.000 
Kebakaran K-1.Sekai 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 

Pengelola kecia,tan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
(Pembinaan Dan 
Pengembangan Pemadam 
ke 
Penyuaun t.han pembinaan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 
(Pengembangan Pemadam 
kebabranj 



Seknttariat/ 9a&ian/ Kelaa Nilai Beaal'llnTPP 
NO SKPD Nama Jnbatan Statia clan TPPStatia TPP Dlnami• Bidanaf UPTD Jabatan Jabatan Dinamia 

Percolah data (Operuional 6 705 1.130.153 565.076 565.076 
Dan Pengendalian Pemadam 
kebalcBR11) 
Pranata Pe~ kebakaran 6 685 I .098.09'l 549.046 549.046 

24 BA DAN K-.la K-ta 13 2530 5.371.550 2.685.775 2.685.775 
PER!NCANMN, Sekretariat Se knit aria 12 2155 3.541.080 1.770.540 1.770.540 
PENELITIAN DAN "-la Sub 8-ian 8 1340 1.966.023 983.012 Q83,012 
PENG!MBANOAN Bendahara 6 835 1.338.SSO 669.275 669.275 
DAE RAH Penyuaun program aJll&ar&n 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

dan 1111lannnon 
Pengelola Sistem lnformui 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Penyusun Lapol'll.n Keuangan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 

Pengolah data Aplikasi dan 6 740 t.186.260 593.130 593.130 
Pengelolaan Data Siatam 
Ke........an 
IAlnnlola Ke-aian 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Pengelola ~anf-t Barana 6 720 t.1:k.198 577.099 577.099 
Milik 0-rah 
Verifikator Data Laporan 6 690 1.106.107 553.053 553.053 
Keuarwan 
Pell.tau Keamonan 5 545 850.000 425.000 425.000 
-mudi 5 470 850.000 425.000 425.000 
Peru,adminiatnui Umum 5 455 850.000 425.000 425.noo 
Pramu Bakti 3 305 850.000 425.000 4?1;,000 

Bidang Penyusunan Ke_.aef.:...- 11 1890 3.000.000 l.500.000 1.500.000 
Perencanaan Program, KepalaSu~ 9 1455 2.131.868 1.065.934 1.065.934 
Monitorin,. clan Penyuaunan Prt.,-m 
Ewaluaai Kepala Subbidana Monitoring 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 

dan Evaluasi 
Kepala Subbidang Pendataan 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
clan Pela'DDT'lln 
Analia Perencanaan Program 7 1015 1.605.650 802.825 802.825 

Penyuaun Bahan Kebijakan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(Perencanaan Prqsnun 
Pemt>anaunan Daerah) 

~Iola Prcgnm dan 6 835 1.338.SSO 669.275 669.275 
Kegiatan (Moni&orina dan 
Evalwuil 
~la Prcgnm dan 6 835 1.338.SSO 669.275 669.275 
Kegiatan (Pendataan dan 

IPelaoanm 
P.,ogelola Data (Pendataan 6 755 l.210.305 605.153 605.153 
dan Pelaporan) 
Pengolah Data (Rencana 6 705 1.130.153 565.076 565.076 
Pemt...-.,nan Daerahl 

Bidana Perekonomian IK-i.Bi.ta,.. 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
dan lnfrastruktur Ke-'- Subt.i,4•- 8 1320 1.936.680 968.340 -.3'1Cl 
Wilayah Penyuaun Bahan Kebijakan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 

(Perencanaan Bidana 
Pertanian dan Ketahanan 
r- __ ,, 

Peogelola Prognun dan 6 835 1.338.SSO 669.275 669.275 
Kegiatan (Perencanaan 
Bidang Pertanian dan 
Ketahanan ,.,_,,, 
Penyuaun Bahan Kebijakan 6 835 1.338.SSO 669.275 669.275 
(Perencanaan Bidan& 
Ekonomi dan Uaaha Mikrot 

Peogelola Progrmn dan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Kegiatan (Perencanaan 
Bidang Ekonomi dan Uaaha 
Mikrol 
Pw,nyuaun Bahan Kebijakan 6 835 1.338.SSO 669.275 669.275 
(Perencanaan Bidan, 
Ekonomil 
Peogelola Program dan 6 835 1.338.SSO 669.275 669.275 
Kegiatan (Perencanaan 
Sida .... Ekonom~ 

Blclang l'ilrnerlntahan K-111 Bid•- 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
dan So11ial Budaya K-ta Subbid•.,. 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 

P.,ngelola Program dan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Kegiatan (PerencUIAIA11 
Sida.,. Pemerintahanl 
Pengelola Program dan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Kegiatan (Pl,rencanun 
Bidan& Pembent.ay-n 
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Sekretariat/ Bagian/ Kelaa Nilai Besaran TPP 
NO SKPD Nama Jabatan Statis dan Bidang/ UPTD Jabetan Jabatan TPPStatia TPP Dinamia 

Dinami11 
Bidang Pengendalian K-1a8idano 11 2025 3.214.286 1.607.143 1.607.143 
Pendapatan Daerah Kepala Subbidang Dana 9 1475 2.161.172 1.080.586 1.080.586 

Transfer dan Pendapatan 
Lain-Lain 
Kepala Subbidang 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 
Pengendalian Operasional 
Pen du.tan 
Analia Pendapatan Daerah 7 1015 1.605.650 802.825 802.825 

Pengevaluui Pendapatan dan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Belanla IPenda-tanl 
Pengelola Perencanaan dan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
l'Cll&embenpn Pendapatan 
(Alokaai Bagi Hasil P.ljak dan 
Retribuai) 
Pengelola Pelaporan Dan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Evaluaai Pelakanaan Dana 
Alokaai Khuaua Dan Bantuan 
Keuangan Provinsi 

Bidang Anggaran Kepala BidaJW 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Kepala Subbidang 9 1475 2.161.172 1.080.586 1.080.586 
Penyusunan Angaran 
Pendapatan dan Belanja 
Dae rah 
Kepala Subbidang Evaluaai 9 1475 2. 161.172 1.080.586 1.080.586 
Administraai Anegaran 
Pendapatan dan Belaaja 
Daerah 
Kepala Subbidang Pembinaan 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 
Dan Pengelolaan Dana 
Bantuan Daerah 

Analia Perencanaan Anggaran 7 1015 1.605.650 802.825 802.825 

Analia Standu Biava 7 1015 1.605.650 802.825 802.825 
Penyuaun Prognun Anggaran 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
dan Pe l.ao::mtn 
Penyuaun Bahan Kebijakan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(Penatauaahaan Keuangan 
Daerahl 

Pengevalua.ai Hasil Kegiatan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Bantuan Sosial Masyarakat 

Pengevaluasi Pendape.tan dan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Belania 
Verifikator ~ 6 705 1.130.153 565.076 565.076 

Bidang Akuntanai dan K...-!a8idan1r II 2025 3.214.286 1.607.143 1.607.143 
Pembiayaan Ke ... 1a SubbittAru, 9 1475 2.161.172 1.080.586 1.080.586 

Anali11 LaDoran Keuanaan 7 1015 1.605.650 802.825 802.825 
Analis Pembayaran 7 1015 1.605.650 802.825 802.825 
Perhitungan Pihak Ketip. dan 
Penyeleaaian Tuntutan Oanti 
Rlllri 
Penyusun Laporan Keuangan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
IDaerahl 
Pengelola Tuntutan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Perbendahara.&n dan Temuan 
Ganti Rugi (TP/TOR Piutang 
Daerah, Kerja Sama dan 
lnveatasi) 
Penyu11un Laporan Keuangan 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
(pertanggungjawaban 
Keuw,gan Daerah) 

Pengolah Data (Keuangan) 6 755 1.210.305 605.153 605.153 

Bidang Kei:ialaBitl• ... II 2025 3.214.286 1.607.143 1.607. 143 
Perbendaharaan Dan K...-la Subbid- 9 1475 2.161. 172 1.080.586 1.080.586 
Pengelola.an Kaa Analia Perbendaharaan 7 1015 1.605.650 802.825 802.825 
Dae rah Analis Laporan Keuangan 7 1015 1.605.650 802.825 802.825 

Rekening Pemerintah Oaerah 

Penyusun Laporan Keuangan 6 835 I.338.550 669.275 669.275 
{Kaa Daerah) 
Pengelola Data (Surat 6 755 1.210.305 605.153 605.153 
Pennintaan Pembavaranl 
Verifikator Keuangan 6 705 1.130.153 565.076 565.076 
(Daerahl 

Bidang Pengelolaan K...,.1A8idJHW 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Aaet Daerah Kepala Subbidang 9 1475 2.161.172 1.080.586 1.080.586 

Penatauaahaan Aset Daerah 



Sekretariat/ Bagian/ Kel11a Nilai Beaaran TPP 
NO SKPD Nama Jabatan Statia clan TPPStatia TPP Dinamia BidanaJ UPTD Jabatan Jabatan Dinamia 

Kepala Subbidang 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 
Pemanfaatan Dan 
Pengamanan Barang Mililc 
Oatrah 
Kepala Subbldang 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 
Penghapuun Dan 
Pemindah~an Aeet 
Daerah 
Analia Kebijakan Penilaian 7 1015 l.60S.6SO 802.825 802.825 

IIBMDI 
Pengelola Data (P9....,_p- 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Dan Pemindahtanganan Aaet 
Daerah) 

Pengelola Siatem lnfonnaai 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
dan Jaringan (Barang Milik 
n.-.hl 
~h Data (Asel Oaerah) 6 805 .. ~.458 645.229 645.229 

~Iola Pt:manlaatan 6 805 I. 290. 458 645.229 645.229 
IBaruw Milik Durah 

26 BAD~ K-a. IKaala 13 2530 5.371.550 2.685.775 2.685.775 
KEPEOAWAIAN, Sekretarial Sekretaris 12 2155 3.541.080 t.770.540 t.770.540 
PENDIDIKAN DAN K-1ASubA..;.,. 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 
PELATIHAN OAERAH Bendahll11l 6 835 1.338.550 669.275 669.275 

Penyusun ~. Angaran 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
dan Laooran 
Pengelola Siatem lnfonnaai 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Penyusun Lapnm\ Ke~an 6 790 l.266.412 633.206 633.206 

Pengolah Data Aplikaai dan 6 740 1.186.260 593.130 593.130 
Pengelolaan Data Siatft!I 

Pllrmelola "-waian 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Pengelola Pemanfaatan 6 720 1.154.198 577.099 577.099 
Baranrt Milik Daerah 
Verifikator Data Laporan 6 690 1.106.107 553.053 553.053 
Keuanaan 
Pen .... Keamanan 5 545 850.000 425.000 425.000 

IPt:memudi 5 470 850.000 425.000 425.000 
Pe...artminiatraai Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 
Prwmubakti 3 305 850.000 425.000 425.000 

Bidana Penat.aan dan IIC-1. B"'-- 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Pi,ngi,mbmigan Karir K-1il Subbi"- 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 

Pengelola Fonnaai dan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
1""--4aan -wai 
Pengelola Data dan lnfonnaai 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

i-lota·· tan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Pencelola Penin&k•t&n 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Kom.-e=i 
Pengelola Kegiatan (Promoai 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
dan Pemberhentian) 

Penyusun Rencana Mutasi 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Bidana Pembinaan Ke-1aBi<IMv II 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
dan Keaejahteraan KepalaSu~ 9 1455 2.131.868 1.065.934 1.065.934 

Pembi,-n dan Diaialin 
IK-1a Suhlwl.- Kineria 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
KepalaSu~ 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
l~teTaan 
Analis Pt:lana~ Diaiplin 7 1015 1.605.650 802.825 802.825 

Pengelola Diaiplin Pegawai 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

Pengelola Penilaian Kinerja 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
i"-wai 
Pengelola Keg;.tan (Kinerja) 6 805 1.290.458 645.229 645.229 

f'en&elola Keaiatan f, 805 1.290.458 645.229 645.229 
lfl<eR•hte ... nl 

Bidan& Pendidikan Ke_...e:....- II 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
clan Pelatihan Kepe.la SubbMSatw Analiaa 9 1455 2.131.868 l.065.934 1.065.934 

Kebutuhan dan Supervisi 
Pendidikan 
Kepe.la Subbidang Pendidikan 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
dan Pelatihan Panjeajan&an 

Kepala Subbidang Pend.idikan 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
dan Pelatihan Telmia 
F111W11ional 
Analia Diktat 7 1015 1.605.650 802.825 802.825 



I 

Semtariat/ B1C1an/ Kelaa Nilai 
Beaa,-nTPP 

NO SKPO 
B~UPTO 

Nama Jabatan Jabatan Jabatan Statia dan TPPStatia TPP [);namia 
Dinamia 

Per9lola Kegialan(Analia 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Kebutuhan dan Superviai 
Dildat) 
Pengelola Kegiatan (Dildat 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Penjeniannnl 
Penyuaun Program 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Penvelenmraraan Diklat 
Pengelola Kegiatan (Diklat 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Tekni• Fu....,.ionaD 
~yuaun Program 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Penvele,,...araan Diklat 

27 KANTOR KESATUAN Keoala Kellllla 12 2305 3 787.559 1.893.779 1.893.779 
BANOSA DAN POUTIK Sekretariat Ke-i. Subb.orian 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 

K...-JaSekai 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Bendaha.nl 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Penyu•un Bahan pembinaan 8 820 1.314.504 657.252 657.252 
(Politik dan Kewupadaan 
nuionaQ 
Penyuaun Bahan Pembinaan 6 820 1.314.504 657.252 657.252 
(ldeologi dan Wawaaan 
Kebarwaaan) 
Penyu•un Bahan pembinaan 6 820 1.314.504 657.252 657.252 
(lcelahanan Seni, budaya, 
Apma, kemaayarakatan clan 
Ekonomi) 

Penyuaun Program, Ara,aran 6 805 1.290458 645.229 645.229 
dan Lapc,ran 
Perlgolah data Aplikui clan 6 740 1.186.260 593.130 593.130 
f'oeoplolaan Data Si•tem 
~Iola Pemanfaatan 6 720 1.154.198 577.099 577.099 

I Bvana Milik Daerah 
Perw,lah data (Politik dan 6 705 1.130.153 565.076 565.076 
Kewu.-!aan naaionaB 
f>9t,..... Kearnanan 5 545 850.000 425.000 425.000 

IPerwemudi 5 470 850.000 425.000 425.000 
Peno..dminiatrui Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 
Pramu Bhakti 3 305 850.000 425.000 425.000 

28 BADAN KenAla K-.la 13 2530 5.371.550 2.685.775 2.685.775 
PENANOOULANOAN Selaetariat Sekretaria 12 2155 3.541.080 1.770.540 1.770.540 
BENCANA DAERAH Ke-•a Sub BIUian 8 1340 1.966.023 983.012 983.012 

Bendahll1'll 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Penyuaun Program Angaran 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
dan Pelaporan 
Penyu•un Laporan Keuangan 6 790 1.266.412 633.206 633.206 

Pe,-.olah data Aplikaai dan 6 740 1.186.260 593.130 593.130 
Pengelolaan Data Si•tem 
Keuarwan 

I l'enltelola Ke.........;an 6 720 I 154.198 577.099 577.099 
~Iola Pem.anfaatan 6 720 1.154.198 577.099 577.099 

IBare.na Milik Daenlh 
Verifikator Data laporan 6 690 1.106.107 553.053 553.053 
Keuanaan 
Pet.- Keamanan 5 545 850.000 425.000 425.000 
""'-"udi 5 470 850.000 425.000 425.000 
Penaadminiattaai Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 
Pramu Bhalcti 3 305 850.000 425.000 425.000 

Biciarl& Ptmc:tphan Kenala Bidarw II 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
clan Ke-.iacaan Ke-ia Sekai Pen~ 9 1455 2.131.1168 1.065.934 1.065.934 

Kepala Seksi Keaiap9iagaan 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 

Analia Mitimuri Bencana 7 1015 1.605.650 802.825 802.825 
~vuluh Bencana 7 905 I 431.638 715.819 715.819 
Pengolah Bahan Untuk 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Rencana Penangulangan 
Bencana IPenceorahanl 
f'en&olah Bahan Untuk 6 805 l.290.458 645.229 645.229 
Rencana Penangulangan 
Beneana IKe•iai:,eiaaaanl 

Bldang Kedaruratan Ke..i... Bidllllll 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
dan Loai•tik Ke,-1a Sek•i 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 

Penaelola Penangulangan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Bencana 
Penaelola Kegiatan (Sarana 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Pruarana dan I.Algistilc) 

Bidafw Rehabilit.aai Ke-ia Bid.anlr 11 1890 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
clan Rekonatrukai K-1a Sekai 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 

Penselola Rehabilit-i dan 6 805 1.290.458 645.229 645.229 
Rekonatrukai (Rehabilitui 
Bencanal 
Pe~la Rehabilitui dan 6 805 1.290.458 645.'.229 645.229 
R.ekonstrukai (Rekonatrubi 
Benc:ana) 



, 

Sekretariat/ Bagian/ Kolas Nilni Bcaarnn TPP 
NO SKPD Narna Jabatan Stoti~ dun TPPS1nti11 TPP Dinamie 'Bidnng/ UPTD Jabatan .Jabaiau Dlunmls 
29 KECAMATAN Camat Camat 12 2130 3.500.000 1.750.000 1.750.000 

Sekrctariat Sokretaris Carnal 10 1715 2.900.000 l.'150.000 1.450.000 
Kepala Sub Bap:ian 8 1295 1.900.000 950.000 950.000 
Bcndahara 6 835 1.338.550 669.275 669.275 
Pcnyusun Program, Ansgt11an 6 805 1.290.'158 6115.229 645.229 
dan Laooran 
Per'1gel1JI!'! S'isttilil IY1foW(1l,Si c, 805 1.290.458 6115.229 '(,45.229 

Penyusun Laporan Keuangan 6 790 l.266.tll 2 633.206 633.206 

Pengolah Data Apliknsi dan 6 740 1.186.260 593.130 593.130 
Pengelolaan Data Sistem 
Keuanl!an 
Pengelola Kcoeeawaian 6 720 1.15-1.198 577.099 577.099 
Pengelola Pemanfaatan 6 720 l 154.198 577.099 577.099 
Barnnz Milik Daerah 
Veriftkator Data Laporan 6 690 1.106.107 553.053 553.053 
Kcuangan 
Peruaas Kcamanan s 545 850.000 425.000 425.000 
Penaernudi 5 470 850.000 425.000 425.000 
Penzadministrasi Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 
Prarnubakri 3 305 850 000 425.000 425.000 

Seksi Pemerintahan Kepala Seksi 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Pengelola Kegiatan 6 805 1.290.'158 6<15.229 645.229 
(Pcmcrinrahan) 
Sckrcraris (Dosal 6 655 1.050.000 525.000 525.000 

Seksi PcJayanan Kenala Seksi 8 1320 1.936.680 968.3'10 968.340 
Pengelola Kegiatan 6 805 1.290.458 6'15.229 645.229 
[Pclayanan] 
Penzolah Data Pclayanan 6 705 1. 130.153 565.076 565.076 

Seksi Soaial Kepale Seksi 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Pcmberdayaan Penzelola Keziatan (SPMI 6 BOS 1.290.458 645.229 6'15 . ..,"9 
Scksi Perekonomian Kepala Scksi 8 1320 1.936.680 968.340 968.340 
Dan Pembangunan Pengelolu Kegiatan 6 805 1.'.?90.458 645.2'.?9 6-15.229 

[Pcrckonomian dan 
Pcrnbangurianl 

I 
Scksi Ketcnrraman K~p'I IA s,. kf<i 8 13?.0 1 936.680 968.340 968.340 
Dan Kcrertiban Pranata Pasukan 6 685 1.098.092 549.0'16 549.().16 

Pene:a.manan dalam 
30 KELURAHJ< .. N Lu rah Lu rah 9 1365 2.000.000 1.000.000 1.000.000 

Sekrctarint Sekretaris Kclurnhan s 1295 1.900.000 950.000 950.000 
Penaadministrasi Umum 5 455 850.000 425.000 425.000 

Seksi Pcmcrintaha.n Kepala Seksi 8 1295 1.900.000 950.000 950.000 
Pengadminisu-asi 5 455 850.000 425.000 425 000 
l'emerinrahan 

Seksi Sosial dan Kepala Seksi s 1295 1.900.000 950.000 950.000 
Pcmberdayaan Pengadministrasi Umum s 455 850.000 425.000 425.000 

(Sosial dan Pemberdayaan) 

Seksi Ekonomi dan Keoala Sckci 8 1295 I 900.000 950.000 950.000 
Pcmbangunan Pengadministrasi Umum 5 455 850.000 ,125 000 •125.000 

(Ekonomi dan Pembangunan] 

- 



PERAl'f PENGELOLAAN KEUAIVGAN DAI'f PENGELOLAAN BARANG DAERAH SKPKD 

No Jabatan Nilai (Rp) 
1 Koordinator Penzelola Keuanaan Daerah 4.000.000 
2 Bendahara Umum daerah 3.000.000 
3 Kuasa BUD 2.000.000 
4 PPK SKPKD 2.500.000 
5 Kasie I Kasub bag DPPKAD 1.500.000 
6 Pembantu PPK SKPKD 800.000 
7 Bendahara Penzeluaran SKPKD 600.000 
8 Bendahara Penerimaan SKPKD 500.000 
9 Admin SIMDA Keuangan SKPKD dan Penyusun Anggaran 1.200.000 

10 Admin SIMDA Keuanaan SKPKD 1.000.000 
11 Admin SIMDA BMD SKPKD 1.000.000 
12 Admin Penzelola .Jarinaan dan Penitis 1.100.000 
13 Admin Penzelola .Jarinzan 900.000 
14 Adm.in SIMDA Gaii SKPKD dan Penitis 1.100.000 
15 Admin SIMDA Gaii SKPKD 900.000 
16 Admin SIMDA Pendaoatan 900.000 
17 Admin SISMIPO (PBB) 900.000 
18 Pembantu Admin SIMDA Keuangan dan 1.000.000 

Rekonsiliator 
19 Pembantu Admin SIMDA Keuanzan 800.000 
20 Pembantu Admin SIMDA BMD 800.000 
21 Pembantu Admin SIMDA Pendaoatan 800.000 
22 Pembantu Admin Sismiob 800.000 
23 Penvirnpan Baranz SKPKD 800.000 
24 Penzurus Baranz SKPKD 800.000 
25 Koordinator Penitis 1.000.000 
26 Penitis 800.000 
27 Rekonsiliator 800.000 
28 Penvusun Anzaaran 800.000 
29 Administrasi Anazaran 700.000 
30 Pengelolaan Dana Bantuan 600.000 
31 Administrator Dana Transfer 250.000 

PERANPERENCAKAAN 
No I Uraian I Nilai (Rp) 

1 I Perencanaan di Peranzkat Daerah I 250.000 

Varlabel Peran Tertentu 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR 2.\ TAHUN 2017 
TENTANG 
PEMBERIAN TAMBAHAN 
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI 
NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH 
KABUPATEN BOYOLALI 



Grade Bendahara Penerimaan 

Grade Grade Anggaran Penerimaan Yang Di kelola SKPD Nilai (Rp) Penerimaan 
10 > 6 miliar 525.000 
9 > 5 miliar s/d s 6 miliar 500.000 
8 > 4 miliar s Id s 5 miliar 475.000 
7 > 3 miliar s/d s 4 miliar 450.000 
6 > 2 miliar s/d s 3 miliar 425.000 
5 > 1 miliar s/d s 2 miliar 400.000 
4 > 500 iuta s/d s 1 miliar 375.000 
3 > 100 iuta s/ d s 500 iuta 350.000 
2 > 50 iuta s/d s 100 iuta 325.000 
1 s 50 iuta 300.000 

PPKeuanira.n UPT Dikdas dan LS 
No I Uraian I Nilai (Rpt 

1 I PPKeuangan UPT Di.kdas dan LS l 300.000 

Grade PPKeuanpn 

Grade Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (BelauJa Barang Nilai (Rp) Jasa dan Belaaja Modal yang dikelola) 

10 > 128 miliar 2.750.000 
9 > 96 miliar s/d s 128 miliar 2.500.000 
8 > 64 miliar s/ d s 96 rniliar 2.250.000 
7 > 32 miliar s/ d s 64 rnihar 2.000.000 
6 > 16 miliar s/ d s 32 miliar 1.750.000 
5 > 8 miliar s/d s 16 miliar l.500.000 
4 > 4 miliar s/d s 8 miliar 1.250.000 
3 > 2 miliar s/d s 4 miliar 1.000.000 
2 > 1 miliar s/ d s 2 miliar 750.000 
I s 1 miliar 500.000 

Grade Kuasa Pengguna Anggaran UPT dan Kelurahan 

Grade 
Grade Anggaran yang Dikelola Upt Dan Kelurahan Nilai (Rp) (Belanja Barang Jasa dan Bel&Jtja Modal yang dikelola) 

5 > 200 iuta 500.000 
4 > 150 iuta s/d s 200 iuta 475.000 
3 > 100 iuta s/d s 150 iuta 450.000 
2 > 50 iuta s/d s 100 iuta 425.000 
1 s 50 iuta 400.000 

Grade Pengguna Anggaran SKPD 

Grade 
Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Nilai (Rp) 

Jasa dan Belanja Modal yang dikelola) 

10 > 128 miliar 7.750.000 
9 > 96 miliar s/d s 128 miliar 7.000.000 
8 > 64 miliar s/d s 96 miliar 6.250.000 
7 > 32 miliar s/ d s 64 mi liar 5.500.000 
6 > 16 miliar s/ d s 32 miliar 4.750.000 
5 > 8 miliar s/d s 16 miliar 4.000.000 
4 > 4 miliar s/ d s 8 miliar 3.250.000 
3 > 2 miliar s/d s 4 miliar 2.500.000 
2 > 1 miliar s/ d s 2 miliar 1.750.000 
1 s 1 miliar 1.000.000 



' 

Peran Pembantu PPK, PPTK dan PAK 

No Nama Tugaa Nila! (Rp) 

1 Pembantu PPK 250.000 
2 PPTK 225.000 
3 PAK 200.000 

Grade Bendahara Pengeluaran Pembantu 

Grade Grade Anggaran Yang Di kelola UPI' dan Kelurahan 
Nilal (Rp) (Belanja Baran& Jasa dan Belanja Modal yang dikelola) 

5 >200 iuta 400.000 
4 > 150 iuta s/ d s 200 iuta 375.000 
3 > 100 iuta s/d s 150 iuta 350.000 
2 > 50 iuta s/d s 100 iuta 325.000 
1 s 50 iuta 300.000 

Grade Pembantu Bendahara Pengeluaran 

Grade Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Baran& 
Nilai (Rp) Jasa dan Belanja Modal yang dikelola) 

10 > 128 miliar 500.000 
9 > 96 miliar s/ d s 128 miliar 475.000 
8 > 64 miliar s/ d s 96 rniliar 450.000 
7 > 32 miliar s/ d s 64 miliar 425.000 
6 > 16 miliar s/d s 32 miliar 400.000 
5 > 8 miliar s/d s 16 miliar 375.000 
4 > 4 miliar s/ d s 8 miliar 350.000 
3 > 2 miliar s Id s 4 mi liar 325.000 
2 > 1 miliar s/ d s 2 miliar 300.000 
1 s 1 miliar 275.000 

Grade Bendahara Pengeluaran 

Grade 
Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Nilai (Rp) Jasa dan Belanja Modal yang dikelola) 

10 > 128 miliar 700.000 
9 > 96 miliar s/d s 128 miliar 675.000 
8 > 64 miliar s Id s 96 miliar 650.000 
7 > 32 miliar s/ d s 64 miliar 625.000 
6 > 16 miliar s Id s 32 miliar 600.000 
5 > 8 miliar s/d s 16 miliar 575.000 
4 > 4 miliar s/ d s 8 miliar 550.000 
3 > 2 miliar s Id s 4 mi liar 525.000 
2 > 1 miliar s/ d s 2 miliar 500.000 
1 s 1 miliar 475.000 

Bendahara Penerimaan Pembantu 
No I Uraian I Nilai (Rp) 

1 I Bendahara Penerimaan Pembantu I 250.000 



• 

Grade Pembantu Pengurus Barang Pengguna 

Grade 
Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Nilai (Rp) Jaaa dan Belanja Modal yang dikelola) 

10 > 128 miliar 600.000 
9 > 96 miliar s/ d s 128 miliar 575.000 
8 > 64 miliar s Id s 96 miliar 550.000 
7 > 32 miliar s/ d s 64 miliar 525.000 
6 > 16 miliar s/ d s 32 miliar 500.000 
5 > 8 miliar s/d s 16 miliar 475.000 
4 > 4 miliar s Id s 8 miliar 450.000 
3 > 2 miliar s Id s 4 miliar 425.000 
2 > 1 miliar s Id s 2 miliar 400.000 
1 s 1 miliar 375.000 

Peran Pengurus Barang Pengguna Pembantu 
No Unit Pelaksana Tek.nis CUPT) Nilai (Rp) 

1 UPT Balai Latihan Keria 250.000 
2 UPT Pasar Umum Bovolali 250.000 
3 UPT Pasar Umum Sunzzinzan 250.000 
4 UPT Pasar Umum Ceoozo 250.000 
5 UPT Pasar Umum Amoel 250.000 
6 UPT Pasar Umum Karanzzede 250.000 
7 UPT Pasar Umum Wonosezoro 250.000 
8 UPT Pasar Umum Kacanaan 250.000 
9 UPT Pasar Umum Simo 250.000 
10 UPT Pasar Umum Noaosari 250.000 
11 UPT Pasar Umum Penzainz 250.000 
12 UPT Pasar Hewan Sunzzinzan 250.000 
13 UPT Pasar Hewan Purworeio 250.000 
14 UPT Pusat Kesehatan Hewan di 250.000 

Kecamatan Amoel 
15 UPT Pusat Kesehatan Hewan di 250.000 

Kecamatan Moiosonzo 
16 UPT Pusat Kesehatan Hewan di 250.000 

Kecamatan Simo 
17 UPT Pusat Kesehatan Hewan di 250.000 

Kecamatan Nzemolak 
18 UPT Pusat Kesehatan Hewan di 250.000 

Kecamatan Karanzzede 
19 UPT Balai Benih Ikan 250.000 
20 UPT RPH Amoel 250.000 

Grade Pengurus Barang Pengguna 

Grade 
Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Nilai (Rp) Jasa dan Belanja Modal yane dikelola) 

10 > 128 miliar 700.000 
9 > 96 miliar s/d s 128 miliar 675.000 
8 > 64 miliar s/ d s 96 miliar 650.000 
7 > 32 miliar s/d s 64 miliar 625.000 
6 > 16 miliar s/d s 32 miliar 600.000 
5 > 8 miliar s/d s 16 miliar 575.000 
4 > 4 miliar s/ d s 8 miliar 550.000 
3 > 2 miliar s/d s 4 miliar 525.000 
2 > 1 miliar s Id s 2 miliar 500.000 
1 s 1 miliar 475.000 



Grade Peiabat Penn.daan 

Grade Anggaran yang dikelola SKPD (Belanja Barang Jasa 
Grade dan Belaltja Modal yang dikelola) atau Belanja Barang Nilai (Rp) 

Jasa Pengadaan Lanpung 

10 > 128 miliar 450.000 
9 > 96 miliar s/ d s 128 miliar 425.000 
8 > 64 miliar s Id s 96 miliar 400.000 
7 > 32 miliar s Id s 64 miliar 375.000 
6 > 16 miliar s/d s 32 miliar 350.000 
5 > 8 miliar s/d s 16 miliar 325.000 
4 > 4 miliar s/ d s 8 miliar 300.000 
3 > 2 miliar s Id s 4 miliar 275.000 
2 > 1 miliar s/d s 2 miliar 250.000 
1 s 1 miliar 225.000 

PERAN PENGADAAN BARABG DAN JASA 
No Uraian Nilai (Rp) 

1 Kepala ULP 5.000.000 
2 Ketua Pokia Konstruksi 4.000.000 
3 Ketua Pokia Barana/ Konsultansi/ Jasa lainnva 4.000.000 
4 Anzzota Pokia 3.500.000 
5 Kenala LPSE 3.000.000 
6 Sekretaris LPSE 2.000.000 
7 Admin PPE 2.000.000 
8 Admin Azencv 2.000.000 
9 Trainer 1.000.000 
10 Helo Desk 1.000.000 
11 Verifikator 1.000.000 

Grade PPKom SKPD (kecu.U Dlnas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) 

Grade 
Grade Anggaran (Belaaja Baran& Jasa dan Belanja Modal Nilai (Rp) 

yang dikelola) 

10 > 128 miliar 3.000.000 
9 > 96 miliar s/d s 128 miliar 2.750.000 
8 > 64 miliar s/d s 96 miliar 2.500.000 
7 > 32 miliar s/ d s 64 miliar 2.250.000 
6 > 16 miliar s/d s 32 miliar 2.000.000 
5 > 8 miliar s/d s 16 miliar 1.750.000 
4 > 4 miliar s Id s 8 miliar 1.500.000 
3 > 2 miliar s/ d s 4 miliar 1.250.000 
2 > l miliar s/d s 2 miliar l.000.000 
1 s 1 miliar 750.000 

PPKom Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
No Rinclan Nilai 

1 Cipta karva 6.000.000 
2 Bina Marga dan PSDA 5.000.000 
3 Penataan Ruanz, Bina Konstruksi dan Sekretariat 4.000.000 



PERAN KOORDINASI KEBIJAKAlf DAERAH 
I SEKRETARIAT DAERAH 

STRUKTURAL SETDA (Kecuali Bagian Hukum) 
No Rincian Nilai 

1 Sekretaris Daerah 4.000.000 
2 Assis ten 7.000.000 
3 Staf Ahli 1.500.000 
4 Ka bag 2.500.000 
5 Kasubag 1.000.000 

BIUdanHukum 
No Rincian Nilai 

1 Kepala Bagian 3.500.000 
2 Kasubbag 2.000.000 

II Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanpn Daerah (BP3D) 
No Rincian Nilai 

1 Kenala 3.000.000 
2 Sekretaris 1.250.000 
3 Subbag 750.000 
4 Ka bid 1.000.000 
5 Kasubbid 750.000 

m Inspektorat 
No Rlncian Nilai 

1 lnsoektur 3.000.000 
2 Sekretaris 1.250.000 
3 Irban 1.250.000 
4 Subbaz 750.000 

PERAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 
I Dlnas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
PPTK Konstruksi, Tim Teknia, Pengawas Lapanga.n, Star Administrul, dan PPHP 

Konstruksi 
No Rincian Nilai 

1 Cipta karva 3.500.000 
2 Bina Marga 2.750.000 
3 PSDA 2.250.000 
4 Sekretariat 1.750.000 
5 Penataan Ruanz 1.250.000 
6 Bina Konstruksi 1.250.000 
7 Kepala UPTD 1.250.000 
8 StafUPTD 500.000 

Grade Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi 

Grade 
Grade Angaran yang dikelola SKPD (Belanja Barang Nilai (Rp) Jasa dan Belanja Modal yang dikelola) Non Konstruksi 

10 > 128 miliar 400.000 
9 > 96 miliar s/d s 128 miliar 375.000 
8 > 64 miliar s/ d s 96 miliar 350.000 
7 > 32 miliar s/ d s 64 miliar 325.000 
6 > 16 miliar s Id s 32 miliar 300.000 
5 > 8 miliar s/ d s 16 miliar 275.000 
4 > 4 rniliar s/ d s 8 miliar 250.000 
3 > 2 miliar s/ d s 4 miliar 225.000 
2 > 1 miliar s/ d s 2 miliar 200.000 
1 s 1 miliar 175.000 



PERAN VISI STRATEGIS 
I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

No Rincian Nilai 
1 Kepala 3.000.000 
2 Sekretaris 1.250.000 
3 Kasubaz 750.000 
4 Bidanz 1.000.000 
5 Kasi 750.000 

PERAN TATA KELOLA KEWILAYAHAN 
No Uraian Nilai (Rp) 

1 Lurah 1.000.000 
2 Camat 1.500.000 
3 Kepala UPT Dikdas LS 1.500.000 

PERAN LAYANAN DASAR PENDIDIKAN 
I Dinas Pendidikan 

No Rincian Nilai 
Ke pal a 3.000.000 
Sekretaris 1.250.000 
Sub bag 750.000 
Ka bid 1.000.000 
Kasi 750.000 

PERAN LAYANAN DASAR KESEHATAN 
I Dinas Kesehatan 
No Rincian Nilai 

1 Keo ala 3.000.000 
2 Sekretaris 1.250.000 
3 Subbag 750.000 
4 Ka bid 1.000.000 
5 Kasi 750.000 

IV Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) 

No Rincian Nilai 
1 Keo ala 3.000.000 
2 Sekretaris 1.250.000 
3 Sub bag 750.000 
4 Ka bid 1.000.000 
5 Sub bid 750.000 



Boyolali, . 
Pihak Pertama, Pihak Ked ua, 

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi. 

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan "target kinerja yang seharusnya sesuai 
lampiran perjanjian ini, dalam ra ngka mencapai target ki.nerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan clan 

kegagalan pencapaian target kinerja terse but menjadi tanggung jawab kami. 

Selaku atasan langsung Pihak Perta ma. selanjutnya disebut Pihak Kedua. 

Bupati Boyolali. Jabatan 

Nama 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. 

Jabatan 

Nama 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

PERJANJIAN KINERJA TAHON . 

(NAMA PERANGKAT DAERAH) 

CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KJNERJA SKPD 

LAMPIRAt~ I1I 
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR 2. I TAHUN 2017 
TENT ANG 
PEMBERIAN T/VvlBAHAN PENGHASILAN 
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA 
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI 



Nama . 
Pangkat . 

NIP . 

KEPALA OPD 
KABUPATEN BOYOALI 

Menyetujui, 
BUPATI BOYOLALI 

Boyolali, 

No Program Anggaran (Rp.) Ket Penanggung 
Jawab 

1 

2 

3 

4 dst 

Total Anggaran Rp. 

No Saaaran Indikator kinerja Target Penanggung 
Strate1ls Utama Jawab 

1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 dst 

PERJANJJ.AN KINERJA TAHUN •.•.. 

(NAMA PERANGKAT DAERAH) 

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SKPD 



l. 

Eselon II SEKRETARIS DAERAH 

Pihak Pertama, Pihak Kedua 

Boyolali, . 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan 
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya 

sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka 
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi 

tanggung jawab kami. 

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Nama 

Jabatan 

selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama 

Jabatan 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di 

bawah ini: 

(SEKRETARIS DAERAH DENGAN ESEWN II DI SEKRETARIAT DAERAH) 

PERJANJIAN KINERJA T AHUN . 

m· ~· 
KOPSURAT 

CONTOH PERNY ATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II 



Eselon II SEKRETARIS DAERAH 

Boyolali, . 

Anggaran 
Rp . 
Rp . 

Pro,ram 
1 . 
2 . 

NO Sa saran Program Sasaran Indikator Target 
Program Kinerja 

Prollttam 
1 2 3 4 5 6 

(SEKRETARIS DAERAH DENGAN ESEWN II DI SEKRETARIAT DAERAH) 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ..... 

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KlNERJA ESELON II 



Eselon III Eselon II 

Boyolali, . 

Pihak Pertama, Pihak Kedua 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan 

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya 

sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka 

menerrgah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi 

tanggungjawab kami. 

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Nama 

Jabatan 

selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama 

Jabatan 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di 

bawah ini: 

(ESEWN II DENGAN ESEWN l/1) 

PERJ'ANJIA.N KINERJA TAHUN . 

KOPSURAT 

CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESEWN HI 



•••••••••••••••••••••••••••••• Ill ••••••••••• 

Eselon III Eselon II 

Boyolali, . 

Angaran 

Rp ··············•················ 
Rp ······························· 

Prop-am 
I . 
2 . 

NO Sasaran Program Sasaran lndik:ator Target 
Program Kinerja 

Pr 
1 2 3 4 s 6 

PERJANJIAN KINERJA T AHUN ..... 
(ESELON II DENGAN ESELON III) 

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III 



0 

Eselon IV Eselon III 

Pihak Pertama, Pihak Kedua 

Boyolali, . 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan 
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya 
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka 
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi 
tanggungjawab kami. 

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Nama 
Jabatan 

selanjutnya disebut pihak pertama 

Nam a 
Jabatan 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di 

bawah ini: 

(ESELON III DENGAN ESELON N) 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN . 

KOPSURAT 

CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON rv 



Eselon IV Eselon Ill 

Boyolali, . 

Angaran 
Rp . 
Rp . 

Keptan 
1 . 
2 . 

NO Program Kegiatan Sa saran lndikator Target I 
Keglatan Kinerja I Ke.rlatan 

1 2 3 4 5 6 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ••••. 
(ESELON Ill DENGAN ESEWN IV) 

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KlNERJA ESELON lil 



JFU Eselon IV 

Pihak Pertama, Pihak Kedua 

Boyolali, .. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan 

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya 

sesuai lampiran perjanjian ini, dalarn rangka mencapai target kinerja jangka 

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi 

tanggungjawab kami. 

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Nama 

Jabatan 

selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama 

Jabatan 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di 

bawah ini: 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN . 

(ESEWN IV DENGAN PEGA WAI (JABATAN FUNGSIONAL UMUM)) 

KOPSURAT 

CONTOH PERNY ATAAN PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM 



JFU Eselon IV 

Boyolali, . 

~. -- . -···· -- 

I 
NO Kegiatan Sub Sa saran Indlkator Target 

Kegiatan Sub Kepatan Kinerja Sub 
Ketdatan 

1 2 3 4 s 6 

PERJANJIAN KINERJA TAHON •.•.• 
(ESELON IV DENGAN PEGAWAI(JABATAN FUNGSIONAL UMUM)J 

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 
JABATAN FUNGSIONAL UMUM 



0 

(Individu (JFT) Eselon II 

Pihak Pertama, Pihak Kedua 

Boyolali, . 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan 
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya 
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka 
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi 
tanggung jawab kami. 

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Nama 
Jabatan 

selanjutnya disebut pihak pertama 

Nam.a 
Jabatan 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di 
bawah ini: 

PltR.JANJIAN KINERJA T AHUN . 

(ESEWN II DENGAN PEGAWAI (JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU)) 

KOPSURAT 

CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 



JFT Eselon II 

Boyolali, . 

NO Keglatan Sub Suaran Indikator Target I 
Keglatan Sub Kegiatan Kinerja Sub I 

I 

Ketdatan 
1 2 3 4 5 6 

PERJANJIAN KlNERJA T AHUN ••••• 
(ESEWN 11 DENGAN PEGAWAI(JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU)) 

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 



,,, 

1 ( ); 
2 ( ); 
3. Ost. 

Pihak Pertama, Pihak Kedua 
Eselon II 

...................... ' . 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan 
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya 
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka 
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 
Keberhasilan dan kcgagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi 
tanggungjawab kami. 

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Nama 
Jabatan 

selanjutnya disebut pihak pertama 

3. dst 

2. Nama 
Jabatan 

1. Nama 
Jabatan 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 
dan akuntabel serta berorientasi pada basil, kami yang bertanda tangan di 
bawah ini: 

(ESEWN II DENGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU) 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN . 

KOPSURAT 

CONTOH PERNYATMN PERJANJIAN KINERJA KEWMPOK 

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTIJ 



i_ SENO SAMODRO 

BUPATI BOYOLALl, 

1. . ( ) 
2 ( ) 
3. dst 

Kelompok Eselon 11 

Boyolali, . 

-· -- .. -~·-- ··-· -· NO Ura.ian Sasaran Indikator Target 

----- Kinerja 
1 2 3 4 5 - 

(ESELON JI DENGAN KELOMPOK JABATAN TERTENTU) 

FORMULJR LAMPIRAN PERJANJlAN KlNERJA 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 
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/
~--=-_-.-:- .. 
... \ t_·; ., 

/·<~, ... -tBUPATl BOYOLALI, 
// - . . 
/.1 i . . -- . / ff~·- f . ~~~ ... ~ 

t \ ~· •• ::- \\ . ' .. 
-~ \:·-, SENO SAMODRO ::.... / '·fl:: ' . . / ~ ':' .. ~ .~... . .. 

<.... ,. r . 
·-~~ ......... · 

Nama 
NlP. 

Boyolali, . 

Kepala . 
Kabupaten Boyolali 

Target Pejabat 

NO Uraian Sasaran Indikator 
Januari s/d 

Penilai/ 
Kinerja Atasan 

Desember Langsung 
1 2 3 5 6 7 

SKPD 
KELOMPOK 

TAHUN •••..••••..• 
RENCANA AKSI KINERJA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 



' 

Nam a 
NIP. 

SEKRETARIS DAERAH 
Kabupaten Boyolali 

Boyolali, . 

Nama / Nip I Sasaran lndikator 
Capalan Kinerja Alternatif Perbailmn 

Bulrti Dulmng NO SKPD (apabila target tdk 
Panekat Stratep Kinerja Utama Rencana Reallaasi Capaian (%) tercapai) Data Kinerja 

1 2 3 4 5 6 7 8 (=(7 /6)*100%) 9 10 
1 
2 
3 
4 

dst 

SKPD 
BULAN 

Tahun . 
REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KEPALA SKPD 

LAMPIRANV 
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR 2.1 TAHUN 2017 
TENT ANG 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI 
NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI 



Nama 
NIP. 

Boyolali, . 

Kepala . 
Kabupaten Boyolali 

Kepatasa I I.adlkator Kinerja Capaian Kinerja Alternatif' 

lfO lfama I l'flp I SU.ran Stratepa Propam Sub Prop-am/ PeJabat P9Dilai/ PerbaikaA (apabila Ballcti DllJma1 
Panpat Kepataa/ Sub Ataaaa Laapung tar1et tdk Data Kinerja Kepataa Ke pa tan Rencana Rea.Usu! Capawa (%) tereapai) 

1 :z 3 4 5 6 7 8 9 (=(8/.,,.100%) 10 11 1:Z 

1 

2 
3 
4 

dst 
Rata·Rata Capaian ,tXX yyy zzz 

SKPD 
BULAN 

Tahun •.•••••••..• 
REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PEGAWAI 



Nam a 
NIP. 

Kepala . 
Kabupaten Boyolali 

Boyolali, . 

Nama / Nip I 
Rata - Rata Capalan Kinelja 

Pejabat Penllai/ No 
Panckat Rencana Reallaasl Capaian (%) 

Atuan Langsung 

1 2 3 4 5f=f4/3)*100°/ol 6 
1 
2 
3 
4 

dst 

SKPD 
BULAN 

Tahun . 
REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 



. I. SENO SAMODRO 
\.·.' '-~· t,. ......... . ..... .: .... 

.'l 

f, ,·. ~.-....:_;,,, ·:_-.;.__, u . (( -~ ,, 

E.:U.P~Tl :J?QYOLALI, 

Nama 
NIP. 

Boyolali, . 

Kepala . 
Ka.bupaten Boyolali 

Capaian Kinerja Pejabat Alternatif Bukti Indikator Perbaikan 
No Kelompok Sa saran Kinerja 

Penilai/ Atasan (apabila target Dukung Data 
Rencana Realisasi Capaian (%) Langsung Kinerja tidak tercapai) 

1 1 2 3 4 5 6 (=(5/4)*100%) 7 8 9 
1 
2 
3 
4 

dst 

SKPD: 

Ta.hun . 
REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 



- 

Nama 
NIP. 

Kepala .. 
Kabupaten Boyolali 

Boyolali, . 

PelJ.lajaan TPP 
Jum.lah Statla. Jumlah 

No Nama / NIP I 
JnmJeb 

Jumlah Peran 
Dhlamis clan PPh21 TPP ,all.I 

Paqkat Dlnunb Peran cliterlmabn 
Statla (Rp) 

(Rp) 
tertentn Tertentn 

(Rp) 

1 2 3 4 5 6 (=3+4+S) 7 8 (=6-7) 
1 
2 
3 
4 

dst 

SKPD 

REKAPITULASI PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN TPP 

LAMPIRAN VI 
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR 2-1 TAHUN 2017 
TENT ANG 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA 
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI 
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Nam a 
NIP. 

Kepala . 
Kabupaten Boyolali 

Boyolali, . 

TPP Maksimal Dinamis 50 % dari TPP maksimal bobot risiko dan tanggung jawab jabatan *) 

Nilai Diuamia 

Pejabat Pellilal/ Atalan llama I Nllai 
Cape.Jan KlnerJ• 

lfo Kama / KIP/ Paapat KeteranpA -J Laapaac Jabatua TPP Dbuun ... Rp. Jumlab Dlaam ... (Rp) 

'I, Cape.Jan Klnerja 

l 2 3 4 5 6 7 (=5 K 6) 8 
1 
2 
3 
4 

dst 

SKPD 

REKAPITULASI PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN TPP DINAMIS 



. 
B UPATI.BOYO LALI, 

·.~- 
• > I 

! rr- 
• • /, r- 

t.sE.Ne> SAMODRO 
.::::~-· 

.t, !, 

Nam a 
NIP . 

Kcpala . 
Kabu patcn Boyolali 

Boyolali, . 

Khusus untuk BKD Kab. Boyolali tcrdapat peran Pejabat Pcnatausahaan SKPlill 
Pejabat Pembuai Komitmen, Pejabat Pengadaan clan Panitia Pcnerima Hasil Pckerjaan Non Konstruksi 
Khusus untuk: 
DPUPR Kab. Boyolali tcrdapat Peran PPTK Konstruksi, Tim Teknis, Perigawas Lapangan, Staf Administrasi, cla:nPanitia Perierima Hasil Pekerjaan Konsrruksi 
Bagian Pcngadaan Ban-mg/ .Jasa Pernerintah terdapat Pcran Tertentu ULP dan LPSE 
Koordiriasi Kebijakan [Khu sus untuk SETDA KAB. BOYOLALI, INSPEKTORAT, BP3D Kab. Boyolali, dan BKP2D Kab. Boyolali) 
Visi Stratcgis [khusus DPMPTSP Kab. Boyolali) 
Tarn Kelola Kewilayahan [Kecam atan, Kelurahan, clan UPT Dikdas LS) 
layarian dasar Kesehaian (Dinas Kesehatan] clan Jayanan dasar Perididikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) 
menjelaskan aktif / tidak aktif peran tertent u 
misal: PPKom (aktif], PPTK [tidak aktif), <lst. 
menerangkan y,mg diperlukan 

.'***) 
'"*"") ..... .,.,...) 
•*"""'* .. *) 
•• .,,..irltoit--14) 

.. , Peran Pcrcncanaan (khusus Perencanaan di Perangkat Daerah) 
Pcngguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keu angan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kuasa Pengguna .'\.nggaran (UPT Oikdas L.S dan Kelurahan), Pejabat 
Pelaksanan Tcknis Kcgiaian (PPTl\.l, Bcndahara Peneri.maan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bcndahara Pencrimaan Pembantu, Bendahara 
Pengeluaran Pembant u , Pembanru Administrasi Keuangan, Pengurus Barang Pcngguna, dan Pembanru Pcngurus Barang Pengguna. 

') 

Nilni Peran Tertentu 

Pu Jo.bat Nama I Pcra.n Tcrtcntu 
No Nama I NIP I Poollol/ Ataaan Nila! Kctoraupn 

PangkAt La.ngsung Jabata.n TPP Rp. Kourdluul Vbl Tata Keio!• KctcrangtUl Juml11h Peron tortontu ............. ) 
Pcrcoca.oan..n Kouaogao/ Pcugoda,m Lay11cnRD Tamb&ban 

'I Bar•n1 .. l B/J •nJ KebljaJt.ao Strateps Kewllayaban Da.s.u ••••• .. •) l'Toatu.l (Penn) 
·-·J ......... ) -1 .......... ) 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15(=6+7+8+9+10+11+ 16 12+13) 

1 

2 
3 
4 

dst 

SKPD 
REKAPITULASI PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN TPP PERAN TERTENTU 



~ ~-- 
,;._ SENO SAMODRO 

BUPATI BOYOLALI, 

Pangkat 
NIP. 

······························· 

Boyolali, 
Kepala Perangkat Daerah, 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1. Perhitungan tambahan penghasilan yang berdasarkan Daftar Rekapitulasi 

Kehadiran PNS yang terdapat pada Daftar Penerimaan Tambahan 

Penghasilan pada (nama perangkat daerah) Kabupaten 

Boyolali Bulan Tahun Anggaran telah dibuat 

dengan se benar-benamya. 

2. Keabsahan Daftar Rekapitulasi Kehadiran PNS dan daftar angka poin 1 

(satu) di atas rnenjadi tanggung jawab kami. 
3. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tambahan 

penghasilan, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah. 

Jabatan 

NIP 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

SURAT PERNYATMN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKAT DAERAH 

L/\MPIRAN VI1 
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR '2.. I TAHUN 2017 
TENTANG 
PEMBERlAN TAMBAHAN PENGHASILAN 
KEPADA PEGAWAl NEGERl SIPIL PADA 
PEMERl.NTAH KABUPATEN BOYOLALI 



Aalaten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Aalaten Ekonomi Pembangunan Aaiaten Admlniatrasi Umum 

Bacfan Kerjasama Bactan Baelan 
Bacfan Tata dan Otonomi Keaejahteraan Bacfan Ba&fan Penpdaan Bapan 

B•Cl•n Hulmm Baclan Umum Pemerlntahan Dae rah Rakyat Pembangunan Perekonomian Barang/Jua Orpniaaai 
Pemerintah 

Dinas Bad an Dinas Pendidikan Dinas Pertanian Dinas Penanaman Seluruh Seluruh Seluruh Bupati/ Wakil 
Kependudukan Kepegawaian, dan Kebudayaan Modaldan Perangkat Perangkat Perangkat Bupati, 
dan Pcncatatan Pendidikan dan Pelayanan Dae rah Dae rah Dae rah Sekretaris 
Sipil Pelatihan Daerah Terpadu Satu Daerah, dan 

Pin tu Sekretariat 
Din as Bad an Dinas Pemuda, Dinas Dines Koperasi 
Pern berdayaan Perencanaan, Olah Raga, dan Ketahanan dan Tenaga Kerja 
masyarakat dan Penelitian. dan Pariwisata Pangan 
Desa Pcngembangan 

Dae rah 
Satuan Polisi Badan Keuangan Dinas Kesehatan Dinas Din as 
Pamong Praja Dae rah Petemakan dan Perdagangan dan 

Perikanan Perindustrian 

Sadan Administrasi Dinas Sosial Dinas Urusan energi 
Penanggulangan kewilayahan Lingkungan dan sumberdaya 
Bencana Daerah Hid up mineral 

PEMBAGIAN PERANGKAT DAERAH DAN URUSAN DALA.M RUMPUN KOORDINASI 

NEGERI SIPIL PADA PEMERJNTAH KABUPATEN BOYOLALJ 

LAMPJRAN VIII 
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NO MOR z, \ TAHUN 2017 
TENTANG 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASII.AN KEPADA PEOAWAI 
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Asisten Tata Pemerinta.han dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Ekonomi Pembangunan Asisten Adininistrasi Umum 

Bagian Kerjasama Bagi an Bagi an 
Bagian Tata Bagian Bagi an Pengadaan Bagian 

Pemerintaha.n dan Otonomi Kesejahteraan Pembangunan Perekonomian Barang/ Jasa Organisasi Bagian Hukum Bagian Umum 
Dae rah Rakyat Pemerintah 

Dinas Komunikasi Otonomi Daerah Oinas Din as Biclang Sadan 
clan lnformatika Pcngcndal ian, Perurnahan dan Usaha Milik 

Keluarga Kawa san Daerah dan Cukai 
Berencana, Perrnukirnan tembakau 
Pembcrdayaan 
Perernpuan, dan 
Pcrlindungan 
Anak 

Dinas Arsip dan Kecarnatan Bidang Dinas Pekerjaan 
Pcrpustakaan I<cagamaan. Umurn dan 

Penataan Ruang 

Kantor Kesatuan Din as 
Bangsa dan Politik Perhubungan 

Kccarnatan Urusan 
kehutanan 

/\d mi nistrasi 
Lcgislatif 



Nam a 
NIP. 
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Kcpala .. 
Kabupatcn Boyolali 

Boyolali, . 

No. SK Peran Tertentu 
Pejabat Penilai/ Nama I Nilai 

No Nama I Nip I Pangkat Atasan Langsung Jabatan 
Peran Keuangan Peran Pengurus Barang Peran Pengadaan 
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REKAPITULASI SURAT KEPUTUSAN PERAN TERTENTU 
Tahu.n . 

LAMPIRAN IX 
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR '2.1 TAI-JUN 2017 
TENTANG 
PEMBERlAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI 
SIPIL PADA PEMERINT/\H K/\BUPATl:::N BOYOLALI 


